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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konstrudasial pesantren
terhadap sistem pendidikan (modern) yang diintredykemerintah melalui
kebijakan penyetaraamm(i’'adalah). Kebijakan ini bukan hanya dirancang dan
diimplementasikan untuk memberikan pengakuatgognition terhadap sistem
pendidikan yang melembaga dalam kehidupan pesantetapi juga untuk
meningkatkan kualitas santri.

Penelitian ini didisain menggunakan penelitian kaal. Teori konstruksi
sosial digunakan untuk menganalisis masalah pe&melitpenerimaan maupun
penolakan pesantren terhadap kebijakafizdalah. Penelitian diselenggarakan di
Perguruan Islam Mathali'ul Falah dan pesantrenubauhid. Adapaun teknik
penggalian data dilakukan dengan wawancara, otsetan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapabpdaan respons dan
adaptasi dua pesantren terhadap implementasi kabigenyetaraagmu’adalah)
Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh misi dan asgenpesantren dalam
meningkatkan kecerdasan santri. Pesantren Mathakalah sejak awal
mencanangkan integrasi pendidikan agama dan p&adidimum. Karena itu
kebijakanmu’adalahbukan hanya selaras dengan misi dan orientasbigtrsetapi
sekaligus juga menegaskan peran pesantren salahdamperluas gerak alumni
dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang saaf@imdsosial, ekonomi
maupun politik. Sementara itu Pesantren Daruttag@mk awal fokus pada
pendidikan agama Islam dan tidak melakukan pendralajilmu umum. Karena
itu implementasi kebijakamu’'adalah dianggap tidak relevan dengan proses
pembelajaran dalam pesantren ini. Pesantren ingarahkan santri menjadi ulama
yang mampu menjadi panutan masyarakat dalam behbathn bukan menjadi
alumni yang menjadi tenaga kerja. Relevansi keaijdinu’'adalah) tersebut juga
dikuatirkan dapat melemahkan kedudukan dan peraanpren sebagai lembaga
pendidikan Islam, dan menggeser keteguhan inteyakg terjalin antara kiai dan
santri. Perbedaan konstruksi sosial Pesantren Dauwitid dan Perguruan Islam
Mathali'ul Falah terhadap kebijakanu’adalah ditentukan oleh kiai sebagai actor
utama pesantren, namun demikian tindakan kiai tehaKebijakanmu’adalah
didukung oleh oleh basis nil&hlusunnah Wal jamaahdan distimulasi oleh
identitas aktor dan kepentingan aktor terhadap suméya. Kiai Toifur memiliki
identitas sebagai kiai, ulama dan ahli hikmahehirggga dalam memandu
Pesantren Daruttauhid menekankan aspek spiritadistonal-transenden.
Sementara identitas kiai Sahal Mahfud dikenal agabulama, kiai, kolumnis,
rektor, organisatoris, aktivis LSM, sehingga dalaemandu Perguruan Mathali’ul
Falah menggabungkan aspek spiritual-rasional, isicathl-modern, dan
transenden-profan. Kepentingan aktor terkait aktshadap sumber daya dari
pemerintah dan atau masyarakat.

Kata kunci: konstruksi sosial, pesantren, kebijakaa mu’adalah
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ABSTRACT

This study aims to understand the social constodfpesantrer(lslamic boarding
school) on the modern education system introdugethé government through an
equalization policyrou’'adalah). This policy is designed and implemented not daly
provide recognition of the institutionalized educaal system irpesantrenlife, but
also to improve the quality shntri (pesantreis pupils).

This research is a qualitative research. Sociadtcoction theory is used to analyze
the problem of acceptance and rejectiorpesantrenaboutmu’adalah policy. The
research is conducted at the Islamic College ofhislaul Falah andPesantren
Daruttauhid. For data collection techniques, intag, observations and
documentation are used.

The results of this study indicate that there aiféergénces in responses and
adaptation of the twgesantrengo the implementation afhu'adalah policy. The
difference is influenced by the mission and origata of those pesantrensin
improving the santris intelligence. Mathali'ul Falah from the beginginhas
proclaimed the integration of religious and genedication. Thereforenuadalah
policy not only works in harmony with its missionchorientation but also affirms the
role of the pesantrenand broadens the movement of its alumni in crgatind
exploiting the opportunities of isantrisin the social, economic and political sphere.
Meanwhile, Daruttauhid has from the beginning feclisn Islamic religious education
and does not apply general science learning. Towerefthe implementation of
mu’adalahpolicy is considered irrelevant to the learninggass in thipesantrenThis
pesantrendirects students to become scholars who can bé&anodel of society in
worship, and not become alumni who become worKérs relevance of treauadalah
policy is also feared to weaken the position are ob thispesantreras an institution
of Islamic education and shift the firmness of fatgion that exists betwedqai
(pesantrers leader or prominent figure) andantri The difference in social
construction of the Daruttauhid and the Mathalralah to themuadalah policy is
determined by thkiai as the main actor of thpesantrenyet the views and actions of
the kiai to the policy are stimulated by the basis of A&fdusunnah Wal Jama&h
values, the actor's identity, and the interestthefactor against resourd€ai Toifur
has been known askeai, ulamaand wisdom expert so that in guiding Daruttauted h
emphasizes the spiritual-traditional-transcendspteats, whilekiai Sahal Mahfud is
known as a scholakijai, columnist, rector, organizer, and NGO activisttisat in
guiding Mathali'ul Falah he combines spiritual-catal, traditional-modern, and
transcendent-profane aspects. The interest of ¢ther & linked to the access to
resources. The findings of this study recommend the policy of mu'adalah be
extended to the type pesantrerwith pure curriculum of religion. This is becaubes
type of pesantrenhas contributed in preparing the human resoureesled by the
community.

Keywords: social constructiopesantrenmu’adalah policy.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendiddan Kebudayaan RI No.
158/1987 dan 0543b/U/, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
i alif d“a;ig:r’fgkan Tidak dilambangkan
< ba’ b Be
< ta’ t Te
< sa’ § Es (dengan titik di atas
d jim | Je
z ha' h Ha (dg;\vg\jlgﬂ)titik di
« kha’ kh Ka dan Ha
2 dal d De
3 zal z Zet (dengan titik di atas
D ra’ r Er
J zai z Zet
o sin S Es
o syin sy Es dan Ye
o= sad s Es (dggv%zﬂ)titik di
o= dad d De (dg;\vg\jlgﬂ)titik di
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L @ ) Te (dengan titik di
' ' bawabh)
L s , Zet (dengan titik di
g g bawah)
d ain Koma terbalik di atas
d gain g Ge
o fa’ f Ef
3 gaf q Qi
4 kaf K Ka
J lam | El
¢ mim m Em
< nun n En
3 wawu w We
° ha’ h Ha
& hamzah Apostrof
¢ ya’ y Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap
Opinie ditulis muta‘aqgidn
Bc ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbuthah
1. Bila dimatikan ditulis h
4 ditulis hibah
Lo ditulis jizyah
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(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kaia@b yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat daagaeya, kecuali
dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta backadua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

ARPPNEN

ditulis

karamah al-auliya’

2. Bila ta’ marbuthah hidup dengan harkat fathasr&h dan dhammah maka

ditulis t.
kil 38 ditulis zakatul firi
D. Vokal Pendek
kasrah ditulis [
fathah ditulis a
dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
fathah + alif ditulis a
lals ditulis jahiliyyah
fathah + ya' mati ditulis a
s ditulis yasa
kasrah + ya" mati ditulis 1
s ditulis kafim
dammah + wawu mat ditulis a
o= ditulis furad
F. Vokal Rangkap
fathah + ya' mati ditulis ai
PR ditulis bainakum
fathah + wawu mati ditulis au
J ditulis gaulun
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G.Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisakan dengan
Apostrof

Al ditulis a‘antum
< del ditulis u'iddat
Al S ol ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam
1. Bila diikuti Huruf Qomariyyah

1Al ditulis al-Qur’an
) ditulis al-Qiyas

XVii
2. Bila diikuti huruf Syams.yyw. ditulis dengan mggandakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangleanfi{el)nya.

clad) ditulis as-Sama’
el ditulis asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulisifigannya.

ol 5 ditulis zawl al-furud
audl dal ditulis ahl as-sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren merupakan institusi pendidikan di Indangsng telah
melalui sejarah yang sangat panjang. Institusilahir, tumbuh, dan
berkembang telah lama. Bahkan, sebelum dikenakmyhdga pendidikan
lainnya di Indonesia, pesantren telah hadir letial4 Selama ini pesantren
dikenal sebagai lembaga pendidikan keagamaan itradié Lembaga
pesantren dapat dikatakan unik, tidak saja karksigtensinya yang sudah
sangat lama, tetapi juga kultur, metode dan bagsansinya yang khas.

Saat pertama didirikan, pendidikan pondok pesartitagrya berorientasi
pada pendidikan agamaafaqquh fi ad-¢h),® sehingga kurikulumnya
diorientasikan khusus mempelajari nilai-nilai agamakwah Islam, dan
tidak didasarkan pada orientasi yang bersifat dselegai watak mandiri,
semisal orientasi lapangan kerja atau jabatan ntertelalam hierarki
masyarakat, melainkan semata-mata pengembangaraagarg bernilai
ibadah? Oleh karena itu, pesantren menuntut alumninyakuntoenjadi
tokoh agama, kiai, ustad, dan mampu berperan dalagsyarakat dengan
kemampuan keagamaan yang mumpuni.

Terdapat beberapa kubu yang saling kontradiktif gyanerespons
kemampuan pesantren dalam mempertahankan eksmst@ngdi tengah
gelombang modernisasi dan globalisasi. Sebagiasiklagr pesimistis dan

1 Karel A SteenbrinkPesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan IslanamiaKurun
Modern(Jakarta: LP3ES, 1968), 20-23.

2 Secara etimologis, kata tradisional berasal data kradisi yang berarti tatanan,
budaya, atau adat-istiadat yang hidup dalam komasiniiasyarakat. Karenanya, pendidikan
keagamaan tradisional diartikan pendidikan yangjumpmng tinggi tatanan, budaya atau
adat-istiadat yang hidup dimasyarakat. Lihat H&fzedily,Ensiklopedi Indonesi@lakarta:
Ichtiar Baru Nan Hoeve, 1992), 360. Menurut PP B®2007 Pasal 1 Ayat 4, pondok
pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Ibkimasis masyarakat yang
menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secgradardengan jenis pendidikan lainnya.
Lihat Poerbakawatj&?endidikan dalam Alam Indonesi@akarta: Gunung Agung, 1976),
233.

3 Nurcholish Madijid,Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembanguda
Indonesia(Jakarta: Paramadina, 1997), 51.

4 Lihat Mashudi Abdurrahman, “Memelihara Tradisi, mgerbaharui Pendidikan

Pesantren’Bina PesantrenEdisi 01/Tahun 1/Oktober 2006, 21.



sebagian lainnya bersikap optimistisDawam Raharjo memberikan
penilaian, pesantren merupakan lembaga yang kleahdaempertahankan
keterbelakangan dan ketertutupan. Dunia pesanteemperlihatkan dirinya
bagaikan bangunan luas, yang tak pernah kunjungubbkr Ila

menginginkan masyarakat luar berubah, tetapi diriigak mau berubah.

Oleh karena itu, ketika isu-isu modernisasi dan lpmunan yang
dilancarkan oleh rezim negara jelas orientasinyaladd pesantren.
Pesantren sejak dulu dicurigai dan mendapat stigegatif sebagai
lembaga tradisional, ortodoks, bahkan menjadi sprfegjumudan dan
konservativismé.

Terlepas dari kontra persepsi tersebut, realitasumjekkan bahwa
pesantren sampai saat ini masih eksis. Bahkan, pesantren raeniga
perkembangan pesat, baik secara kuantitatif mawuattatif. Secara
kuantitatif, jumlah pesantren terus meningkat dalEOn(sepuluh) tahun
terakhir. Dari 14.656 pada tahun 2003-2004 meridd218 pada tahun
2013-2014. Perkembangan pesantren secara kuatitgtdit dilihat dari
berbagai aspek, di antaranya: status kelembagaata pamong,
penyelenggaraan program pendidikan, perluasan dpidarap, kekhasan
bidang keilmuan, diversifikasi usaha ekonomi, jgain kerjasama, dan lain-
lain 8 Berdasarkan kapasitas kelembagaan, Kementerianma\ga
mengkategorikan pesantren ke dalam 3 (tiga) bemegantren: (1)
salafiyah,(2) khalafiyah,(3) kombinasP. Sementara berdasarkan kapasistas
kelembagaan dan peran pesantren, Abdurrrahman tasinembagi
pesantren menjadi tiga tipe: pesantren ideal, pesatransformatif, dan

5 In’am SulaimanMasa Depan Pesantren, Eksistensi Pesantren di Te@Ggdombang
Modernisasi(Malang: Madani, 2010), 12.

6 M. Dawam Rahardjo, “Dunia Pesantren dalam PetebBbaruan” dalam M. Dawam
Raharjo,Pesantren dan Pembaharyaretakan 5 (Jakarta: LP3ES, 1995), 1.

” Abdurrahman Wahidyienggerakkan TradigiYogyakarta: LKiS, 2001), xv.

8 Abdurrahman Mas’ud, dkKLaporan Penelitian Pemetaan Kapasitas Kelembagaan
Pesantren di Indonesia, Puslitbang Pendidikan Agadsn Keagamaan’(Jakarta:
Balitbang Diklat Kementerian Agama, 2014)

° Berdasarkan pendataan Depag RI tahun 2009-20a®akupesantren di Indonesia
sebanyak 25.785. Jumlah pesantren ssadffanyak 10.709 (41%) dan jumlah pesantren
khalafiyah/asriyahsebanyak 2471 (9,6%) dan kombinasi 12.605 (48),2&émlah santri
keseluruhan 3.652.083 dengan perincian 1986.685 patri (54.2%) putra 1671.43 (45.8
%). Dengan jumlah yang sangat besar itu, peraanteen dan terutama alumninya tidak
dapat diabaikan dalam mencapai pendidikan secarans.

Abdurrahman Mas’ud, dkk.Laporan Penelitian Pemetaan Kapasitag14.



pesantren stand&r Keragaman perkembangan itu menghasilkan berbagai
ekspresi pesantren dalam kehidupan berbangsa daegbea

Azyumardi Azra berpendapat bahwa pesantren merapsta-satunya
lembaga pendidikan yang tahan terhadap gelombadgmisast-* Padahal
di berbagai kawasan dunia muslim, lembaga-lembagadigdikan
tradisional Islam seringkali lenyap, tergusur olefkspansi sistem
pendidikan modern atau mengalami transformasi mdenjambaga
pendidikan umum? Kemampuan tersebut didapat bukan hanya karena daya
adjusmentataureadjusmenpondok pesantren, tetapi juga karena karakter
eksistensinya yaitu sebagai lembaga pendidikanmislayang identik
keislaman dengan makna keaslian Indonésdegenous™®

Interaksi pesantren dengan modernisasi pendidikizadnesia berjalan
sejak sistem pendidikan sekolah diperkenalkan pkherintah kolonial
Belanda di Indonesia, terutama dengan didirikatkschoolen,sekolah
rakyat atau sekolah desa yang sangat memengastgmspendidikan Islam

11 pesantren ideal memiliki karakteristik yaitu: tetdabil dalam pengembangan seluruh
unsur, nilai dan kapasitasnya secara optimal dal@mainkan peran sosial ekonomi
pesantren (proses perubahanpportive leadershipsumber belajar, spesialisasi bidang,
SDM, sarana prasarana, kultur pesantren, ketaHandraga). Seluruh sendi kelembagaan
telah menjadi kekuatan besar dan mandiri dalamaéiktsi peran multi fungsi pesantren
bagi kemajuan pembangunan bangsa. Pesantren traastifo memiliki karakteristik
sedang: berkembang menuju kelembagaan sosial dikemli yang adaptif terhadap
dinamika sosial, memiliki aspek legalitas yang kdah pola kepemimpinan yang semi
kolegial dan memiliki kesadaran yang lebih tentpeggembangan sumber belajar, sudah
memadukan dengan sistem pendidikan kontemporerpaemiliki SDM variatif dengan
standar kompetensi tertentu, baik pimpinan, perggurgtadz, maupun santrinya. Sarana
prasana cukup lengkap sebagai lembaga pendidikgerkporer. Nilai-nilai pesantren kuat
dan inklusif: mencakup kesadaran sosial politiktakanan lembaga sedang tumbuh,
mengembangkan peran sosial ekonomi pesantren,darja kelembagaan dalam berbagai
bidang (dalam dan luar negeri). Sedangkan katggsantren standar memiliki ciri: proses
perubahan lebih alamiah, kelembagaan belum stabilpbla kepemimpinan individual.
Sumber belajar tingkat dasar. SDM yang dimiliki minasal santri dari satu kabupaten,
rasio ustad-santri belum baik, dan sarana praséednatas.

12 Abdurrahman Mas’ud, dkk., “Laporan Penelitian”, 1

B Azyumardi Azra dalam Nurcholish Madjidilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret
Perjalanan(Jakarta: Paramadina, 1997), 104.

*Madresesebagai lembaga pendidikan sebagai lembagadiad Islam tradisional
di Turki, misalnya ternyata terkorbankan ketik@nferintah Turki melakukan
pembaharuan pendidikan dan dihapus sebagai siseerdidikan pada tahun 1924.
Demikian juga pondok pesantren di Mesir juga dilsapada masa pemerintahan Gamel
Abdul Nasser. Lihat Azyumardi Azra, “Pesantren:nKouitas dan Perubahan” dal&ihik-
Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalan@lakarta: Paramadina, 1997), ix-xi.

15 Azyumardi Azra, Pendidikan Islarfiradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru
(Jakarta: logos, 2002), 108.



di Indonesid® Di samping itu, modernisasi pendidikan pesantremaul
dari kaum reformis atau modernis Muslim yang momemya sejak awal
abad ke-20 menuntut diadakannya reformulasi siggendidikan Islam
guna menghadapi tantangan kolonialisme dan ekspgaisseén?’

Pemerintahan, baik orde lama maupun orde barugaelpgnggerak
utama prime move)'® pembangunan, juga mengembangkan sekolah umum
seluas-luasnya dan memberikan fasilitas utamgi tengsa Indonesia
yang terdidik dalam sekolah umum untuk mendudakiajan-jabatan
dalam pemerintahad.Sedangkan pesantren sebagai lembaga pendidikan
tradisional yang telah berakar dalam kehidupan $mrigdonesia justru
dilihat berada di luar “jalur resmi” atau “standalélam hal pendidikan dan
dilihat sebagai gejala yang seolah-olah sehgeausdak boleh ada. Sebab
yang “resmi” dan “baku”, dalam persepsi pemerintatialah apa yang
dasar-dasarnya telah diletakkan oleh pemerintatoniall Beland&®
Dengan demikian, kebijakan pemerintah pasca kerkeate terhadap
lembaga pendidikan pesantren merupakan pengaaakpieisantren. Hal ini
sebuah ironi sejarah. Di saat Indonesia terbelragalanialisme Belanda,
pola kebijakan Belanda terhadap pesantren diulamgbiali?:

Tidak adanya kebijakan pengembangan kelembagaamtpas pada
masa pemerintah, baik orde lama maupun orde bamdaimpak pada
penurunan pamor pendidikan pesantren di tengah arasat. Hal ini
ditandai dengan semakin menguatnya kecenderungang ortua
mengirimkan anak-anaknya di sekolah umum dengaaphar mudah
mencari kerjg#> Sedangkan pesantren semakin terpinggirkan dak tid

16 Karel A SteenbrinkPesantren, Madrasah, Sekol@lakarta: LP3ES, 1968).

17 Azyumardi AzraPendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menujuaviium Baru
(Jakarta: Logos, 1999), 99.

1 M.H. Billah mengatakan bahwa memposisikan pemahinsebagai sebagai
penggerak utama transformasi mengakibatkan sulaiskhanya dianggap sebagai
subordinat atau sebagai pendukung proses trars$oyang sedang berlangsung. M.H.
Billah, “Dari Paradigma Instrumentalistis ke Pagada Alternatif’, dalam Jurnal
PesantrenJakarta: P3M, No. 3, 1988, 10.

19 Nurcholish Madijid, Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalangdakarta:
Paramadina, 1997), 104.

20 |pid., 104.

21 Maksum,Madrasah: Sejarah dan Perkembangannget. |, (Jakarta: Logos, 1999),
118.

22 Ali Anwar, “Eksistensi Pendidikan Islam Tradisional di Tengahgah Arus
Modernsasi Pendidikan: Studi terhadap Kelangsuridadrasah Hidayatul Mubtadin



diminati masyarakat karena tidak menawarkan dumigak Pesantren
memperoleh saingan yang tidak seimbang karena fpesartidak
memperoleh dukungan negara, sementara sekolah dadrasah
memperoleh dukungan negara.

Pesantren tidak tinggal diam dan memberikan resjgohadap ekspansi
sistem pendidikan umum disebarkan pemerintah. 8eys terdapat dua
cara yang dilakukan pesantren dalam menghadapihBertama, merevisi
kurikulumnya dengan memasukkan semakin banyak pelgaran dan
ketrampilan umum. Kedua, membuka kelembagaan dslitefa-fasilitas
pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum. i&nAzyumardi
Azra, setidaknya ada dua kecenderungan pokok desaperimentasi pada
pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Pertahapsi sistem dan
lembaga pendidikan modern secara hampir menyelledua, eksperimen
yang bertitik tolak dari sistem dan kelembagaan dkkan Islam
(tradisional) di Indonesi&. Pesantren melakukan penyesuaian dengan
perkembangan dunia modern dengan mendirikan sekekablah formal
standar nasional bersanding dengan penyelenggane@mdidikan
pendalaman agama tanpa harus kehilangan nilai-képiesantrenafi.
Karel Steenbrink menyebutkan bahwa perubahan belatuksi pendidikan
pesantren tidak terlepas dari tuntutan perkembangaman yang
dihadapinya. Selain itu, latar belakang politik gielifkan kolonial ikut
menentukan ketegangan perubahan dari tradisi yamgas kukuh secara
modern yang sangat mendesak.

Tidak semua pesantren berhasil keluar dari tantangadernitas,
sehingga perkembangan pesantren diwarnai “pasang dan timbul
tenggelam”. Sejumlah pesantren mengalami perkenaladgn beberapa
pesantren mengalami kepunahan. Beberapa pesantgtayat dalam arus
pembaharuan kehilangan identitas kepesantrenannya.

Pembaharuan pesantren tidak berjalan merata drukelpesantren.
Sebagian pesantren yang menerima pembaharuan lkunikdalam porsi

Lirboyo” dalam Ali Anwar, dkk.,Agama Pendidikan Islam dan Tanggung jawab Sosial
Pesantren(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 12.

ZAzyumardi Azra,Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menujull&finium
Baru (Jakarta: Logos Wacana limu, 1998), 36.

2 Arief Subhan,Lembaga Pendidikan Islam Indonesia, Pergumulan taran
Modernisasi dan ldentitagJakarta: Kencana prenada Media Grup, 2012), 187.

%5 Karel A. SteenbrinkPesantren Madrasah Sekolérakarta: LP3ES, 1968).



terbatas, sedangkan pesantren yang lain melakuk@sis dengan sistem
pendidikan Barat untuk menemukan tipe ideal yangatdapenghadirkan
nuansa asli, tetapi tetayp to datedengan perkembangan zaman daripada
berintegrasi dengan sistem pendidikan nasional ydmegemonik.
Sementara masih terdapat banyak pesantren yarg kehservatif yang
umumnya cenderung sangat resisten terhadap pembah&urikulum
pesantren memilih konsisten dengan jati dirinyagyasli tanpa melakukan
perubahan. Jenis pesantren yang terakhir ini memykarikulum secara
mandiri untuk mempertahankan kekhasan dan keunggydeng telah
dimilikinya yaitu memfokuskan diri padafaqquh fi ad-th (pendalaman
ilmu agama), pengkajian kitab kuning klasik, baikndan metode
bandongan, sorogan, wetonemaupun klasikal tanpa terpengaruh standar
pemerintah.

Penolakan beberapa pesantren terhadap pola madgrpesndidikan
Islam yang diintrodusisasi pemerintah Orde Baru ddgmhami sebagai
upaya menjaga orientasi dan misi pesantren dalarepmogluksi ulama.
Pesantren ini konsisten dengan sistem dan kurikwpanyang unik, tidak
sama dengan ketentuan baku pemerintah, ijazarsladiakui negar#.

Upaya ini tidak mudah bagi pesatren karena pesahizeus berjuang
menghadapi kendala yang luar biasa di antaranydaladaesantren
memperoleh stigma sebagai lembaga pendidikan imadis kumuh, dan
kolot. Pemerintah tidak mau memberikan subsidi mergbnan pada
pesantren, tidak mengakui ijazah dan kompetensiayg berakibat alumni
pesantren mendapatkan kesulitan luar biasa untidnmae pekerjaan pada
sektor formal dan melanjutkan studi pada jenperguruan tinggi dalam
negeri?’ Padahal di sisi lain, sebagian masyarakat masingabeii
keunggulan pendidikan pesantren dalam pembentldaaakter dan
pendalaman ilmu-ilmu keislaman, reproduksi ulanesmpimbing spiritual,
dan tokoh-tokoh agama yang memiliki karakter #&amandirian yang
sangat tinggi sehingga tidak tergantung menjedamwai negeri.

Untuk mempertahankan eksistensinya sebagai lemtiadéagquh fi ad-
din, pesantren ini mempererat jaringan pesantren dambangun

2 Ali Anwar, Eksistensi Pendidikan Islam Tradisionogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008), 12.
27 |bid., 12.



hubungan kekerabatan antar pesarffeé®ementara untuk memudahkan
para santrinya melanjutkan pendidikan jenjang yabi tinggi, pesantren
khas ini membangun kerja sama dengaat-ribat dan pusat-pusat kajian
agama luar negeri, perguruan tinggi luar negriigiur Tengah semisal Al-
Azhar Mesir, Sudan, Maroko, dan Saudi. Kerjasamnalitandai dengan
pengakuan standar mutu yang dikenal dengan istifaizdalah?®
Pengakuamu’adalah oleh lembaga pendidikan luar negeri dikarenakan
kurikulum pendidikan yang dipelajari di pesantremdah disetarakan
dengan lembaga pendidikan menengah di Mesir at&imdir Tengah™®

Dalam perjalanannya, pesantren yang memperolalsstatzdalahluar
negeri ini, akhirnya oleh pemerintah era reformdiakomodasi dengan
kebijakan mu'adalah® Pondok pesantremu’adalah yang terdapat di
Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) bagian; pertapmmdok pesantren
mu’adalahdengan lembaga-lembaga pendidikan, baik di lugemseperti
Universitas Al-Azhar Cairo Mesir, Universitas UmnmQura Arab Saudi
maupun dengan lembaga-lembaga non-formal keagdaiaaga yang ada
di Timur Tengah, India, Yaman, Pakistan atau dn.lfdBondok pesantren
yang mu'adalah dengan pendidikan luar negeri tersebut hingga isaat
belum terdata dengan baik karena pada umumnya medeigsung
berhubungan dengan lembaga-lembaga pendidikambgeri tanpa ada
koordinasi, baik dengan Departemen Agama RI maupepaiemen
Pendidikan Nasional. Kedua, pondok pesantre’adalah yang
disetarakan dengan Madrasah Aliyah dalam pengel@lapag Rl dan yang
disetarakan dengan SMA dalam pengelolaan Diknasdu#®ya
mendapatkan SK dari Dirjen terkt.

28 Zamaksary DhofiefTradisi Pesantren

2 M. Ishom YusgiPedoman Penyelenggaraan Pesantrenddalah (Jakarta: Dirjen
Pendidikan Islam, Direktorat PD Pontren, 2009), S&cara etimologis katau'adalah
berasal dari bahasa Aratadala-yu'adili- muadalatan yang berarti kesetaraan atau
kesetaraan. Sedangkan secara terminologi, pengentigzdalah adalah: “suatu proses
penyetaraan antara institusi pendidikan baik pekaliddi pondok pesantren maupun di luar
pesantren, dengan menggunakan kriteria baku dditdeugang telah ditetapkan secara adil
dan terbuka”.

%0 Subhan AriefLembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad KegZdkarta: Kencana,
2012), 131.

%1 http://jabar.kemenag.go.id/file/dokumen/PedomasaRtren Muidalah.doc.

32 M. Ishom Yusgi,Pedoman Penyelenggaran Pesantren ddalah (Jakarta: Direjen
Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2011), 68-71



Pemerintah menerbitkan payung hukum terhadap pgmesdntren yang
lulusannya disetarakan dengan Madrasah Aliyah Hatse Dirjen
Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan kebijakanatentenerbitkan
Surat Edaran Nomor: Dj.IlI/PPO1.1/AZ/9/02 tanggal R6pember 2002
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Status tdeseRendidikan
Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah. Kemungstitah pesantren
mu’adalahdi dunia pesantren menunjukkan adanya dinamilkenikehgaan
pesantren. Pemberian status pesammendalaholeh pemerintah memiliki
arti pengakuan dari pemerintah terhadap keberagaadok pesantren
secara umum. Bentuk pengakuan pemerintah terseblahachemberikan
dorongan dari berbagai segi, seperti pemberiamatasi dan pengelolaan
bahkan pengakuan akan eksistensi ijazah yang dik&ln pondok
pesantren tersebut. Akan tetapi, dalam implementasi pemerintah
menetapkan persyaratan standar yang tidak mugehuhi bagi pondok
pesantren. Di antara persyaratannya adalah, agaryeohonan menjadi
pesantrermu’adalah jumlah santri minimal 300, dikelolal oleh yayasan
memiliki sistem penjejangan kelas, standar isi ®amemasukkan
kurikulum muatan umum dalam pembelajarantiyaersyaratan ini,
mengingatkan pola kebijakan modernisasi pendidikatam oleh
pemerintah orde baru dimana sebagian pesantrenspozisnya secara
akomodatif dan sebagian pesantren yang lain memes@zrara resisten.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama, sampaiisiaaida 35
madrasah dan pondok pesantren Indonesia yang rdisata dengan
lembaga pendidikan SMP dan SMA dalam negeri Indan&elama ini
pesantren dan madrasah tersebut menolak moderpisadidikan yang
dilakukan oleh pemerintah, baik pada masa pemériBelanda maupun
sampai tumbangnya rezim Orde Baru. Pesantren iniilthdverada di luar
sistem pendidikan nasional dan bertahan sebagjensipendidikan yang
tidak diakui negara. Namun saat ini, beberapa pesamenerima status
pesantrermu’adalah dari pemerintah bahkan sebagian mengajukan untuk
diberikan status pesantrenu’adalah

Beberapa hal yang dijadikan pertimbangan pesantretamd
mengakomodasi kebijakarmu’'adalah adalah pemerintah reformasi
semakin akomodatif terhadap sistem pendidikan kkagamaan pesantren
dan pada sisi lain adanya kebutuhan legalitas agbaik bagi santri yang

* bid.



ingin melanjutkan pendidikan tinggi maupun untukngembangkan karir
santri atau berpartisipasi di lembaga formal, baikasta maupun
pemerintal?t

Di antara pesantren yang memperoleh statwsidalahadalah Pesantren
Sidogiri, Pasuruan, Pesantren Hidayatul Mubtadirdyo, Pesantren Al-
Anwar, Sarang, Rembang, dan Pesantren Al-Falaho Pkaliri. Pada sisi
lain pesantren yang telah memperoleh statugdalah ini ternyata juga
mengembangkan pendidikan formal sesuai dengan astgueimerintah
seperti yang dilakukan oleh Pesantren Al-Anwar,aBgf Rembang,
Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Lirboyo, Kediri, dasrama Perguruan
Islam (API), Tegalrejo, Magelang walaupun dengamagemen terpisah
dengan pesantremuzdalah. Pesantren yang menerima stataszdalah
pada dasarnya pesantren yang memfokuskan padalgmadaagama dan
berkategori pesantren besar dan kuno dan memdikigan yang kuat.
Pesantren ini pada umumnya sebagai pesantren yeab tua yang berdiri
semenjak Indonesia belum merdeka dan telah berpseata dalam
melahirkan kemerdekaan Indonesia dari kolonialiBarat.

Sedangkan pesantren independen yang lain mendik fpeduli atau
menolak terhadap kebijakanuidalah Jumlah pesantren yang menolak
mengikuti kebijakarmuzdalah lebih banyak dibandingkan pesantren yang
menerima kebijakamuidalah Hanya saja kondisinya beragam, ada yang
berakategori pesantren sedang dan ada pula yakgtégori pesantren
kecil.

Penelitian ini mengambil fokus pada Perguruan IsMathaliul Falah
sebagai representasi pesantren yang menerima kabijauzdalah dan
Pesantren Daruttauhid sebagai representasi pesagairg menolak
kebijakanmuzdalah. Perguruan Islam Mathaliul Falah, Pati adalah sebua
pesantren yang menggunakan sistem madrasah sehisgg@m
pendidikanya diatur secara klasikal. Jumlah sayamg belajar pada
pesantren ini berkisar 3000an santri. Perguruamidfiathaliul Falah sejak
lama menentukan regulasi pendidikan sendiri sendeppenden. Kalender
akademik masih mempertahankan tradisi, yaitu markalander akademik
sejak bulan syawal dan berakhir pada bulan sydtan.jumat dan bulan
Ramadhan adalah hari libur. Dalam konteks relasigaennegara,
Perguruan Islam Mathaliul Falah mempertahankarpiedéensinya dengan

34 Wawancara dengan Kiai Rozin di kampus STAIMAFAggal 25 Januari 2015.
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tidak bersedia mengikuti akreditasi dari kementregama dan tidak
mengikuti ujian kesetaraan atau ujian nasionallupgnyetaraan tamatan.
Perguruan Islam Mathaliul Falah sangat ketat m@karaindependensinya
dengan memberikan ancaman pemecatan bagi muridingang secara
sembunyi mengikuti ujian negara. Kebijakan untdaki mengikuti ujian
negara merupakan strategi Perguruan Islam Mathdtalah untuk
mempertahankan nil#alabul ilmiyang dilandasi keikhlasan. Di samping
itu, kesediaan mengikuti ujian negara juga mengagduwti membuka pintu
bagi pemerintah untuk melakukan intervensi. Hal karena Perguruan
Mathaliul Falah berjalan sebagai madrasah pesayaremnindependen yang
bertahan dengaself-financingdanself supporting?®

Pesantren Daruttauhid adalah pesanyamy menolak mengikuti jejak
pesantren besar untuk menerima atau mengajukans statizdalah.
Pesantren ini memiliki jumlah santri sekitar 1568r{bu lima ratus) orang.
Jumlah santri ini sangat memenuhi syarat awal umekgajukan status
pesantrenmuzdalah. Sistem pembelajaran Pesantren Daruttauhid telah
menggunakan sistem madrasah walaupun sangat sededaa sistem
sorogan Pesantren Daruttauhid sejak lama menentukanagiquendidikan
sendiri secara independen. Kurikulum pembelajarmanmasih murni
kurikulum pesantren salaf. Demikian juga dengaremk@ér akademiknya
juga masih mempertahankan tradisi, yaitu memuldenkier akademik
sejak Bulan Syawal dan berakhir bulan Syaban. Lgambelajaran pada
hari jumat dan Bulan Ramadha®esantren Daruttuhid fokus pada
penyiapan kader-kader ulama yang berdakwah padgana&at pedesaaan
yang semakin hari semakin ditinggalkan oleh pesantrPesantren
Daruttauhid sampai sekarang juga tidak mengeluaj&aah untuk bekerja
atau melanjutkan studi ke perguruan tinggi dalangerie Untuk
pengembangan pengetahuan para santri diarahkak omlanjutkan ke
luar negeri, baikribat Sayyid Muhammad Al-Maliki maupumibat di
Yaman. Karena itu, Pesantren Daruttauhid merupgiesantren yang
independen yang bertahan dengali-financingdanself supporting®

Fenomena pesantrenuwzdalah menarik untuk diteliti karena terdapat
perbedaan respons dan adaptasi pesantren terheataakanmuzdalah.

% Imam Azizi dkk.,Madrasah Para Kiai Refleksi untuk Satu Abad Pergnrislam
Mathaliul Falah(Yogyakarta: Keluarga Mathaliul Falah 2012).
% Wawancara dengan Kiai Toifur di rumahnya tangdal2nuari 2015.
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Sebagian pesantren kukuh dengan tradisinya untukiatemi ilmu agama
dan mereproduksi ulama. Mereka independen dengstensinegara.
Sementara sebagian pesantren yang lain mengakoinmmet&embangan
baru dan melakukan beberapa perubahan. Dari sis@mdidikan yang
independen menuju sistem pendidikan yang diakuargedDari semata-
mata mereproduksi ulama menuju reproproduksi iktetd. Perbedaan
respons dan adaptasi pesantren terhadap kebijakadalah terakait
dengan konstruksi sosial pesantren.

B. Rumusan Per masalahan
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah digpaenelitian ini

memiliki dua rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana terjadi perbedaan pandangan (responsddptesi) antara
Pesantren Daruttauhid dan Perguruan Islam Islamhdflat Falah
tentang kebijakamuzdalah?

2. Mengapa terjadi perbedaan pandangan (respon dgrtaafjaantara
Pesantren Daruttauhid dan Perguruan Islam Math&klhh tentang
kebijakanmuzdalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Memperoleh gambaran secara mendalam tentang phogata
kesadaran, sikap, dan tindakan aktor Pesantren ttBanid dan
Perguruan Islam Mathaliul Falah tentang kebijakandalah

2. Memperoleh gambaran secara mendalam tentang sebab-&rjadinya
perbedaan pandangan (respons dan adaptasi) Pedaattgtauhid dan
Perguruan Islam Mathaliul Falah terntang kebijakandalah

Sementara secara teoretis, manfaat yang diharagdg@npenelitian ini

adalah:

1. Dapat memberikan perbendaharaan pengetahuan yangrédeensif
tentang realitas sosial yang tersirat dalam hubungsial,
dikomunikasikan dalam bentuk simbol dan bahasaukdidg oleh
organisasi sosial, serta dilembagakan melalui k@ powel dan
pengetahuarkfowledgg,

2. Dapat bermanfaat sebagai pijakan untuk mengembang&aelitian-
penelitian yang sejenis dan memberikan kontribusrhadap
perkembangan pesantren.
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Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkamanfaat sebagai:

1. Acuan bagi PD Pontren dalam menerbitkan kebijalefagesantren.

2. Acuan pesantren dalam meningkatkan kualitas kelgadra pesantren
dan mutu pembelajaran tanpa kehilangan identitasglyagai pesantren.

3. Acuan pesantren dalam merespon perkembangan-peakeganb baik di
internal maupun eksternal pesantren.

4. Acuan pesantren untuk melayani pendidikan yang neeiidn alternatif
padastakeholdepesantren.

D. Kajian Terdahulu

Kajian-kajian tentang pesantren sudah banyak dimkuwalam dunia
akademik. Berdasarkan penelusuran terhadap peneltang relevan,
belum ditemukan penelitian tentang konstruksi $gsésantren tentang
kebijakanmuzdalah Beberapa penelitian terdahulu yang cukup relevan
dengan tema penelitian ini dapat dikelompokkan adingdua bagian.
Pertama, penelitian yang membahas tentang temantpssadan
modernisasi. Kedua, penelitian yang membahas tgnp@santren dan
kebijakanmuzdalah

Temuan teoretis tentang pesantren dan moderniseli penelitian
sebelumnya di antaranya oleh Karel Steenbrink depgdul “Pendidikan
Islam dalam Kurun Waktu Modern”. Penelitian ini kesimpulan bahwa
pendidikan pesantren mengalami perubahan secakatiedan unlinier.
Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa bila dibag#ian dengan
pendidikan yang lebih teratur, maka pendidikan pesa salaf akan
ditinggalkan oleh masyarakatny/aKarel A. Steenbrink menyatakan bahwa
pesantren merespon atas kemunculan dan ekspatesin spendidikan
modern Islam dengan bentuk menolak sambil mengikkitmunitas
pesantren menolak paham dan asumsi-asumsi keag&aamnreformis,
tetapi pada saat yang sama mereka juga mengikak jangkah kaum
reformis dalam batas-batas tertentu yang sekirarg/apu tetap bertahan.
Oleh karena itu, pesantren melakukan sejumlah adlasiyang dianggap
tidak hanya akan mendukung kontinuitas pesante¢apitjuga bermanfaat
bagi santri.

Kajian Steenbrink menjadi jendela bagi kajian pé&ssn dan
modernisasi baik untuk mendukung maupun yang mkmetauan tersebut.

37 Karel A SteenbrinkPesantren Madrasa Sekola?D-23.
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Di antara yang mendukung memberikan asumsi bahwadigikan
pesantren salaf akan mengalami transformasi memjadrasah jika ingin
eksis. Kajian yang mendukung atas kajin Steenbrnmkalnya dilakukan
olehMastuhu dan Umar, yang mengatakan bahwa agar pesanenjadi
bagian sistem pendidikan nasional seharusnya dikesgperti madrasah.
Sementara yang menolak diwakili oleh Inam Sulaindam Ali. Inam
melalui kaca mata fenomenologis mengatakan bahsanpen salaf lebih
eksis karena mengemban nilai-nila@hlus sunah. Sedangkan Ali
mengatakan bahwa pesantren salafvive karena lembaga pendidikan
tradisional MHM masih sesuai dengan sosio-kultuledmunitas
lingkungannya, yaitu masyarakat dengan falahios sunah wal jamaabh.

Mastuhu dalam bukunya yang berjuddinamika Sistem Pendidikan
Pesantrermamaparkan unsur-unsur dan mengungkap nilailotair yang
terkandung dalam sistem pendidikan pesantren. Adanilai yang perlu
dikembangkan, dipertahankan, diubah, dan disempamgang terdapat
dalam sistem pendidikan pesantren. Berkaitan desgd®m pendidikan
nasional, Mastuhu berpendapat agar pesantren nielpgagian sistem
pendidikan nasional seharusnya dibentuk sepertiasatf®

Sedangkan Geertz yang didukung oleh Bull dan Abdutianyebutkan
pesantren akan eksis sepanjang ia mendirikan neddgasig memuaskan
secara religius bagi penduduk desa dan sekolahbenfigngsi membantu
pertumbuhan Indonesia baru. Penelitian ini bertuppeangembangkan teori
modernisasi pesantren.

Selanjutnya penelitian Umdmenyimpulkan bahwa pondok pesantren
Darul Ulum Jombang dalam perkembangannya mengdtanpatan dan
tranformasi pendidikan yang luar biasa, yaitu dsistem pendidikan
tradisional menjadi sistem pendidikan modern denmgangelola beberapa
jenis pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarailatern. Hal ini
menunjukkan adanya dinamika pesantren yang berhesilyandingkan
tradisi yang selama ini dianggap dikotomis antaedntuan sains dan
tekhnologi informasi serta kajian agama tradisisnadlatsir fokus pada
model ideal pesantren berdasarkan elemen-elemeak pasantren (kitab,
kiai, santri, masjid, dan pondok). Sedangkan Aliwan dengan judul

% MastuhuDinamika Sistem Pendidikan Pesant(@akarta: INIS, 1994), 170-173.
3% Umar, Modernisasi Pendidikan Islam Pesantretudi kasusus tentang Dinamika
Pesantren Darul Ulum JombanBisertasi, 2009.



14

“Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediengungkapkan
bahwa pesantren salaf daatrvive ketika berhadapan dengan lembaga
yang lebih modern dikarenakan lembaga pendidiletigionl MHM masih
sesui dengan sosio-kultural komunitas lingkunganmygatu masyarakat
dengan fahanahlus sunah wal jamaalh.embaga pendidikan tradisional
tersebut telah berhasil mengantar santrinya meagkéab kuning yang
dianggap sebagai ilmunya ulama salaf yang diperckgbenarannya.
Tradisi dan norma yang dikembangkan lembaga tersabmungkinkan
lestarinya kharisma ki&P.

Sementara Khoirul Wahidin dengan judul “Pembahari®ndok
Pesantren Masa Orde Baru: Studi Komprehensif Phambarientasi
Pendidikan dan Implikasinya antara Pesantren Boleogah Pesantren
Buntet di Kabupaten Cirebon”, menjelaskan bagaimaiaa & kedua
pesantren tersebut tetap eKSisStudi ini menemukan bahwa lembaga
pendidikan tradisional Islam mampu bertahan di aéngnodernisisi yang
dilakukan oleh lembaga tersebut. Inam Sulaiman,almelkaca mata
fenomenologis melakukan penelitian dengan juduls&Bepan Pesantren
Eksistensi Pesantren di tengah Gelombang Moderhisasmenemukan
bahwa tindakan wali santri memondokkan anak-analekaebukan suatu
kebetulan, melainkan berangkat dari kesadaran dingikggi. Relasi
dialektis antara wali santri sebagéakeholdedan pihak pesantren sebagai
pihak penyedia pendidikan yang dibangun secara apdonentukan
eksistensi pesantren pada masa mendatang. TindeMasantri sebagai
stakeholdepesantren berperan penting dalam dunia pesaReemhaman
dan pengertian wali santri yang sangat beragam reekaln gambaran
eksistensi pesantren baik sebagai pengertg@mic values, sosial control
maupunsocial engineering?

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai pensti@ampun kajian
lain, belum ada satu pun yang menjelaskan temanfresabaik yang
menerima maupun yang menolak modernisasi pendidikaialui

40 Ali Anwar, Pembaharuan PendidikaB3

4 Khoirul Waidin, “Pembaruan Pendidikan Masa ORB#eu : Studi Komprehensif
Menegenai Perubahan Orientasi Pendidikan dafikasinya antara Pesantren Bobos
dengan Pesantren Buntet di Kabupaten Cireliskrtasi (Jakarta: Program Pasasajana
IAIN Syarif Hidayatullah, 2001).

42 Inam SulaimanMasa Depan Pesantren Eksistensi Pesantren di te@mbmbang
Modernisasi(Malang: Madani, 2010).
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kebijakanmuzdalah Kajian tentang pesantren damrdalah dilakukan
oleh Marwan Salahuddin dengan judul “Kebijakan ResaMuadalahdan
Realisasinya di Perguruan Islam di Pondok Pesaiemas”. Penelitian
ini menghasilkan temuan bahwa: 1) pemerintah mubd@ngangkat
pendidikan pesantren dalam bentuk pengakuan kaaetdulusan dengan
Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Atas, 2)seesil pengelolaan
pendidikan di Madrasah Aliyah Sal&ondok Pesantren Termas sudah
sesuai dengan kriteria kebijakanuidalah 3) ada perbedaan persepsi
tentang kebijakarmuwzdalah antara Pondok Pesantren Termas dengan
pemerintah. Menurut pesantren, ijazabazdalah sama dengan ijazah MA
atau SMA. Tetapi, menurut pemerintah pengakuannibedama seperti
lulusan MA/SMA karena belum ada nomenklatur perdidi formal
tentang pesantren dalam peraturan pemerintah. if@meini juga
mengungkap bahwa proses perumusan kebijakadalah lebih dominan
menggunakan teori kelembagaan dan kurang tepak kotitek pesantren
yang memiliki otonomi tinggi. Hasil penelitian balak belakang dengan
penelitian Mastuhu yang mengungkapkan bahwa ped@aidpesantren
untuk menjadi bagian dari sistem pendidikan nasiosas dibentuk seperti
madrasah dengan kurikulum agama 30 % dan kurikulommm 70 %.

Berdasarkan elaborasi hasil penelitian di atas, ktidgala yang
mengungkap konstruksi sosial pesantren tentangjakeli muzdalah.
Karena itu, kajian ini mencoba menekankan konsira&sial pesantren
mengenai modernisasi pendidikan pesantren melahbijdkanmuzdalah
yang merupakan hasil produksi dan reproduksi man#nstuksi sosial
terkait dengan sistem pengetahuan atau refleksi pgangetahuan
berkesetaraan yang melibatkan seperangkat pengetatmanusia di dalam
kaitannya dengan dunia sosio kuluturalnya. Kajiahetumnya menjadi
sumber inspirasi peneliti untuk menentukan fokumefigan pada
konstruksi sosial pesantren tentang kebijakaidalah Dengan demikian,
penelitian ini berupaya memahami varian khususraecendalam, yaitu
fenomena konstruksi pesantremtang kebijakamuzdalah

Beberapa hal yang akan dijelaskan dari penelitisalahd bagaimana
konstruksi pesantretentang kebijakamuzdalah dan mengapa sebagian
pesantren menerima dan sebagian pesantren mewrotaldap kebijakan
muzdalah Melalui penelitain ini akan dijelaskan bagaim&dnstruksi
sosial pesantren tentang kebijakanidalah Setelah itu akan dicari akar
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filosofis dan sosial yang mempengaruhi konstrukssiad pesantren.
Kemudian, akan ditelusuri juga beberapa faktor pankionstruksi sosial
sehingga terlihat gambaran yang jelas relasi yargyvamai antara
pesantren dan modernisasi. Selain itu, bagaimarsggen memerankan
diri di lingkungan pesantren dan apa saja kepeatinara aktor di tengah-
tengah fenomena sosial yang dihadapi juga akan agierpagian

pembahasan dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teori konstrgksial. Kajian
konstruksi sosial merupakan ranah kajian sosigbegigetahuan. Sebuah
cabang sosiologi yang mempelajari hubungan timalgt Bntara pemikiran
dan masyarakat. Sosiologi pengetahuan berupay& amémghubungkan
ide-ide dengan realitas masyarakat dan mengk#jnghistoris tempat ide
itu diproduksi dan diterim&.

Istilah konstruksi sosial atas realitasog¢ial construction of reali}y
didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindadan interaksi individu
menciptakan secara terus menerus suatu realitgsdyamliki dan dialami
bersama secara subyektif. Tindakan dan interaksi/aien tidak terbentuk
dengan sendiri begitu saja. Tindakan dan interak&r/agen diciptakan
secara terus menerus dalam kehidupannya sejakdeaecilerbentuk suatu
konstruksi sosial tentang dirinya. Giambatisstaoygeorang epistemolog
dari Italia dan cikal bakal konstruktivisme berpapat bahwa hanya Tuhan
sajalah yang dapat mengerti alam raya ini karemya®ia yang tahu
bagaimana membuatnya dan dari apa la membuatnyeerfs&ra itu, orang
hanya dapat mengetahui sesuatu yang telah diksitadaya®*

Konstruksi sosial adalah sebuah pernyatan keyakiglaim) dan juga
sebuah sudut pandangp(nt of viewy bahwa kandungan dari kesadaran dan
cara berhubungan dengan orang lain diajarkan olelsyanakat dan
kebudayaad® Dalam konstruksi sosial, individu membangun sendir
pengetahuan atas realitas yang dilihat berdasastkaiktur pengetahuan

4 Muhyar FananiMetode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahsabagai Cara
Pandang(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 3.

44 SuparnoFilsafat Konstruktivisme dalam Pendidikéviogyakarta: Kanisius, 1997),
4.

4 Charles R. NugiKonstruksi Sosial Dalam Realitas Sosi&lSE-volume7 Nomor 2,
Mei 201, 11.
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yang telah ada sebelumnya. Oleh sebab itu, reaégmons dan adaptasi
pesantren tentang kebijakanuzdalah tidak terbentuk dengan sendirinya.
Akan tetapi, realitas terbentuk karena adanya kokistsosial.

Teori konstruksi sosial merupakan kelanjutan dandekatan dan teori
fenomenologi yang lahir sebagai teori tandingahaeap teori-teori yang
berada di dalam paradigma fakta sosial, terutamg géagagas oleh Emile
Durkaim. Teori fungsionalisme struktural yang berathlam paradigma
fakta sosial bersifat positivisti. Sebab, teori ini terlalu melebih-lebihkan
peranan struktur di dalam mempengaruhi perilakuusian Pendekatan
positivistik selalu mengandalkan fakta sosial yasitgyektif, sehingga
metodologi ini cenderung melihat fenomena hanya klditnya saja dan
tidak mampu memahami makna dibalik gejala yang sm@edangkan
fenomenologi berangkat dari pola pikir subyektifngatidak hanya
mengandung realitas yang tampak, tetapi berupayaggad makna
subyektif yang ada di balik fenomena tersebut.

Membabhas teori konstruksi sosigb€ial constructiop tentu tidak dapat
dilepaskan dari bangunan teoretik yang telah dikerkan oleh Peter L
Berger dan Thomas Luckmann. Peter L. Berger merupsésiolog dari
New School for Social Resera®tew York. Sementara Thomas Luckmann
adalah sosiolog darUniversity of Frankfurt Teori konstruksi sosial
sejatinya dirumuskan kedua akademisi ini sebagduskajian teoretis dan
sistematis mengenai sosiologi pengetahuan.

Sebagai catatan akademik, pemikiran Berger dan rhaok terlihat
cukup utuh di dalam buku mereka yang berjuichg Social Construction of
Reality: A Treatisen the Sociology of Knowledd® Publikasi buku ini
mendapat sambutan luar biasa dari berbagai pihakusnya para ilmuwan
sosial karena saat itu pemikiran keilmuan termésuk-ilmu sosial banyak

4 Lihat Tom Campbell, Tujuh Teori , sketsa, Penilaian dan Perbandingan
(Yogyakarta: Kanisius, 1994),233.

47 Lihat Peter L Berger & Richard J. Neuhau®s, Empower People, The Role of
Mediating Structure in Public PolicgWashington: American Interprice Institute of
Public Policy Research, 1977).

48 proses penyusunan buku oleh kedua sosiolog itarigmung kurang lebih 4 tahun
dalam rentang waktu 1962-1966. Bukunya pertamat&sit tahun 1966. Lihat Peter L
Berger and Thomas Luckmanfihe Social construction of Reality A Treatise ir th
Sociology of Knowledg&elah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasaterkrke dalam
Bahasa Indonesia. Lihat Peter L Berger dan Thomaskrhann, Tafsir Sosial atas
Kenyataan(Jakarta: LP3S, 1990).
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didominasi oleh kajian positivistik. Berger dan Logknn meyakini secara
substantif bahwa realitas merupakan hasil ciptaanusia kreatif melalui
kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sossgkklilingnya, feality is
socially constructed

Dalam usaha memahami konstruksi sosial, bagi BefgerLuckmann
diperlukan beberapa langkah berikut: pertama, nfemsi&an realitas
sosial dan pengetahuan tentang realitas sosiabigrs Realitas sosial
adalah apa yang tersirat dalam pergaulan sosi@ gamgkapkan secara
sosial melalui komunikasi lewat bahasa dan mencpt&erja sama dalam
bentuk organisasi sosial atau dengan cara-cara Realitas sosial ini
ditemukan dalam pengalaman inter subyektif. Sedamgbengetahuan
tentang realitas sosial terkait dengan penghayataidupan bermasyarakat
dengan segala aspeknya yang mencakup kognisi,i,afedtkomotoris,
emosi, dan intuisl? Dalam konteks ini, Berger menyarankan akan
pentingnya pemikiran yang tidak memisahkan antardéaiu sosial (dunia
sosial objektif) dari inti kepribadian manusia, tyaikesadaran dan
kebebasannya (dunia subjektif). Keduameneliti sesuatu yang
intersubjektif, Berger menggunakan paradigma Durkhetentang
objektivitas dan paradigma Weber tentang subjeksviJika Durkheim
melihat keterpisahan antara subjektifitas dan dififls dengan
menempatkan subyektifitas di atas objektifitas, an&eber melakukan
langkah sebaliknya, menempatkan objektivitas di atdojektifitas. Dengan
kata lain, individu di atas masyarakat (Weber) damsyarakat di atas
individu (Durkheim).

Berger dan Luckmann memperingatkan para sosiologastemengutip
seruan lbnu Al-Arabi, mistikus Islam, dalam sebsghirnya mengatakan
bahwa “Selamatkan kami ya Allah, dari lautan namm&l” Karena itu,
Kami telah memutuskan untuk meniadakan semua namardumen kami
yang di sini”®® Nama-nama atau istilah-istilah cenderung menyasatk
tanpa proteksi Tuhan. Yang penting adalah reaitas wujud yang konkrit,
bukan nama atau konsep yang abstrak. Lalu bagainmaaausia
mengkonstruksi atau menggambarkan realitas? Tenggrdua hal, yaitu
fakta empirik objektif dan konsep simbolik subjékti

9 |bid
%0 Ibid.



19

Berger dan Luckmann mengatakan institusi masyarsaipta dan
dipertahankan atau diubah melalui tindakan danrak&® manusia.
Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlingata secara obyektif,
namun pada kenyataannya semuanya dibangun dalamsidstibjektif
melalui proses interaksi. Objektivitas baru dapgati melalui penegasan
berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yangmiliki definisi
subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yatfigg tinggi, manusia
menciptakan dunia dalam makna simbolis yang uraeyaitu pandangan
hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasimhengatur bentuk-
bentuk sosial serta memberi makna pada berbagadpikehidupannya.

Proses konstruksinya, jika dilihat dari perspeltébri Berger dan
Luckmann berlangsung melalui interaksi sosial yarmgektis dari tiga
bentuk realitas yang menjadintry concept yakni subjective reality
symbolic reality,danobjective reality Selain itu juga berlangsung dalam
suatu proses dengan tiga momen simultan yaitu, eelaisasi,
objektivikasi, dan internalisa3i. Melalui sentuhan Hegel yakni tesis-
antitesis-sintesis, Berger dan Luckmann menemukansem untuk
menghubungkan antara yang subjektif dan objektiflalaie konsep
dialektika yang dikenal dengan eksternalisasi-dbjaki-internalisast?

Jika teori-teori sosial tidak menganggap pentingauattidak
memperhatikan hubungan timbal baliktérplay) atau dialektika antara

51 Objective realitymerupakan suatu kompleksitas definisi realitasm@suk ideologi
dan keyakinan) dan rutinitas tindakan yang telapanaterpola, yang semuanya dihayati
oleh individu secara umum sebagai fakta. Semerggnablolic reality adalah semua
ekspresi simbolik dari apa yang dihayati sebadpéctive reality misalnya teks produk
industri media, berita di media cetak atau elekksodan realita yang ada di film-film.
Sedangkarsubjective realityyaitu konstruksi definisi realitas yang dimilikidividu dan
dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realgabjektif yang dimiliki masing-masing
individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalproses eksternalisasi atau proses
interaksi sosial dengan individu lain dalam sebwsfuktur sosial. Melalui proses
eksternalisasi itulah individu secara kolektif b@gmsi melakukan objektivikasi dan
memunculkan sebuah konstrukdijective realityyang baru. Dedy N Hidayatonstruksi
Sosial Industri PenyiararKerangka Teori Mengamati Pertarungan di Sektor Reaay.
Makalah dalam diskusi “UU Penyiaran, KPI dan KelselmaPers”, Salemba 8 Maret 2003.

S2Eksternalisasiialah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultseblagai produk
manusia. Society is a human productObjektivasiialah interaksi sosial dalam dunia
intersubjektif yang dilembagakan atau mengalantitirsonalisasi:Society is an objective
reality” . Internalisasiialah individu mengidentifikasi diri di tengah leaga-lembaga sosial
atau organisasi sosial di mana individu tersebutjat® anggotanya.Man is a sosial
product Basrowi & Sukidin,Metode Penelitian Kualitatif Perspektif MikrgGurabaya:
Insan Cendekia, 2002), 206.



20

ketiga momen ini menyebabkan adanya kemandegaetigedDialektika

berjalan simultan, artinya ada proses menarik keli@gksternalisasi),
sehingga seakan-akan hal itu berada di luar (aBjeldn kemudian ada
proses penarikan kembali ke dalam (internalis&sijnudian, sesuatu yang
berada di luar tersebut seakan-akan berada dalamatdu kenyataan
subjektif.

Konstrusi sosialnya mengandung dimensi objektif dahjektif. Ada
dua hal yang menonjol melihat realitas moderniggesantren dalam
dimensi objektif, yakni pelembagaan dan legitim&lau pelembagaan
dan legitimasi merupakan dimensi objektif dari iteaal maka internalisasi
merupakan dimensi subyektifitasnya. Analisis Bemgenyatakan bahwa
individu dilahirkan dengan suatu pra disposisi kehasosialitas dan ia
menjadi anggota masyarakat. Titik awal dari prasesdalah internalisasi,
yaitu suatu pemahaman atau penafsiran yang langdarigperistiwa
objektif sebagai suatu pengungkapan makna. Kesaddira individu
selama internalisasi menandai berlangsungnya psosésisast?

Tahap objektivasi produk sosial terjadi dalam duimtersubjektif
masyarakat yang dilembagakan. Pada tahap ini s@nadbk sosial berada
pada proses institusionalisasi. Sedangkan individieh Berger dan
Luckmann memanifestasikan diri dalam produk-prokegiatan manusia
yang tersedia, baik bagi produsen-produsennya nmabpgi orang lain
sebagai unsur dari dunia bersama. Objektivasi eniahan lama sampai
melampaui batas tatap muka yang dapat mereka paeaaria langsung.

Dengan demikian individu melakukan objektivitashttap produk
sosial, baik penciptanya maupun individu lain. Kishdni berlangsung
tanpa mereka harus saling bertemu. Artinya, ohjaktiitu dapat terjadi
tanpa melalui penyebaran opini sebuah produk spara berkembang di
masyarakat melalui diskursus opini masyarakat tgnpaoduk sosial tanpa
harus terjadi tatap muka antara individu dan peagpoduk sosial itu.

Hal terpenting dalam objektivasi adalah pembuaignifékansi, yakni
pembuatan tanda-tanda oleh manusia. Berger dan larcknengatakan
bahwa sebuah tandaign) dapat dibedakan dari objektivasi-objektivasi
lainnya karena tujuannnya yang ekplisit untuk dajan sebagai isyarat
atau indek bagi pemaknaan subjektif. Dengan demiloajektivasi juga

%3 Lihat Margaret M Polomza&osiologi KontemporeJakarta: Rajawali,1994), 397.
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dapat digunakan sebagai tanda, meskipun semulkediidiaat untuk maksud
itu.>*

Sebuah wilayah penandaan (signifikasi) menjembatdayah-wilayah
kenyataan dan dapat didefinisikan sebagai sebuabotidan modus
linguistik dengan apa trensedensi seperti itu dicapelain itu, dapat juga
dinamakan bahasa simbol. Kemudian pada tingkatdismbe, signifikasi
linguistic terlepas secara maksimal dari dalamdgben sehari-hari. Oleh
karena itu, bahasa memegang peranan penting ddlgktivasi terhadap
tanda-tanda dan bahkan tidak saja dapat memasukyahide facto
melainkan jugaa priory yang berdasarkan kenyataan lain tidak dapat
dimasuki dalam pengalaman sehari-hari, bagaikaradiedn kawanan
raksasa dari dunia lain. Agama, filsafat, kesenim ilmu pengetahuan,
secara historis merupakan sistem-sistem simbohgpaenting semacam
ini.®®

Bahasa merupakan alat simbolis untuk melakukanfiigsi yang mana
logika ditambahkan secara mendasar ke dunia sysie) diobjektivasi.
Bangunan legitimasi disusun di atas bahasa dan roeaggn bahasa
sebagai instrumen utama. Logika, yang dengan taraiberikan kepada
tatanan kelembagaan,merupakan bagian dari cadapgagetahuan
masyarakat gosial stock of knowledpedan diterima sebagai sudah
sewajarnya&®

Bahasa oleh Berger dan Luckmann menjadi tempat ipg@yian
kumpulan besar endapan-endapan kolektif yang bigaraleh secara
monotetik. Artinya, sebagai keseluruhan yang kdhetan tanpa
merekonstruksikan lagi proses pembentukannya seBalasa digunakan
untuk memberi signifikasi pada makna-makna yangaltamni sebagai
pengetahuan yang relevan dengan masyarakatnya.etBhogn itu
dianggap relevan bagi semua orang dan sebagiamdaga relevan bagi
tipe-tipe orang tertentu saja.

Dalam kehidupan sehari-hari pengetahuan seseorangntun tindakan
yang spesifik menjadi tipikasi dari beberapa anggoasyarakat. Tipikasi
itu kemudian menjadi dasar membedakan orang dinrdatasyarakatnya.
Agar bentuk-bentuk tindakan dapat ditipikasi, miag&atuk-bentuk tindakan

54 Berger dan Luckmaniafsir Sosial50.
%5 |bid., 57.
% |pid., 92.
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itu harus memiliki arti yang objektif yang padaimgihnya memerlukan
suatu objektivasi linguistik. Objektivasi linguistyang dimaksud harus ada
kosakata yang mengacu kepada bentuk-bentuk tindakdnpektivasi
linguistik terjadi dalam dua hal, yaitu dimulai dpemberian tanda verbal
yang sederhana sampai pada pemasukannya ke datémi-simbol yang
kompleks. Dalam konteks ini selalu hadir dalam pdgorgan dan pada suatu
saat akan sampai kepada sebuah representasi yahgBelrger dan
Luckmann dikatakan sebagsar exellence.

Penjelasan lain tentang konstruksi sosial disanapadteh Pettenger. la
menjelaskan bahwa dalam konstruksi sosial terddpatelemen penting,
yaitu kekuatandowel) dan pengetahuarkriowledgg Asumsi dasar dan
keyakinan yang melekat pada pendekatan ini adadddomd masyarakat
terdapat kekuatan-kekuatan yang bersifat mateaialideasionalrhaterial
and ideasional forcgsyang memfasilitasi sekaligus memberi energi agen
dan struktur menjadi ajang (mimbar) proses sg&sidbalam social
cunstruction masyarakat dilihat sebagai aktor-aktor yang memilik
pengetahuan dan kemampuan memberi respon (sekafisilan)
perubahan. Ketika berhadapan dengan peristiwal@gapasan dengan
sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya, merekattidduk (larut,
pasrah) begitu saja pada tekanan struktur yanggieipi hidupnya®

Berdasarkan uraian tersebut, Sunyoto Usman menykapubahwa
dalamsocial constructionierdapat tiga indikast® Pertama, unsur material
dan unsur ideasional. Kedua, unsgent/structur dualityKetiga, unsur
perubahan sosial. Bagi te@ocial constructionunsur material dan unsur
ideasional sama-sama pentingnya dalam memahantasesbsial. Hal ini
berbeda dengan teori-teori sosial klasik sebelunmygfag pada tataran
paradigmatik, para pengkaji cenderung membenturkatara kutub
positivisme (paradigma fakta sosial) dalealisme (paradigma definisi
sosial). Dalam perspektif positivisme, perubahaiaaipandang sebagai
fakta sosialfocial fac}. Menurut Ritzer, fakta sosial tidak dapat diresluk
ke dalam fakta individual, melainkan memiliki esepang independen
dalam tatanan sosial. Karena itu, pendekatan pissiti selalu

57 PettengerThe Social construction of Cilmate Change: PoweartpWlaage, Normas,
Discourse(Ashgate, 2007), 6. Lihat juga Sunyoto Usman, “Korisi Sosial”’, Makalah
tidak diterbitkan.

58 |bid.

%9 |bid.
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mengandalkan fakta sosial yang obyektif, sehinggetodologi ini
cenderung melihat fenomena hanya dari kulit luasaja dan tidak mampu
memahami makna dibalik gejala yang tampak. Sedamgnienologi
berangkat dari pola pikir subjektivisme yang tidelnya memandang dari
realitas yang tampak, tetapi berupaya menggali mmakibyektif yang ada
di balik fenomena tersebtftMenurut Weber, individu di atas masyarakat.
Sedangkan menurut Durkheim, masyarakat di atavithdi Paradigma
idealis atau definisi sosial mamandang manusia pa&an sebentuk
individu yang hidup dalam dunia makna. Mereka hmipksi,
mereproduksi, dan beradaptasi dengan lingkungan@igh karena itu,
setiap fenomena sosial melibatkan manusia sebadalkwp Gctor) yang
dalam dirinya terdapat resonasi makna yang besar.

Teori konstruksi sosial menolak pembahasan fenomgaag
menekankan ide belaka yang ada pada kategori aanggam yang tidak
kasat mata, tetapi juga menolak pembahasan yaryg Imaenekankan pada
materi belaka (sesuatu yang kasat mata). Oleh &attendalam konstruksi
sosial, faktor yang bersifat material dan ideadididak boleh dilihat
terpisah, karena keduanya saling berkaitan satu asafain
(interdependent®® Berdasarkan uraian di atas, untuk menjelaskan
fenomena konstruksi pesantren terhadap kebijakadalahharus melihat
faktor kulit luarnya dan sekaligus faktor yang lfetsdeasional.

Dalam sebuah sistem pendidikan atau sistem peartgelapat
komponen atau unsur yang dapat dikategorikan urdeasional dan
material. Komponan atau unsur-unsur pendidikarebersbekerja bersama-
sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Mémiima Sanjay?,
beberapa komponen yang terdapat dalam sebuah spadidikan di
antaranya sebagai berikut: tujuan, peserta didékdplik (guru/ustadz-
ustadzah/dosen), metode, kurikulum, fasilitas atdat pendidikan,
lingkungan, dan evaluasi. Sedangkan Zamakhsyarifi€@hmenjelaskan
unsur-unsur sebuah pesantren mencakup 4 unsur pghdl: 1) Kiai
sebagai penanggung jawab, 2) Santri yakni murid yehajar kepada kiai,
3) Pondok, yaitu sistem asrama termasuk di dalammgsijid yang

0 |ihat Tom Compell, Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, dan Perliagah
(Yogyakarta: Kanisius, 1994), 233.

61 Sunyoto Usman, “Konstruksi SosiaMakalah tidak diterbitkan.

62 Wina SanjayaPerencanaan dan Sistem Pembelajatdakarta: Kencana Prenada
Media Grup, 2010), 2.
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disediakan untuk mengakomodasi para santri, d&itak) kuning @l-kutub
al-shofrg,®® yakni kitab-kitab klasik yang ditulis oleh ulaméabaal
pertengahan sebagai basis ilmu yang dipelajarina¢ unsur tersebut
merupakan unsur material yang saling terkait satnasyang lain dalam
sebuah pesantren. Mastuhu membagi unsur-unsurdieadiitu menjadi
dua kelompok, yaitwrganic dananorganic Unsur organik meliputi para
pelaku pendidikan, seperti pimpinan, pengasuh,, lgaru, murid, dan
pengurus. Sedangkan unsanorganic meliputi tujuan, tata nilai,
kurikulum, tenaga kependidikan, tekhnologi pendidiksarana prasarana,
sistem evaluasi dan sebagaififa.

Faktor ideasional dalam pendidikan berarti penalaggemikiran ,
imajinasi, daya ingat, dan pemahaman tentang padidMotif, tujuan,
cita-cita, dan sejenisnya merupakan kumpulan ideaki organisasi
pesantren. Sedangkan unsur material adalah segalagutampak secara
kasat mata. Dalam kontek penelitian ini, unsuragi@nal pendidikan
meliputi pemikiran, tujuan, dan visi pendidikan.nikeiran pendidikan
dalam rumusan ini merupakan pandangan filosofig yaendasari struktur
ide dan makna pendidikan. Sedangkan struktur idedig&kan adalah
pandangan tentang manusia dan dunianya sebagaeuatrial dalam proses
pendidikan. Kneller dalam Khirzin Nahdi mengungkapk bahwa
pemikiran pendidikan adalah sebuah pandangan diamasistem nilaig
world view and sistem of valye®andangan dunia dan sistem nilai dalam
hal ini dipahami sebagai relasi antara subjek hkain (peserta didik) dan
dunia, dimana subjek didik hidup dan berkembangyderbantuan dunia
eksternal, yakni pendidikéi. Dengan demikian, pemikiran pendidikan
merupakan pandangan tentang apa dan bagaimanaianésuigek didik)
dunianya dibantu dalam proses relasi keduanya ws#mipai pada tujuan-
tujuan pendidikan.

Tujuan pendidikan merupakan masalah sentral dalaraksis
pendidikan. Karena itulah, tujuan pendidikan tdrklngan norma yang
mengatur realitas manusia dalam dimensi horizalatalvertikal. Persoalan
tujuan merupakan persoalan tentang visi dan misitusuembaga

63 Zamaksyari DhofirTradisi Pesantrenl8.

64 Mastuhu Dinamika Sistem Pendidikan Pesant(@akarta: INIS, 2011), 79.

8 Khirzin Nahdi,Dinamika Pesantren Nahdlatul Wathan, Refleksi 8d&bpiritual
dan Sosio Kultural(Disertasi Universitas Negeri Yogyakarta , 20BD),
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pendidikan. Artinya penyelenggaraan pendidikanrditkan dari visi dan
misi lembaga pendidikafi. Tujuan pendidikan suatu masyarakat selalu
dibangun di atas falsafah masyarakat yang berssmglatau dengan kata
lain tujuan pendidikan Islam dibangun di atas lsadanilai etik normatif
yaitu al-Quran dan al-Hadis yang dikonsultasikamgde realitas atau
masyarakat yang bersangkutan yang melingkupi. Dedganikian tujuan
pendidikan terkait dengan pandangan filosofis yaegnandu pemahaman
tentang realitas manusia melalui instrumen pendidilSedangkan unsur
peserta didik (santri), pendidik (guru/ustad-ustddiiai), metode,
kurikulum (kitab kuning), fasilitas atau alat pediian, lingkungan,
(pondok, masjid), dan evaluasi dikategorikan sebagsur material.
Penjelasan agen dan struktur dalam teori konstegssal sangat penting
untuk memahami sistem sosial. Dalam teori konstridasial, aktor
berperan sebagai agen. Agen berkaitan dengan paddén sistem sosial
yang senantiasa memiliki hubungan dengan strultstitah lain untuk
memahami keberadaan agen dalam sistem sosial adikmin hubungan
mikro-makro. Tourine menjelaskan bahwa mikro mengaada kesadaran
atau aktor kreatif. Sementara makro mengacu padktst sosial dalam
skala luas dan kultur kolektivitas tertentu. Jadiron mengacu pada agen
dan makro mengacu pada strukkliSetiap aktor dalam teori konstruksi
sosial dianggap memiliki identitas atau jati db@ndangan, keinginan, dan
kepentingan. Sementara struktur adalah lingkungasials yang
membingkai kehidupan aktor tersebut. Struktur bl#tanama bagi totalitas
gejala, bukan kode tersembunyi seperti dalam straksme, bukan pula
kerangka keterkaitan bagian-bagian dari suatu itedalseperti dalam
fungsionalisme. Struktur adalah aturamds) dan sumber dayagsourcey
yang tidak terbentuk dari dan membentuk perulangeaktik sosiaf®
Dualitas struktur dan pelaku terletak dalam praemana struktur sosial
merupakan hasib(itcomé dan sekaligus sarana¢diun) praktik sosial.
Dalam struktur terdapat nilai atau norma sosialrtasewvacana
(discoursg. Oleh karena itu, dalam teori konstruksi sosmakcana
(discours¢ adalah aspek penting yang harus diperhatikan ndala

% SanjayaPerencanaan dan Sistem Pembelajar2a

57 Allain Tourine, The Self Production of SocigfyChicago: Chicago University
Press, 1977)

% Sunyoto Usman, Konstruksi Sosiklakalah, tidak diterbitkan
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memberikan penjelasan tentang eksistensi fenomesial sdan proses
sosial®®

Agen dan struktur dalam teori konstruksi sosialadgtang memiliki
keterkaitan. Tujuan mendasar dari pemahaman teritahgngan antara
agen dan struktur adalah menemukan pola dialektikahubungan saling
mempengaruhi satu sama lain antara agen dan stfuRengan demikian
hubungan agen dan struktur tidak dapat dipahammigsedrpisah satu sama
lain, sehinga dapat dilukiskan sebagai hubungarsuanata uang. Untuk
menjelaskan keterkaitan tersebut, aktor dilihaagabagen. Aktor sebagai
agen memiliki kekuatan untuk memilah berbagai macanma dan
tindakan sosial serta kekuatan dan pengetahuaag t@mbuh dan
berkembang dalam strukur. Aktor adalah agen yand ké&tika aktor
mengartikan atau mendefinisikan sebuah fenomenial destentu yang
tumbuh dalam masyarakat. Aktor tidak selalu tunfudsrah) mengikuti
kemauan struktur. Aktor diyakini memiliki kemampuanembangun
sebuah rumusan yang disusun berdasarkan makna-mskiogektif
(subjective meaninysyang dihasilkan relasi-relasi sosialnya. Namun
demikian, arti atau definisi tersebut tidaklah kepari konteks sosial oleh
karena arti definisi tersebut memiliki konteks sbsnaka fenomena sosial
tidak bisa hanya dipahami dengan melihat teksnya. $2embahasan
fenomena sosial harus melihat konteks karena kentaknciptakan
kesadaran aktor dan jalinan komunikasi antar ktor.

Penjelasan hubungan agen dan struktur terlihats jelalam teori
strukturalisasi dari Gidderi$.Ada dua tema sentral yang menjadi poros
pemikiran Giddens, yaitu hubungan antara struldtru¢turg dan pelaku
(agency, serta sentralitas ruangp@acg dan waktutjme). Pertama, hubungan
pelaku dan struktur, Giddden melihat bahwa ilmusilsosial dijajah oleh
gagasan dualismeualism) pelakuversusstruktur. Oleh karena itu, Giddens
memproklamirkan hubungan keduanya sebagai realizasditas (uality)
ataulinkage yaitu tindakan dan struktur saling mengandafRagtruktur

% Sunyoto Usman, “Konstruksi Sosial”

0 Ricard J Bernstein, “Social Theory as CritiquedJain D. Held and J.B. Thomson
(eds), Social Theory of Modern Society: Antony Gidden ahi Critics (Combrige:
Cambrigde University Press,1989), 22.

T Sunyoto Usman, “Konstruksi Sosial”.

2 Antony GidddensCulture, the Individual and Sosial Interacti¢@ambridge: Polity
Press,1993), 127.

3 Antony GiddensThe Constitution of Socief€ambridge: Polity Press, 1995), 5-7.
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bukan hanya menghambat melainkan juga memberday8&kasini aktor
individu ditentukan oleh sejumlah kekuatan sosaigyada di luar mereka
sebagai objek individu. Namun, struktur sosial dbus memberdayakan
subjek untuk bertindak. Pelaku adalah orang-orang yang konkret dalam arus
kontinu tindakan dan peristiwa di dunia. Giddensninedakan tiga dimensi
internal pelaku, yaitu motivasi tak sadanconscious motiviskesadaran
praktis (practical consciousnesspan kesadaran diskursifdiscursive
conscio)’® Adapun struktur bukanlah nama bagi totalitas gefalkan kode
tersembunyi seperti dalam strukturalisme, dan bukatte kerangka
keterkaitan bagian-bagian dari suatu totalitas réeg@am fungsionalisme.
Struktur adalah aturarrules) dan sumber dayargsource¥y yang tidak
terbentuk dari dan membentuk perulangan praktikaksd3ualitas struktur
dan pelaku terletak dalam proses di mana struktsialsmerupakan hasil
(outcomé dan sekaligus saranaédium praktik sosial.

Konsep fokus tujuan dan atribut tentang hubungasm atan struktur
dalam sistem sosial dapat dijadikan bahan rujukatuku memahami
fenomena sistem sosial pesantren. Secara konsgptaalbahwa di dalam
sistem sosial pesantren dipahami adanya agen daktustyang saling
berhubungan. Jika agen mengacu pada peran indigitly mempengaruhi
struktur lain dalam sistem sosial pesantren, make yepat sebagai agen
adalah kiai. Kelompok yang lain seperti pondok, tisarkitab dan
masyarakat disebut struktur.

Dari sisi tujuan, jelas bahwa tujuan hubungan atgenstruktur dalam
pesantren adalah tercapainya idealisme pesantragaesistem sosial. Kiai
sebagai agen pesantren memiliki kekuatan memilin damilah norma
fenomena modernisasi pendidikan pesantren melehijdkan penyetaraan
(muzdalah) oleh negara. Sebagaimana disebutkan Karel Ste&rimhwa
menolak dan mencontoh merupakan prinsip utama pesardalam
memberikan respon dalam proses perjumpaan dengatermsasi
pendidikan di Indonesia. Sebagai aktor yang berpsedagai agen, kiai
tidak larut dalam tuntutan dari luar, karena aktemiliki lingkungan yang
tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Kiai adalammpinan lembaga

7 Cris Barker,Cultural Studies: Teori dan Praktikyogyakarta: Kreasi Wacana,
209),189.

s Antony GiddensThe Constitutions of Society, Outline of the tiyemfr
structuration (Berkelly University of California Press, 19848,
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pendidikan yang menekankan transmisi pengetahiamn (&fagquh fi ad-
din)). Sedangkan fenomena modernisasi pendidikan pesamtelalui
kebijakan muwdalah adalah fenomena baru yang dikomunikasikan oleh
struktur (negara) yang menekankan penambahan pénget umum yang
akan diserap oleh pesantren.

Hal lain dalam sistem sosial pesantren, sebagairhahdain dalam
hubungan agen struktur dalam sistem sosial yanig pgrahami adalah
proses dan kesadaran agen/aktor. Weber mengemuKkatpe tindakan
sosial dalam konteks tindakan aktor/ageikeempat tipe tindakan tersebut
dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, tipgakan tradisonal, yaitu
tindakan yang dilakukan seseorang karena kebiasasyarakat terbiasa
melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan cai@a-tatentu. Kedua,
tipe tindakan emosional atau afektif, yaitu tindakang dipengaruhi oleh
ungkapan-ungkapan spontanitas mengenai perasdsin, kendisi-kondisi
emosional dan kebutuhan-kebutuhan psikologis, taefkeksi intelektual
atau perencanaan. Ketiga, tipe tindakan rasionad) yeerorientasi nilai,
yaitu tindakan yang dipengaruhi oleh keterkaitanadap tatanan nilai-nilai
absolut yang diyakini sebagai sesuatu yang tirggperti nilai kebenaran,
keindahan, keadilan, dan kepercayaan kepada tifeampat, tipe tindakan
rasional instrumental, yaitu tindakan individu yashgrientasikan kepada
pencapaian tujuan-tujuan spesifik yang diinginkamgy bersifat jangka
pendek dengan menggunakan cara-cara yaative menguntungkan bagi
dirinya.

Para sosiolog mengemukakan bahwa perspektif Webatartg
rasionalitas suatu tindakan memiliki kelemahanuttena terletak pada
penjelasan dari perspektif tersebut yang cendemgiggabaikan pengaruh
budaya dan religi yang melingkupi aktor. Agen, kisrg/a kiai selalu
melakukan rasionalisasi atas tindakannya untuk ipgk@n rasa aman
dalam dirinya. Tindakan kiai di pesantren selaldativasi oleh pemikiran
agama, karena itu tindakannya berkaitan dengarf metnperoleh pahala
dan menghindari dosa. Selain itu, tindakan kiapesantren didasarkam

® George Ritzer,Sosiologi Ilmu Berparadigma Gand&Jakarta: PT Rajawali
Press.2001), 126
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oleh tindakan kesadarannya. Baik kesadaran diskenaifpun kesadaran
praktis.

Berdasarkan urian di atas, fenomena relasi pesad&ermodernisasi
pendidikan pesantren melalui kebijakanuzdalah tidak bisa hanya
dipahami dengan melihat bentuk luarnya saja. Peadaah fenomena
modernisasi pesantren melalui kebijakanzdalah harus melihat konteks,
karena konteks menciptakan kesadaran aktor daajakomunikasi antar
aktor internal pesantren. Tindakan kiai tehadapori@na modernisasi
pendidikan pesantren yang diintrodusir melalui jedainmuzdalah adalah
tindakan sosial. Selanjutnya dalam penelitian gorit dominan yang
digunakan adalah teori konstruksi sosial yang ajghn oleh Petteger.
Teori kontruksi sosial sangat relevan untuk mesjela respon dan adaptasi
pesantren terhadap modernisasi pendidikan pesanmiedaiui kebijakan
muzdalah di Pesantren Daruttauhid, Kedungsari, PurworejoRerguruan
Islam Mathaliul Falah, Kajen, Margoyoso, Pati.

Sedikitnya terdapat tiga macam sumber yang dijadrederensi aktor
membangun dan mengembangkan konstruksi terhadapnéra sosial
tertentu’’ Pertama, sebuah konstruksi sosial dapat distimlksis identitas
atau jati diri aktor. Konstruksi sosial juga bigatidnuli oleh bagaimana
aktor tersebut memerankan diri dalam strukur, kardantitas atau jati diri
aktor mempunyai pengaruh yang signifkan terhadgaib@ana cara aktor
memberi makna realitas (faktor material dan ideed)oyang dihadapi atau
ada di sekitarnya. Identitas atau jati diri ter¢gbrtanam sedemikian rupa
sehingga tidak mudah berubah, bahkan cenderungtatilean dengan
keyakinan bahwa dapat mengatasi berbagai macash d&au kendala
(constrainty yang muncul bersama-sama dengan perubahan. Keshusmh
konstruksi sosial bisa distimulasi oleh norma dowaentu folkways,
mores,danlaw) dan dapat juga distimulasi oleh nilai kultur ¢ertu (adat-
istiadat dan keyakinan masyarakat). Dalam sosiplogima sosial adalah
konsep yang mengedepankan benar dan salah sembdiakan dengan
cara: 1). Membuka jalan tertentu dan menutup jgkamg lain, atau 2).
Menutup jalan tertentu dan membuka jalan yang I&obrma sosial
mempunyai kekuatan mengikat, artinya siapa sajg yaematuhi norma
tersebut memperoleh ganjaran dan siapa saja yarg y@ak mematuhi
diberi sanksi (hukuman). Sementara itu, nilai-nilabsial lebih

7 Sunyoto Usman, “Konstruksi Sosial”.
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mengedepankan persoalan baik-buruk atau indah-c8@gia saja yang
mengikutinya digolongkan sebagai aktor-aktor yaail bermartabat atau
berkepribadian). Sementara itu, siapa saja yangolaemmengikutinya
digolongkan sebagai sebagai aktor yang buruk (tidaknartabat). Ketiga,
sebuah konstruksi sosial bisa distimulasi oleh beam-macam
kepentingan (ekonomi dan politik). Kepentingan ekanterutama terkait
dengan upaya menguasai sumber-sumber ekonomi daaspean hasil
produksi. Sedangkan kepentingan politik terutamekate distribusi
kekuasaan dan akses kekuasaan politik. Dalam kisssosial, perbedaan
penguasaan modal, sumber daya alam, ilmu pengetatiaa tekhnologi,
serta perbedaan peran dalam pemerintahan dan phkses kekuasaan
politik, memiliki pengaruh yang signifikan terhadzgra aktor memerankan
diri dalam masyrakat.

Sunyoto mengungkapkan, sebagaimana anjuran Bestyabahtiap
usaha memahami isu-isu dengan pendekatamal constructtionharus
melihat sedikitnya tiga foci yaitu: (IJhe claims themselvaberbagai
ragam claim yang dikemukaan), (2Jhe claims makergpihak yang
menyampaikan atau melontarkelaim, dan (3)The claims making proces
(proses mengembangkadaim). Dalam  konteks iniclaim adalah
permintaan (atau bisa juga tuntutan) yang disanapaiddeh kelompok
tertentu (kelompok,organisasi atau komunitas) agasuatu yang
diminta/tuntut berjalan sesuai dengan arah yangkaekehendaki. Arah
yang mereka kehendaki terkait dengan domainakkyang melekat dalam
diri mereka’®

Dalam menjelaskathe claims themselveBest, sebagaimana dikutip
Sunyoto, fokos pada retorika pembuatdam. Retorika lazim memilih
kata-kata atau menggunakan bahasa tertentu yarakimiiymampu
memberikan persuasi pihak lain. Retorika memiligatkomponen, yaitu
ground (dasar landasan)warrants (permintaan/perintah)conciusnes

(kesimpulan).Ground (dasar/landasan) adalah data atau informasi yang

berfungsi menyangatkan atau mempertajam wacanatulBem@m dapat

berupa definisi atau pengertian tentang suatu fenartertent(?
Selanjutnya, pihak yang melontarkan atau menyarapailaims. The

claim makerdisa lembaga pemerintah, masyarakat sipil, aklanshaga

8 lbid.
79 Ibid.
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swadaya masyarakat, komunitas politik, media, pelaknis, kelompok
kepentingan, dan sebagainya. Mereka adalah akbgy ryeemiliki identitas
atau jati diri, sesuai dengatomain atau taskslembaga tempat mereka
berada. Perbedaan identitas atau jati diri meqgddnedaan mereka dalam
memberi makna realitas (faktor material dan idesd)p dan perbedaan
peran yang mereka mainkan akan menciptakan penbecira mereka
mengajukanclaims (permintaan/tuntutan), dan wacargdis¢ours¢ yang
mereka gulirkan juga berbeda. Dalam kaitan inila@satah agen—struktur
menemukan relevansinya. Di satu sisi, mereka h@d@an yang melakukan
tindakan dengan mengacu pada struktur yang melmgkehidupan
sosialnya, dan disisi lain, mereka bisa mewarnail ahemberikan arah
struktur tersebut.

Lalu tentanghe claim making procesgang oleh Wiener disebsub
processyaitu 1)Animating the problematau menggulirkan masalah antara
lain dengan cara: memperlihatkan kebenaran, meguipanukungan,
memberikan saran dan infomas?) Legitimating the problematau
melegitimasi masalah dengan cara mencari dukund@in @engamat
menjelaskan ruang lingkup, membangun kepercayagabBefonstrating
the problems atau menegaskan masalah antara lain dengan cara:
memberikan atensi/perhatian, membangun komunikasikeérja sama di
antaraclaim makers memperkuat dukungan data/informasi. Tiga macam
sub-proses tersebut berjalan secara simultan mandukoses sosiéf.

F. Metode Penelitian
1. JenisPendlitian
Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitisiitiatif dengan

menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitiagrang
mengedepankan pengumpulan data atau realitas [@Tsgang
berdasarkan pada pengungkapan apa-apa yang teksipldrasikan dan
diungkapkan oleh para responden dan data yang giikan berupa
kata-kata, gambar dan bukan angka. Dengan katanlade! kualitatif
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkankidatigatif deskriptif

8 Ibid.
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berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangwpm@dan perilaku yang
diamatf*

Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatifakeh prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif katfiberupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilakingydiamati. Menurut
keduanya, pendekatan ini diarahkan pada latar ddividu secara
holistik. Ini berarti bahwa individu tidak boleh isblasi atau
diorganisasikan dari suatu keutulfan.

Pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian didasari atas
beberapa alasdfiPertama, yang dikaji adalah makna dari suatu kila
atau apa yang berada di balik tindakan seseoraada Plasarnya,
penelitian ini dimaksudkan untuk memahami konsirs&sial pesantren
terhadap kebijakanmuzdalah. Penelitian ini lebih menekankan
perspektif pemahaman dan pemaknaan dibalik tindakbgektif dari
aktor-agen pesantren, baik kiai, guru, santri, dafi santri tentang
kebijakanmuzdalah Dalam dunia penelitian sosial rancangan penelitia
seperti ini disebut penelitian fenomenologis, gdifiokus yang dikaji
adalah sesuatu yang melatarbelakangi tindakan reeggpo Setiap
tindakan selalu dikaitkan dengan apa yang mendasaakan tersebf.
Dalam perspektif konstruksi sosial hubungan individiengan
institusinya merupakan sebuah dialektika yang giedskan sebagai
berikut: (1) masyarakat adalah produk individu, r{syarakat sebagai
realitas obyektif, dan (3) individu adalah produsial. Dialektika ini
dimediasi oleh pengetahuan yang disandarkan olemomg@engalaman
di satu sisi dan peranan-peranan yang merepreg@masdividu dalam
tatanan institusiondP.

Sebagaimana diketahui sejak pemerintahan kolon@mpai
tumbangnya rezim Orde Baru, Kkebijakan tentang pégaiid
menganaktirikan lembaga pesantren, sehingga tidekgontungkan
pesantren. Akibat dari hal tersebut pesantren rpensssecaresolative
dan bersikap otonom atau independen terhadap kebijgang berbau

8 |Lexy.J. Moleong,Metodologi penelitian kualitatifBandung: PT. Remaja Rosda

Karya,2006), 3.

82 |bid.

8 Nur SyamJslam Pesisii(Yogyakarta: LKiS, 2011),47-48.

84 Malcoln WaterModern Sociological Theorftondon: Saga Publications, 1994), 35.
8 |bid., 35.
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modernisasi atau westernisasi. Dalam penelitiarteiningkap bahwa
pada era reformasi kebijakan pendidikan telah mangpesantren
sebagai bagian sistem pendidikan nasional, terutdngan terbitnya
kebijakan pesantranwzdalah Respons dan adaptasi pesantren terhadap
kebijakan muwzdalah ternyata dinamis, baik dalam bentuk penolakan
maupun penerimaan. Baik penerimaan maupun penolp&santren
terhadap kebijakamuzdalahterkait dengan konstruksi sosial para agen
pesantren.

Ditinjau dari kerangka metode fenomenolgi, indiviskbagaimana
dinyatakan Veeger diasumsikan berproses dalam &gy yleh
Margareth Mead disebut sebagai tindakan bersamajaitet action
Studi fenomenologis ini diupayakan agar penelitnmpa mengungkap
secara utuh, lengkap, dan komprehensif dalam befasikriptif analitis
untuk menjawab sejumlah pertanyaan penelitian, nggai mampu
menjelaskan kedalaman makna dari fenomena resgantpen terhadap
modernisasi pendidikan yang dintrodusir pemerimteghalui kebijakan
muzdalah

Selanjutnya temuan teoretis yang dibangun oleh |pernebinh
mementingkan perspektif pemahaman dan pemaknaaeldiitaktor
pesantren tentang kebijakamwzdalah baik dari para pengasuh, ustad,
pengurus pesantren maupun santri sebagai subyedit@en maka
pendekatan yang digunakan adalqmalitative research.Penelitian
kualitatif ini banyak mementingkan segi proses haa hasil. Hal ini
disebabkan oleh hubungan-hubungan bagian yang gefitetiti akan
lebih jelas apabila diamati dengan proses. Pemneditigamatinya dalam
hubungan sehari-hari, kemudian menjelaskan sikag g#eliti. Dengan
kata lain peranan proses dalam penelititan kudiliiasar sekalf®

Berdasarkan pendekatan kualitatif ini peneliti bag@p memahami
fenomena sosial dari para pimpinan, pengasuh, pesamnstad, santri,
dan wali santri menurut apa yang mereka pikirkakini, dan pahami
tentang kebijakamrmuidalah yang sedang fenomenal saat ini. Oleh
karena itu, menurut peneliti cara terbaik untuk raeami dunia makna
dan dunia definisi dari para pengasuh, santriduskan pesantren adalah
apa yang oleh Weber disebtgrstehematauempathic understanding
atauinterpretative understandindalam mengaplikasikan hal tersebut

% Lexy J. MoleongMetodologi Penelitian Kualitatif 9.
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peneliti mengikuti anjuran Weber, yaitu analisismadaman yang
diperoleh melaluinegotiated meaningtau intersubjektivitas. Dalam
ungkapan lain Berger menyebutnya sebagai tindaksafpiran yang
didasarkan atas penyesuaian antara struktur redevaemeliti dan
struktur relevansi subjek penelitiéh.

2. Setting Penelitian
a) Tempat Penelitian

Penelitian ini diselenggarakan di Perguruan Islaathdliul Falah,
Margoyoso, Kajen, Pati. Pesantren tersebut digibagai subyek
penelitian dengan pertimbangan memiliki komitmeatkmenerima
kebijakan muidalah meskipun tetap mempertahankan sistem
pendidikan pesantren tradisional. Para pemimpinhiatl Falah
menganggap bahwa Mathaliul Falah sebagai madrassanien
mempertahankan sistem pendidikannya yang bercoml&f®s
Kebertahanan sistem salaf di Mathaliul Falah ddjiatt pada bahan
ajar mata pelajaran agama yang diajarkan, kaleldatemik, sistem
evaluasi, dan metode. Kitab-kitab sebagai baharyajag diajarkan
dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan. rbatsoses
pembelajaran pada umumnya para guru masih mengguirsgtem
wetonandengan membacakan bahan ajar kalimat per kalianag y
berbahasa Arab kemudian diterjemahkan ke dalamshabawa,
kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesigademetode
sorogan.Metode soroganditerapkan dengan cara para santri diberi
materi oleh kiai, setelah dipelajari santri menyaikgn materi
kembali kepada kiai untuk dievaluasi. Santri yaadbkkal kitab yang
ingin didalami, membaca di hadapan kiai untuk meataan
kebenaran baca dan kejelasan makna. Proses tedskadapi oleh

87 peter BergerSosiologi Ditafsirkan Kemba(Jakarta: Rajawali pers, 1981), 26. Lihat
juga R.C. Bogdan, Qualitative Research for Education to Theory anettMds(Boston:
1982), 31-33.

% |stilah Salaf mengacu pada katagorisai Azra gyanenyatakan, pesantren salaf
adalah lembaga tradisional Islam yang mewadan memelihara kontinuitas tradisi
Islam yang dikembangkan ulama dari masa emidsd, terbatas pada periode tertentu
saja, Yyaitu periode sahabat nabi Muhammad SAW thbiin senior. Istilah salaf
dipahami kalangan pesantren sebagai lembaga pkadidan pengajaran agama yang sarat
dengan pandangan dunia dan praktik Islam sebagasamasejarah, khususnya dalam
bidang syariah dan tasawuf.
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kiai atau ustad satu persatu antara sejumlah sabDgnhgan
menggunakan standar kitab kuning sebagai refepsrabelajaran,
maka Mathaliul Falah bertahan menjadi pesantreaf salkalangan
forum pesantremuzdalah walaupun telah mengintegrasikan ilmu
umum dan menggunakan sistem madrasah dalam pearbelays?®
Sedangkan Pesantren Daruttauhid, Purworejo dijadgdebagai
subyek penelitian karena tidak mengikuti atau mandebijakan
muzdalah Para pemimpin Daruttauhid juga menganggap bahwa
Pesantren Daruttauhid sebagai pesantren yang mizaimgekan
sistem pendidikannya bercorak sat®cara murni. Kebertahanan
sistem salaf di Pesantren Daruttauhid dapat dijfaata bahan ajar
mata pelajaran agama yang diajarkan, kalender akkdeistem
evaluasi, dan metode yang digunakan. Kitab-kithlagai bahan ajar
yang diajarkan dari tahun ke tahun tidak mengalperubahan.
Dalam proses pembelajaran pada umumnya para gumkih ma
menggunakan sistermvetonan dengan membacakan bahan ajar
kalimat per kalimat yang berbahasa Arab kemuditarjemahkan
ke dalam bahasa Jawa kemudian diterjemahkan lkendiahhasa
Indonesia, seperti yang dilakukan di pesantren MathFalah.

b) Tahap memasuki lapangan

Sebelum memasuki lapangan peneliti telah memikknahaman
tentang dunia pesantren, karena peneliti mengietdidikan di
pesantren sejak tingkat SMP sampai tingkat SMA.daardemikian,
peneliti tidak asing lagi dengan dunia pesantren.

Hubungan peneliti dengan dengan subyek peneliak saling
mengenal. Peneliti hadir sebagai orang yang barsilami kepada
mereka sebagai agen-agen pesantren (kiai, ustagumpes yayasan,
santri, dan wali santri). Kemudian peneliti melakmkanalisis yang
bersifat interpretatif dan mengajukan deskripsii d@nomena
tersebut. Berdasarkan pengetahuan peneliti selama piada
umumnya para agen pesantren terutama kiai akan rimene
kebijakanmuazdalah secara positif, namun demikian asumsi peneliti
tentang sikap dan pandangan kiai cukup tergangguaribara
pesantren ada yang menerima dan menolak kebijakaadalah.

8 wWawancara dengan Kiai Rozin di kampus STAIMAFAggal 15 Janauari 2015
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Penerimaan Perguran Islam Mathaliul Falah terha&apsep
kebijakanmuzdalah ternyata melalui proses yang cukup panjang.
Ada tawar-menawar yang sangat tinggi untuk menerBeaentara
Pesantren Daruttauhid, Purworejo justru menolal atangabaikan
peluang-peluang yang ada dalam kebijakandalah.

Dalam kejadian tersebut peneliti sadar bahwa tidaknua
fenomena yang ada di lapangan telah berada dikedgmsi atau telah
menjadi pengetahuan peneliti. Sebagaimana pendttialitatif pada
umumnya, bahwa posisi peneliti adalah sebagai oyang sedang
belajar mengenai fenomena yang dikaji, penelitajjaelmemahami.

Secara keseluruhan penelitian ini dilakukan dalaaktw yang
lama, lebih dari satu tahun. Namun demikian, panatiak selalu
berada di lapangan dalam kurun waktu tersebut. [elperposisi
datang dan pergi. Penelitian ini dilaksanakan mbidan Agustus
2014 sampai bulan Desember 2015, yang secaralgesas terbagi
menjadi tiga tahap, yaitu: tahap ini meliputi senkegiatan yang
berlangsung di lapangan, yaitu pengambilan dat& ll@ngan
observasi, dokumentasi, dan wawancara. Untuk mahgekeadaan
pesantren secara jelas, maka peneliti mengobsderétih dahulu
pesantren-pesantren yang telah ditetapkan. Uniykéneliti datang
berkali-kali ke lokasi penelitian dan mengikuti kegn pembelajaran
di pesantren. Hasil observasi langsung dicatat #&dak hilang.
Untuk memahami makna dibalik tindakan salah sattode yang
paling tepat adalah dengan wawancara mend¥@teh karena itu,
peneliti terlibat dalam kegiatan.

3. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau apa saja yargaai sumber

data penelitiaf® Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola,
pengasuh, santri, wali santri Pesantren DaruttauRigdworejo dan
Perguruan Islam Mathaliul Falah, Kajen, Pati. Sgitan informan
adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikasrnmdsi tentang

% palam melakukan wawancara mendalanaépt interviey, peneliti menggunakan

pedoman sebagaimana dirumuskan oleh James P. {atbde Etnograf(Yogyakarta:
Tiara Wacana, 1997).

1 Suharsimi ArikuntoProsedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktikakarta: PT.

Bina Aksara 1989), 114.



37

situasi dan kondisi latar belakang penelifidimforman dalam penelitian
ini adalah informan dari Pesantren Daruttauhid,egepKiai Toifur
Mawardi, Kiai Asmui, Kiai Yusuf Rohadi, Kiai Zain&rifin, Masudi,
Gus Aalawi, Habib, dan Hambali. Sedangkan inforrdan Perguruan
Islam Mathaliul Falah adalah Kiai Rozin, Kiai Muadhir, Kiai Subhan
Salim, Kiai Nafi, Kiai Mashad, Ustad Badrus, dan Main. Para
informan tersebut mampu memberikan informasi akulettang
konstruksi sosial pesantren terhadap kebijakefdalah

4. Metode Pengumpulan Data
a. Metode Observas

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dacafatan
dengan sistematik fenomena-fenomena yang disefitiiRenelitian
ini  menggunakan pengamatan berperan serfarti¢ipant
observatiol), yaitu peneliti benar-benar terlibat dalam linggan
subyek penelitian. Pola ini dilakukan dalam rangkamahami dan
menjelaskan fenomena mengenai pandangan para péangas
santri tentang kebijakamuzdalah. Di samping itu, agar hasil
penelitian ini dapat dikemukakan secara jelas Isarttan faktanya,
sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung gatdayang
diperoleh.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan olehphae,
yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan damg ya
diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertany@aengan
maksud tertent? Wawancara mendalam digunakan peneliti untuk
memahami makna dibalik tindakan.

Untuk menjaga agar wawancara tetap terarah padeasasnaka
dalam penelitian ini menggunakan wawancara terpimpialam
wawancara terpimpin, daftar pertanyaan yang diaulsaidah
dipersiapkan sebelumnya tetapi daftar pertanyaaselat tidak
mengikat jalannya wawancara.

%2 Lexy J. MoleongMetodologi Penelitian Kualitatjf186.

% Sutrisno Hadi,Metodologi ResearclfYogyakarta: Yayasan Penerbit an Fakultas
Psikologi UGM, 1989), 136.

% Lexy J. MoleongMetode Penelitian Kualitatif186.



38

Metode ini digunakan untuk memperoleh data langsiamigobyek
penelitian yaitu berupa informasi yang berkaitangds konstruksi
sosial pesantren tentang kebijakamzdalah Alasan pesantren
menerima atau menolak kebijakawizdalahdari pemerintah, faktor-
faktor pemicu, identitas actor, dan kepentingaoraigrhadap sumber
daya.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupmnying tidak
dipersiapkan karena adanya permintaan seorangdiefyMetode
dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh datag \aersifat
dokumenter seperti sistem pendidikan nasional tyera-peraturan
pemerintah tentang pesantren, profii Pesantren t@ahid,
Purworejo, profil Perguruan Islam Mathaliul FaldPati, struktur
kepengurusan, sarana prasarana, dan lain-laindagrag melengkapi
data yang diperlukan. Dokumen dapat dijadikan nendgr yang
dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepad& qgayeeliti.

5. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yargymikan yaitu

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemerikske@absahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itwkuteperluan

pengecekan atau sebagai pembanding terhadapuddtaangulasi yang

digunakan pada penelitian adalah triangulasi suadtaryang dilakukan

dengan car&

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan datal has
wawancara.

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depanmugengan
apa yang dikatakannya secara pribadi.

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tgnsitiiasi
penelitian dengan apa yang didapat selama penelitia

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang delngdoagai
pendapat orang lain.

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suaturdekuyang
berkaitan.

% Ibid., 216.
% Ibid., 178.



39

6. Teknik Analisis Data

Dalam studi kualitatif, analisis data adalah sebprases sistematik
yang bertujuan untuk menyeleksi, mengkategori, naemding,
mensintesa, dan menginterpretasi data untuk membarguatu
gambaran komprehensif tentang fenomena atau togilg ysedang
diteliti. Oleh karena itu, analisis data merupagesses memberi makna
terhadap suatu data. Data diringkas atau dipadatkandihubungkan
satu sama lain ke dalam sebuah narasi sehingga mi@paberi makna
kepada para pembaéaProses itu menurut Taylor dan Bogtfeadalah
“to come up with reasonable conclussions and gdigatons based on
a preponderance of the datayaitu menarik sejumlah kesimpulan dan
generalisasi yang rasional berdasarkan sekumpudgam yhng telah
diperoleh.

Analisis data dilakukan peneliti sejak penelitiaarlangsung hingga
masa akhir pengumpulan data. Proses analisa data ganelitian ini
dilakukan dalam bentuk interakiffseperti pada (Gambar 1). Setiap unit
data yang diperoleh dari beragam sumber data s#ilateraksikan atau
dibandingkan dengan unit yang lain untuk menemulesagam hal yang
diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian. Progesaktif ini juga
dilakukan dengan membandingkan data yang diperdieat
wawancara dengan data hasil observasi, arsip, elzagainya sebagai
usaha pemantapan simpulan. Interaksi selanjutnigkuttian antar
komponen analisisnya (reduksi data, sajian datergexn simpulan dan
verifikasinya) 1%

% H.B. Sutopo,Metode Penelitian KualitatifSurakarta: Universitas Sebelas Maret,
2006), 110-115.

%8 R.C. Bogdan & BiklenQualitative Research for Education: An IntroductitmTeory
and MethodBoston: Massachusetts, Allyn and Baccon, 1982, Lihat juga Sudarwan
Danim,Menjadi Peneliti KualitatifBandung: Pustaka Setai, 2002), 210-215.

% Mathew B Miles and A. Michael Huberma@uality Date Aanalysis(California,
Baverlyb Hill: Sage, 1981), 15-17. Lihat H.B. Spto Metode Penelitian Kualitatif
(Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006), 11®-Lihat juga Miles dan Huberman,
1984, 15-21.

1004 B. SutopoMetode Penelitian Kualitatifl10-115.
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Gambar 1
Analisis Model Interaktif

Pengumpulan

v

R Reduksi
- dat:
Penyajian data =l I

Penarikan
kesimpular

Sumber: Mathew B Miles dan
A. MichaelHuberman
Analisis data yang dilakukan peneliti ketika mds#hada di lapangan

sebagai berikut:

a.
b.

S@ "o ao0

Mempertajam masalah penelitian.

Mengembangkan masalah penelitian menjadi pertaRyaganyaan
analitik dan menentukan indikaktor-indikaktor, tédkpengumpulan
data, dan sumber datanya.

Menggali data lebih lanjut setelah mereview catdtaa lapangan.
Membuat komentar terulis atas ide, tema, dan katggog muncul.
Membuat ikhtisar secara tepat.

Memvalidasi ide dan tema pada informan.

Mengeksplorasi literatur kembali.

Menghubungkan tema dan kategori yang dihasilkagaleberbagai
hasil penelitian lain.

Langkah analisis data setelah peneliti mengadakadgiaan dilakukan
dengan cara:

a.

b.

Mendeskripsikan proses dan aspek konstruksi sgstghntren
tentang kebijakamuzdalah

Membuat kategori dengan cara mencari kesetarahad®p proses
dan aspek konstruksi sosial pesantren tentangakabimuzdalah
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c. Menetapkan teori dengan cara mencari hubungan laip@besis:®*

Menurut Miles dan Hubermé®, dalam proses analisis data
penelitian kualitatif, terdapat 3 (tiga) kompeneralésis yang saling
berkaitan antara reduksi data, sajian data, daari@m kesimpulan
data. Proses analisis data dimulai dengan menskaluh data yang
tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancaragreatan yang sudah
dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen, gamb&w, dan lain
sebagainya.

Reduksi data merupakan pemilihan pemusatan perhatsda
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasiateg muncul dari
catatan tertulis di lapangan. Kegiatan ini merupabagian dari analisis
data yang terus menerus berlangsung selama presebtian. Reduksi
data meliputi juga kegiatan untuk memilih data myeanag harus dikode,
data mana yang harus dibuang, dan cerita mana y&ugng
berkembang. Semua itu merupakan pilihan-pilihadigisaDari uraian
di atas, maka dapat disimpulkan bahwa reduksi oeaupakan suatu
bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, garahkan,
membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi @xagan cara
demikian sehingga kesimpulan finalnya dapat ditatédu diverifikasi.

Pemaknaan fenomenologi dalam proses reduksi datk drembil
menjadi sebuah kesimpulan, secara terus menerumdlikasikan
dengan penyajian data, sehingga pemakeaaodapat dimaksimalkan.
Di samping itu, langkah tersebut juga dimaksudkankimeminimalisir
pemaknaanethic Dengan demikian, langkah penarikan kesimpulan
tidak diambil secara gegabah atau tergesa-gesa.

Langkah berikutnya adalah penyajian data, yaita desajikan dalam
bentuk tulisan atau kata-kata verbal secara sisensehingga mudah
disimpulkan. Pada dasarnya penyajian data dajéiuttian dan bergerak
antara tema yang satu dengan tema yang lain,. Naoeamkian,
hubungan antar tema tersebut selalu berada dalarakp@an terhadap
fokus utama rhain vocuy yakni konstruksi sosial pesantren tentang
kebijakanmuzdalah Artinya, banyak fokus dan sub fokus yang berhasil

101 | angkah-langkah ini merupakan ringkasan pend&maydan dan Biklen,
Qualitative Research for Education: An Introductido Teory and MethodgBoston:
assachusetts, Allyn and Baccon, 1982, 155-162ukJelaborasi baca Sudarwan Danim,
Menjadi peneliti KualitatifBandung: Pustaka Setia, 2002), 210-215.

102 Mathew B Miles and A. Michael HubermaRuality Date Aanalysis15-20.
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dikelompokkan tidak menyebabkan analisis peneditgbser dari fokus
utama tersebut.

Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan selaprases
penelitian berlangsung sebagaimana reduksi datariRan kesimpulan
atau verifikasi, merupakan kegiatan penarikan kpslan dan
merupakan aktivitas mencari pengalaman, pemakrexaadap fakta,
fenomena, pola-pola konfigurasi yang menghasilkasirkpulan,
proposisi dan teori sebagai bagian temuan pemelteng dilakukan
terus menerus selama penelitian berlangsung, sghkegsimpulan akhir
dapat dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bab | peneliti mengungkapkan latar belakangalala yang
berkaitan relasi pesantren dengan modernisasinDailases sosial tersebut
tidak semua pesantren terkooptasi dengan arus misder Terdapat
perbedaan dialektika antara pesantren dan modsitrfsgbagian pesantren
merespons dan beradaptasi terhadap modernisasias&bas untuk
mempertahankan eksisitensi pesantren di dunia mo&esdangkan yang
lain memilih bertahan dengan sistem yang dimillRialektika tersebut
terkait dengan konstruksi sosial pesantren terhatagernisasi termasuk
terhadap kebijakamuwzdalah Konstruksi sosial menjadi pijakan awal dari
pembacaan realitas relasi sosial pesantren dengdarmsasi pendidikan.
Inti permasalahan penelitian ini dirumuskan mengadh bagian rumusan
masalah, selanjutnya menjelaskan apa tujuan damkeg penelitian ini.
Selanjutnya dijelaskan beberapa hasil penelitiagiateilu yang berkaitan
dengan masalah pesantren. Agar dapat diketahuiirbaga proses
penelitian ini dilakukan, maka di sini dijelaskanla metode penelitian,
yang meliputi: jenis penelitiarsetting penelitian, subyek dan informan
penelitian, metode pengumpulan data, teknik kearsdéata, teknik analisis
data. Sistematika pembahasan yang disajikan padar dab ini
dimaksudkan untuk memberikan gambaran seluruharsy ylibahas dalam
bab ini.

Bab 1l dibahas tentang pesantrenizdalah dalam peta pendidikan
nasional. Terdapat tiga kelembagaan pendidikan ndioriesia, yaitu
madrasah, sekolah, dan pesantren. Bab ini membaiteagkajian pustaka
untuk memahami masalah dasar, yaitu masalah pesatdtam kebijakan
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pendidikan di Indonesia, baik pada masa KolonialsanOrde Lama, masa
Orde Baru, dan Orde Reformasi. Selanjutnya dibahatartg kebijakan
muzdalah

Bab Il membahas faktor ideasional dan material aksi sosial.
Dalam bab ini dibahas: profil Pesantren Daruttaubgsnikiran pendidikan
Pesantren Daruttauhid, faktor material Pesantrenaudauhid, profil
Perguruan Islam Mathaliul falah, pemikiran pendigikPerguruan Islam
Maathaliul Falah, dan faktor material PerguruaansMathaliul Falah.

Bab IV membahas dalil-dalil dari para aktor PesanBDaruttauhid dan
Perguruan Islam Mathaliul Falah dalam menolak mauptenerima
kebijakan penyetaraan pesantren dengan sistemdiandipersekolahan
(muzdalah), serta sistem nilai-nilai dan norma yang berkemgbali
pesantren.

Bab V membahas dualitas agen dan struktur. Bab eémjefaskan agen
dan nilai-nilai yang berkembang dalam pesantren.

Bab VI berisi analisis terhadap perbedaan konstrssial Pesantren
Daruttauhid dan Perguruan Islam Mathaliul Falaleteg introduksi sistem
pendidikan modern melalui kebijakanuzdalah distimuli oleh identitas
aktor dan kepentingan aktor terhadap sumber dayank identitas atau jati
diri aktor mempunyai pengaruh yang signifkan tedpattagaimana cara
aktor memberi makna realitas (faktor material dasional) yang dihadapi
atau ada di sekitar.

Bab VII Penutup. Bab ini menyajikan kesimpulan dagmpahasan
masalah yang telah dirumuskan pada bab pertamdagastemuan-temuan
data penelitian yang telah dikumpulan dari lapardgm hasil analisisnya.
Kemudian implikasi teoretik atas temuan-temuan |wgare ini dan
rekomendasi.
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BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaamskuksi sosial
dua pesantren terhadap implementasi kebijakaiadalah Perbedaan itu
dipengaruhi pertama, adanya perbedaan misi dantasiedua pesantren
dalam meningkatkan kecerdasan santri. Gagasanrgarmasi pendidikan
Perguruan Islam Mathali'ul Falah cenderung bercessansialis-perenialis-
rekonstruksionis dengan ciri-ciri pokok sebagai ikngr Pendidikan
Mathali’'ul Falah tidak hanya diarahkan untuk mepk&n santri yang
mengamalkan nilai-nilai agama, tetapi menyiapkantrs untuk mampu
beradaptasi dengan nilai-nilai baru. Illmu sains dagama telah
diintegrasikan dalam kurikulum Perguruan Islam Méthl Falah.
Pengintegrasian kurikulum ini didasarkan pada sgaodangan bahwa
ilmu umum dapat digunakan untuk mengungkap kebersarmber ajaran
Islam dan dapat meningkatkan peran manusia sebhaiifiah

Sedangkan gagasan dan orientasi Pesantren Darditanderung pada
esensialis-perenialis dengan ciri-ciri pokoknyasdtgren Daruttauhid sejak
awal fokus pada pendidikan agama Islam dan tidakakakan
pembelajaran ilmu umum. Pendalaman ilmu agatat@dqquh fi ad-th)
pada Pesantren Dartuttauhid terbatas pada ilmulgdlam tradisional tanpa
memasukkan ilmu-ilmu umum. Hal ini berdasarkangangan bahwa
memasukkan ilmu umum dalam kurikulum pesantren toiayganbelokkan
tujuan pesantren sebagai lembagdaqquh fi ad-th yang berakibat
melemahkan konsentrasi santri dalam mengkaji agaarta berimplikasi
pada penurunan kualitas pesantren dalam merepriodlaksa. Pesantren
Daruttauhid memiliki pandangan jika ilmu agama hetiikuasai secara
maksimal, maka dengan sendirinya ilmu umum akaaildiya. Pesantren
ini mengarahkan santri menjadi ulama yang mampujaderpanutan
masyarakat dalam beribadah, dan bukan menjadi alyamg menjadi
tenaga kerja.

Adapun yang menjadi pemicu dalam penerimaan Kemjmu’adalah
di Perguruan Islam Mathali'ul Falah adalah: Pertams dan orientasi
yang tertuang dalam konsep kebijakaua’dalah selaras dengan visi dan
orientasi dalam tafagquh fi ad-th dalam Perguruan Islam Mathali'ul
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Falah. Kedua, menguatnya tuntutan masyaraktdrigregalitas formal
atas lulusan sebuah lembaga pendidikan, sehingga gdamni dapat
melanjutkan pada jenjang pendidikan formal yangihlebnggi dan
memperluas kiprah alumni pada lembaga formal. laetigemakin
membaiknya orientasi dan sikap pemerintah terhpdapntren yang tidak
memiliki lembaga pendidikan formal berkurikulum el sebagai
lembaga yang khususfaqquh fi ad-th. Keempat, semakin massifnya
penerimaan masyarakat terhadap sistem pendidikamafodengan
menyerahkan pendidikan anak-anaknya pada lembaghdgean formal.
Kelima, implikasi kebijakarmu'adalah diharapkan dapat mengukuhkan
peran pesantren dan memperluas gerak alumni dalantiptakan dan
memanfaatkan peluang santri dalam ranah sosiatoekiomaupun politik.

Sementara yang menjadi pemicu penolakan Pesanrenttdlenid
terhadap implementasi kebijakamu’'adalah adalah: Pertama, kebijakan
mu’adalahdianggap tidak relevan dengan proses pembelajaRasantren
Daruttauhid Pesantren ini mengarahkan santri menjadi ulama greargpu
menjadi panutan masyarakat dalam beribadah, dasnbulenjadi alumni
yang menjadi tenaga kerjadKedua, penerimaan terhadap kebijakan
mu’'adalah dikawatirkan menggerus atau menghilangkan kekhatsan
kemandirian pesantresghingga dapat melemahkan kedudukan dan peran
pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam danggaser keteguhan
interaksi yang terjalin antara kiai dan santri.ig&t Penerimaan kebijakan
mu’adalahini jugaditakutkan mengubah tradisi intelektual pesanti@mgy
mereka pegangi selama ini dan menurunkan kuglg#aantren sebagai
lembaga dakwah dan pendidikan kader ulama.

Perbedaan konstruksi sosial aktor Pesantren Dahidtanaupun aktor
Perguruan Islam Mathali'ul Falah terhadap kebijakamu’adalah
distimulasi oleh perbadaan identitas, peran akitard pesantren, nilai dan
normayang dikembangkan, serta kepentingan tddoadap sumber daya.
Identitas Kiai Toifur dikenal sebagai ulama, ki@ngasuh pesantren, kiai
penceramabh, kiai sufi dan kiai ahli hikmah yangnpa memberikan solusi
spiritual atas keluhan-keluhan santri dan pendukyagehingga dikagumi
para pengikutnya. Dalam mengembangkan pesantren, Tifur lebih
menekankan aspek spiritual, tradisioanl dan traohesetal. Sedangkan Kiai
Sahal Mahfud memiliki identitas sebagai ulama-gkelal, kiai pengasuh
pesantren, organisatoris, rektor, direktur perganglam, komisaris BPR
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dan kolumnus. Kiai Sahal Mahfud menggabungkan kasp@ritual-
rasional, tradisional-modern, dan transenden-prdédam pengembangan
pendidikan di Perguruan Islam Mathali’'ul Falah.

Peran Kiai Toifur terhadap komonitasnya menekanksmumbuhan
kesadaran spiritual masyarakat. Sedangkan peran ¥&hal Mahfud
terhadap komonitasnya tidak hanya penumbuhan kesadpiritual, tetapi
juga membangun kesadaran rasional dan kiprafan tanpa kehilangan
basis spiritualitas.

Konstruksi sosial aktor Pesantren Daruttauhid dargdfuan Islam
Mathali'ul Falah bersumber dari sistem nil&hlussunah wal jamaah
terutama nilaAl-Muhafadatu ala Qodimis saleval-ahdu biljadidi aslah.
Nilai ini bagi kedua pesantren menjadi semacamladgdalam merespons
perubahan-perubahan. Hanya saja kedua pesantreinlikng@rbedaan
dalam mengimplementasikan nilai tersebéktor Pesantren Daruttauhid
cenderung mengimplementasikan nA&diMuhafadatu ala Qodimis saleh
daripadawal-ahdu biljadidi aslah sehinga cenderung mempertahankan
atau meneguhkan tradisi pesantren sebagai lendsgeah dan kader
ulama. Sedangkan aktor Perguruan Islam Mathdtlah cenderung
menerapkan nilawal-ahdu biljadidi aslahsehingga mudah mengadopsi
modernisasi pesantren melalui implementasi kehbiakau'adalah.
Pesantren tidak hanya menjadi lembaga dakwah dharikasi ulama dalam
pengertian tradisional tetapi diperluas sesudgabangan modern.

Konstruksi sosial Pesantren Daruttauhid dan Pegaguisilam Mathali'ul
Falah juga terkait oleh kepentingan aktor terhaaepber daya (kemajuan
intelektual, akses kepada pendanaan, kepercayasyarakat dan sumber
daya santri).

Penolakan Pesantren Daruttauhid mengikuti impleaseritebijakan
mu’'adalah dalam rangka menjaga tradisi intelektual yanahtehelembaga
dan diyakini telah berhasil mereproduksi ulamada®gkan kebijakan
mu’'adalah merupakan tradisi baru yang dikhawatirkan merusadisi
pesantren yang telah mapan. Sementara bagi Penglslamn Mathali'ul
Falah, penerimaan kebijakamu’'adalah tidak mengurangi kemampuannya
menjaga tradisi intelektual yang telah dibangubagaimana ada pada
pesantren salaf selama ini. Bahkan, dengan peaanirkebijakan ini
diyakini mampu meneguhkan tradisi intelektual $gka berintegrasi
dengan tradisi sains modern.
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Konsekuensi dari menerima kebijakanu’adalah adalah pemerintah
memberikan akses sumber daya keuangan terhadaprierglslam
Mathali’'ul Falah. Sementara penolakan Pesantrerut2dnid terhadap
kebijakanmu’adalah justru membuka akses pendanaan yang lebih besar
dari masyarakat karena masyarakat memahami baPesantren
Daruttauhid lembaga yang memfokuskan ptafagquh fi ad-th dan
meyakini pengasuhnya adalah ulama yamgshlis

Penolakan Kiai Toifur dan penerimaan Kiai Sahal Mdhterhadap
kebijakan mu'adalah semakin memperteguh kepercayaan masyarakat
terhadap kedua pesantren dan kedua kiai terselktkiga Toifur maupun
Kiai Sahal dikenal sebagai kiai kharismatik yanghlasil mendidik santri,
sehingga mampu mendatangkan kepercayaan masyaaiiaik
memasukkan anak-anaknya pada lembaga pendidiang gedang
dipimpinnya.

B. Implikas Teoritik

Implikasi teoritik berhubungan dengn kontribusitgayi perkembangan
teori pendidikan pesantren. Di antara teori intsragesantren dan
modernisasi disampaikan oleh Karel A. Steenbrinkgyanenyatakan
bahwa pesantren merespons atas kemunculan dan nekspiatem
pendidikan modern Islam dengan bentuk menolak dambengikuti.
Komunitas pesantren menolak paham dan asumsi-akeagamaan kaum
reformis, tetapi pada saat yang sama, mereka j@gagikuti jejak langkah
kaum reformis dalam batas-batas tertentu yang asgkar mampu tetap
bertahan. Oleh karena itu, pesantren melakukaméasjuakomodasi yang
dianggap tidak hanya akan mendukung kontinuitaamiesn, tetapi juga
bermanfaat bagi santri.

Kajian Steenbrink menjadi jendela bagi kajian p&san dan
modernisasi untuk mendukung maupun yang menolakdartersebut. Di
antara yang mendukung memberikan asumsi bahwadlkadlipesantren
salaf akan mengalami transformasi menjadi madrg&ahingin eksis.
Kajian yang mendukung atas kajian Steenbrink mysaltilakukan oleh
Mastuhu dan Umar yang mengatakan bahwa agar pesanénjadi bagian
sistem pendidikan nasional seharusnya berbentulertsemadrasah.
Sementara yang menolak diwakili oleh In'Tam Sulaingan Ali. In'am
melalui kacamata fenomenologis yang mengatakan dg®santren salaf
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lebih eksis karena mengemban nilai-nilahlussunah wal jamaah.
Sedangkan Ali yang mengatakan bahwa pesantren salafivekarena
lembaga pendidikan tradisional masih sesuai dekgadisi sosio-kultural
komunitas lingkungannya yaitu masyarakat dengaranfabhlussunah
waljamah

Baik yang menerima maupun yang menolak modernisarsdigikan
tersebut belum menjelaskan bagaimana respons dfstasd pesantren
terhadap kebijakamu’'adalah dan belum menjelaskan mengapa terjadi
perbedaan respons dan adaptasi pesantren terhadi@pnisasi pesantren
melalui kebijakammu’adalah Kajian pesantren dan modernisasi pesantren
melalui kebijakarmu’adalah melahirka tipologi tambahan yaitu: tipologi
menolak dan tipologi mengikuti modernisasi pendadilpesantren terkait
dengan faktor ideasional dan material dari agebagai landasan
konstruksi sosial. Terjadinya perbedaan konstrugssial pesantren
terhadap kebijakamu’adalah distimulasi oleh perbedaan identitas agen,
peran agen, Kkepentingan agen terhadap sumber sate nilai atao
ideologi yang dianut agen.

Modernisasi pendidikan pesantren sebenarnya suld@berapa kali
dilakukan oleh pemerintah, tetapi beberapa pesamtremilih menolak
modernisasi tersebut karena modernisasi yang dikanwapemerintah
bertentangan dengan visi dan orientasi pesantbamgaelembagadafagquh
fi ad-dn. Modernisasi pesantten yang ditawarkan pemeriséddima ini
mengacu pada sistem persekolahan yang diimpomdgara Barat yang
cenderung sekuler dan mengabaikan agama.

Beradaptasi dengan kebijakan penyeragaman misalngeartib
menghilangkan jati diri pesantren sebagai lemb&daqquh fi ad-th.
Berdasarkan realitas ini, pemerintah melakukanuagaldan menemukan
model modernisasi melalui kebijakamu’adalah Bagi pemerintah, desain
dan implementasi modernisasi melalui kebijakenu'adalah sudah
mengakomodasi kepentingan pesantren, sehingga itedenpesantren
sebagai lembagaafagquh fi ad-th masih terjamin. Sedangkan bagi
pesantren, kebijakan pemerintah melalui kebijakarzdalah dipandang
telah memahami kepentingan pesantren dalam memgeEekan
pendidikantafaqquh fi ad-th, sehingga modernisasi melalui kebijakan
mu’'adalah diterima oleh sebagian pesantren. Dengan demikiapat
disimpulkan di antara kebijakan pemerintah terhgugantren yang peduli



297

terhadap kepentingan pesantren sejak pemerintatiaiaama hingga kini
adalah  kebijakanmu’adalah. Hal ini karena kebijakan ini telah
mengakomodasi kepentingan pesantren sebagai lenafagquh fi ad-h.

Berdasarkan data temuan penelitian ini, dapat diangiroposisi bahwa
respons dan adaptasi pesantren atas rekognisinsgeadidikan modern
(muadalah) terkait dengan misi, orientasi, dan kepentingasaptren.
Apabila gagasan dan orientasi modernisasi tidalebtangan dengan misi
dan orientasi pesantren serta tidak mengubah rsisdatansi pesantren
sebagai lembaga yang mentransfer ilmu-ilmu Islamkader ulama, maka
pesantren akan beradaptasi dengan modernisasalikbgh, jika gagasan
dan orientasi modernisasi bertentangan dengam dais orientasi
pesantren serta dikawatirkan mengubah isi dan ssibp@santren sebagai
lembaga yang mentransfer ilmu-ilmu Islam dan kad&ma, maka
pesantren akan merespon negatif terhadap modgrnisa

Kedua, tipologi identitas kiai mempengaruhi pan@m@espons dan
adaptasi) terhadap modernisasi. Agen yang mendintitas spiritual-
tradisonal-transenden cenderung menolak kebijakarodemisasi
pendidikan Modern sedangkan agen yang menggabanglentitas
tradisional-modern, spiritual-rasional, trasengeofan dapat menerima
kebijakan mu'adalah  Tipologi kiai memiliki peranan penting dan
menentukan visi dan misi pesantren. Identitasdddiihikmah, spiritualis,
dan tradisionalis cenderung menjaga tradisi danota&nmodernisasi
sedangkan tipologi kiai yang spiritualis tradisibdan rasional cenderung
dapat beradaptasi dengan modernisasi tanpa ngatlkag tradisi yang
diyakininya. Dengan demikian, baik penolakan maumenerimaan
terhadap modernisasi pesantren melalui kebijakaygtaraanrou’adalah)
didasari olelknowledge and powediai sebagai agen utama pesantren.

Penelitian ini menemukan bahwa setiap pesantrenilikemisi dan
orientasi yang khas. Perbedaan misi dan orengagsinpren mempengaruhi
pola hubungan agama dan ilmu umum selanjutnya megajpehi respons
dan adaptasi terhadap introduksi modernisasi pesantelalui kebijakan
penyetaraan nju’'adalah). Pesantren yang memiliki misi dan orientasi
kaderisasi ulama memilih bertahan dengan sisteng yimiliki yaitu
dikotomi ilmu Islam dan umum. Sementara pesantsegymnenginginkan
mempertahankan diri sekaligus beradaptasi dengamiaduar maka
memilih mengintegrasikan agama dan sains.
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Dengan demikian, dapat dibuat pernyataan bahwa paikibahan
maupurstatus quasuatu lembaga pendidikan sangat tergantung padea ak
utama lembaga pendidikan. Dalam dunia pesanttesik perubahan
maupunstatus qugesantren, sangat tergantung kiai. Sebab, kiaiillkem
pengetahuan dan kekuatan menentukan suatu piliRBanelitian ini
menjelaskan bahwa kiai sebagai aktor utama pesadapat melakukan
perubahan atastatus qudergantung basis material dan ideasional sebagai
sebagai landasan konstruksi sosial. Faktor matel@al ideasionalya
mempengaruhi konstruksi sosial seorang kiai tenh@easoalan baru yang
dihadapi. Identitas sosial kiai dan peran kidada pesantren, nilai dan
norma yang dikembangkan, serta kepentinganddaadap sumber daya.

Teori konstruksi sosial tidak sepenuhnya cukup elaskan realitas
empirik yang melingkupi kiai dan kebijakamradalah Bagi penganganut
teori struktural, teori konstruksi sosial terlaluemgagungkan agen.
Menurutnya agen tidak memiliki kekuatan untuk mendung tekanan
struktural yang tidak kelihatan. Karenaitu dalamontek penerimaan
kebijakan muadalah. oleh Perguruan Islam Mathali Faalah bukan
disebabkan oleh pengearuh agen akan tetapi pdngtnuktural yang tidak
terelakkan. Pesantren dipaksa oleh kekuatan Hesapa kebijakan
muadalahyangdisponsorioleh negara. Lembaga pendidikangbrielah
menghegemoni pendidikan pesantren dan pesantregaeterpaksa
mengikuti arus besar yang ditawarkan negara gerteauan masyarakat
dengan sedikit bernegoisasi.

Dalam perspektif Pettenjer, sebuah konstruksi kdsipat distimulasi
oleh bermacam-macam kepentingan (ekonomi dan ljolikepentingan
ekonomi terutama terkait dengan upaya menguasaibesusumber
ekonomi dan pemasaran hasil produksi, sedangkapenkegan politik
terutama terkait distribusi kekuasaan dan aksesdssan politik. Dalam
konstruksi sosial, perbedaan penguasaan modaipesudaya alam, ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta perbedaan pelian gamerintahan dan
akses pada kekuasaan politik, memiliki pengaruly agnifikan terhadap
cara aktor memerankan diri dalam masyrakat. Dakrsepektif Pettenjer,
kepentingan aktor terhadap sumber daya misalnyaupakan bagian
kepentingan material. Perspektif ini memiliki kelgman terutama terletak
pada penjelasan kepentingan yang cenderung matgiemaimengabaikan
pengaruh budaya dan religi yang melingkupi aktéeh®arena itu, analisis
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identitas dan kepentingan yang senantiasa merikamp&iai pada tataran
motif material. Agen, khususnya kiai, selalu melekurasionalisasi atas
tindakannya untuk menciptakan rasa aman dalanydir Tindakan kiai
di pesantren selalu dimotivasi oleh pemikiran agkarananya tindakannya
berkaitan dengan motif memperoleh pahala dan medghidosa.

Penelitian ini semakin memperkuat relasi pesantt@am modernisasi
terkait dengan pengetahuan gaowerdari aktor pesantren. Perspektif ini
tidak hanya dibedakan menerima atau menolak masindalam relasi
sosial. Perspektif dari dalam dengan menged@pesubjek penelitian,
yakni pengetahuan, basis material dan ideasioeajadi bagian penting
dalam penelitian ini. Relasi yang dipandang negat#njadi bagian
teoretisasi yang luas dalam lembaga akademik, gkdan dalam realitas
sosial yang diteliti selama dua tahun ini akan menkbn perspektif lain
berkenaan dengan relasi pesantren terhadap masemmelalui kebijakan
muadalah.Suara subjek dalam penelitian ini menjadi bagemting dalam
penelitian ini. Oleh karena itu, tidak dapat dipkingbahwa identitas,
sistem nilai, dan kepentingan aktor dalam reafitesal telah memberikan
pengaruh konstruksi sosial aktor/ agen terhadagenmisasi pesantren.

Penelitian disertasi ini tidak bermaksud mendesgkad seseorang atau
kelompok sosial tertentu dalam masyarakat, namgin imenggambarkan,
menjelaskan, memahami serta meganalisis realitial ssebagai bagian
tanggung jawab akademik. Artinya, jika teori téistidak memungkinkan
menjelaskan realitas yang lebih kompleks, maka akenggunakan teori
lain untuk menjelaskan realitas tersebut.

C. Rekomendasi

Selanjutnya penelitian ini merekomendasikan kepge#aerintah
khususnya Kementerian Agama dan Kementerian iéikad dan
kebudayaan bahwa pendidikan pesantren merupakadidgean khas
Indonesia yang telah memberikan kontribusi dataerebut kemardekaan
dan mengisi pembangunan. Sudah seharusnya péaherimembrikan
kemudahan bagi alumni pesantren untuk memepenadeiy gerak kepada
pesantren dan alumninya sesuai dengan kehasankymbzk melanjutkan
pada jenjang pendidikan formal yang lebih tinggiaupun mengambil
peran dalam dunia kerja formal. Karena itu, kédaifenu’'adalahterhadap
pesantren perlu ditata ulang, tidak hanya diberkepada pesantren yang
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mau mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama aesgimbang saja,
tetapi juga ditujukan pada pesantren yang murnidakmi ilmu agama
secara murni. Pesantren MathdliFalah berhasil mengintegrasikan ilmu
agama dan sains pada dasarnya bukan karena miarerkgbijakan
mu’'adalah, tetapi dikarenakan integrasi ilmu umum dan agsefan lama
dilakukan sebelum ada kebijakanu'adalah Sementara berdasarkan
pengamatan peneliti, beberapa pesantren yang nedalkrimamu’adalah
tidak menunjukkan signifikasinya dalam menginteigasilmu umum dan
ilmu agama, sehingga pesantren nowrazdalah dan pesantremu’adalah
tidak jauh berbeda capainnya kecuali pada aspegape@annya. Karena
itu, kebijakanmu’adalah terkesan politis dan kurang objektif. Hal ini
karenakan rumusan pemerintah tentang keharusayaa&arikulum ilmu
umum pada pesantrenu’adalah ternyata dalam implementasinya relatif
longgar, sehingga standar isi kurikulum umum diskeaa kepada otonomi
pesantren. Bahkan, tidak semua pesantneizdalah menerapkan ilmu
umum dalam proses pembelajarannya, sehingga tyaag ditetapkan
pemerintah tidak sepenuhnya tercapai karena stasiddan proses dari
sebagian pesantrenu’adalah tidak jauh berbeda dengan pesantrern non
mu’'adalah Target akhir dari pesantrenu’adalahadalah menjadikan santri
ahli agama sekaligus menguasai pengetahuan umum.
Kebijakanmu’adalah pada dasarnya telah membantu pesantren untuk
menjaga eksistensinya di tengah persaingan pemdidiResantren yang
telah memperolemu’adalah ternyata mendapat respons positif dari
masyarakat. Karena itu, pemerintah seharusnyabuliea kran kebijakan
mu’'adalah lebih lebar. Kebijakarmu'adalah seharusnya tidak hanya
ditujukan pada tipe pesantren integratif yang ghesilkan santri abhli
ilmu agama sekaligus menguasasi ilmu umum satapitjuga pesantren
yang masih kukuh dengan tradisi pesantren yanginioru agama perlu
diakui juga. Sebab, pesantren jenis ini masih tditlkecan dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa dan membimbing karddengsa.
Perguruan Islam Mathalil Falah dan Pesantren Daruttauhid telah diakui
masyarakat berhasil mencerdaskan bangsa dan merkkardkter bangsa.
Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikarar agPesantren
Daruttauhid dan sejenisnya yang masuk kategorinpesanonmu’adalah
juga perlu diberi legalitas oleh negara. Tugas pama melakukan
kategorisasi pesantren dan ~memantau standar megsanren dan
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memberikan legitimasi kepada pesantren yang tatenrda masyarakat,
baik mu’'adalah maupun nommu’adalah

Kepada para kiai sebagai pemimpin pesantren, htatdalempertegas
identitasnya dan memperkuat perannya dalam mengeykéa pesantren.
Para kiai hendaknya menyadari bahwa pesantrenadglebal memiliki
tantangan yang tidak ringan. Para kiai hendaknjauséerinovasi dan
meletakkan pesantren sebagai bagian yang mencarddslngasa dan
membentuk karakter bangsa.

Kepada masyarakat diharapkan dapat mengubah pardaagtang
keterbelakangan  pesantren dibandingkan lembaga idiesd
persekolahan. Pesantren telah membuktikan kipeaialam menyiapkan
sumber daya manusia, terutama sebagai lembagaduigioulama.
Pesantren yang dikenal sebagai lembaga swastmistedéh terakomodasi
dalam sistem pendidikan nasional, sehingga aluresamiren tidak perlu
khawatir tidak memperoleh ruang gerak sebagainafurani pendidikan
persekolahan.
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Lampiran 1

Menimbang :

Mengingat

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama
tentang Pendidikan Keagamaan Islam;

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 456);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4769);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4864); '

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
494 1);

8. Peraturan ...



Menetapkan :

8.

10.

]

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan  Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIDIKAN
KEAGAMAAN ISLAM.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan
peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut
penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi
ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.

Pendidikan diniyah formal adalah pendidikan keagamaan Islam yang
diselenggarakan di pondok pesantren secara terstruktur dan berjenjang
yang terdiri atas pendidikan dasar dan menengah.

3. Pendidikan...



10.

L1

12.

13.

IE. 3

15.

16.

Pendidikan diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam di luar
pendidikan formal yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar
pondok pesantren dalam bentuk ma’had aly, diniyah takmiliyah, pendidikan
Al-Qur’an, majelis taklim, pengajian kitab, dan sejenisnya.

Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis
masyarakat baik sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai wadah
penyelenggara pendidikan.

Pesantren salafiyah adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan
dengan menggunakan kitab kuning dan sistem pengajaran yang ditetapkan
oleh kyai atau pengasuh.

Kitab kuning adalah kitab klasik berbahasa Arab (kutub al-turats) yang
memiliki akar tradisi keilmuan di pondok pesantren dan sesuai dengan
nilai-nilai Islam keindonesiaan.

Ma’had aly adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam tingkat tinggi
yang diselenggarakan di pondok pesantren untuk menghasilkan ahli ilmu
agama Islam (mutafagqgih fiddin) dengan kekhususan bidang keilmuan
tertentu yang berbasis kitab kuning.

Diniyah takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang
diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap
pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah.

Pendidikan Al-Qur’an adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang
menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk
memberikan pengajaran bacaan, hafalan, dan pemahaman Al-Qur’an.

Majelis taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang
menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama Islam.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan.

Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan
penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada
pendidikan diniyah dan pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban
penyelenggaraan pendidikan.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan
pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah
badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, .
memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agama.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian
Agama Republik Indonesia.

Pasal 2...



Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam bertujuan untuk:

a.

b.

menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan
ketagwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala;

mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta
didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafagqih fiddin) dan/atau
menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam
kehidupannya sehari-hari; dan

mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki
kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan,
kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (ukhuwah
Islamiyah), rendah hati (tawadhu), toleran (tasamuh), keseimbangan
(tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah), pola hidup sehat, dan
cinta tanah air.

Pasal 3

Pendidikan keagamaan Islam meliputi:

a.

b.

pendidikan diniyah; dan
pesantren,;

BAB II
PENDIDIKAN DINIYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pendidikan diniyah terdiri atas:

a.
b.

Pendidikan diniyah formal; dan

Pendidikan diniyah nonformal.

Bagian Kedua
Pendidikan Diniyah Formal

_ Paragraf 1
Jenjang Pendidikan

Pasal 5

(1) Pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a

terdiri atas:
a. Pendidikan diniyah dasar; dan
b. Pendidikan diniyah menengah.

(2) Pendidikan diniyah menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri atas pendidikan diniyah menengah pertama dan pendidikan diniyah

 menengah atas.

Pasal 6 ...



Pasal 6

(1) Satuan pendidikan diniyah dasar terdiri atas 6 (enam) tingkat.

(2) Satuan pendidikan diniyah menengah pertama terdiri atas 3 (tiga) tingkat;

(3) Satuan pendidikan diniyah menengah atas terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

(1)

(2)

(3)

()

(6)

(1)

(2)

(3)

Paragraf 2
Pendirian

Pasal 7

Pendirian Pendidikan Diniyah Formal wajib memperoleh izin dari Menteri.

Pendirian Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit:

a. penyelenggara merupakan lembaga berbadan hukum,;

b. memiliki struktur organisasi;

c. mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi setempat;

d. melampirkan pernyataan dan bukti kesanggupan untuk membiayai
lembaga pendidikan tersebut untuk jangka wak {u paling sedikit 3 (tiga)
tahun.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggaraan
Pendidikan diniyah formal wajib berada di dalam lingkungan pondok
pesantren.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pedoman pendirian Pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 3
Penamaan Lembaga

Pasal 8

Penamaan pendidikan diniyah formal dapat menggunakan nama Kulliyat al-
Mu'allimin al-Islamiyah (KMI), Madrasah al-Mu’allimin (MM), atau nama lain.

Penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat
persetujuan Kementerian Agama.

Ketentuan mengenai penamaan pendidikan diniyah formal diatur oleh
Direktur Jenderal.

Paragraf 4 ...

A

5



Paragraf 4
Kurikulum

Pasal 9

(1) Kurikulum pendidikan diniyah dasar dan pendidikan diniyah menengah
terdiri atas kurikulum keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum.

(2) Kurikulum keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
jenjang pendidikan diniyah dasar memuat paling sedikit:

a. Al-Qur’an;

b. Hadits;

c. Tauhid;

d. Figh;

e. Akhlag;

f. Tarikh; dan
g. Bahasa Arab.

(3) Kurikulum keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
jenjang pendidikan diniyah menengah pertama memuat paling sedikit:

a. Al-Qur’an;

b. Tafsir-Ilmu Tafsir;
c. Hadist-Ilmu Hadits;
d. Tauhid;

e. Figh-Ushul Figh;
f. Akhlaqg-Tasawuf;
g. Tarikh;

h. Bahasa Arab;

i, Nahwu-Sharf;

j. Balaghah; dan

k. Ilmu Kalam.

' (4) Kurikulum keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
jenjang pendidikan diniyah menengah atas memuat paling sedikit:

Al-Qur’an;
Tafsir-Ilmu Tafsir;
Hadist-Ilmu Hadits;
Tauhid,;
Figh-Ushul Figh;
Akhlag-Tasawuf;
Tarikh;

. Bahasa Arab;
Nahwu-Sharf;
Balaghah; |

. Ilmu Kalam;

Ilmu Arudh;
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m. [lmu Mantiq; dan
n. Ilmu Falak.

Pasal 10
(1) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
pada jenjang pendidikan diniyah dasar wajib memuat paling sedikit:
a. pendidikan kewarganegaraan;
bahasa Indonesia;
matematika;

ilmu pengetahuan alam; dan
ilmu pengetahuan sosial.

® oo T

(2) Kurikulum muatan pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) pada jenjang pendidikan diniyah menengah pertama wajib memuat
paling sedikit:

a. pendidikan kewarganegaraan,;
b. bahasa Indonesia;

c. bahasa Inggris;

d. matematika;

v

ilmu pengetahuan alam; dan

f. ilmu pengetahuan sosial.

(3) Kurikulum muatan pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) pada jenjang pendidikan diniyah menengah atas wajib memuat
paling sedikit:

pendidikan kewarganegaraan,;

bahasa Indonesia,;

bahasa Inggris;

matematika;

ilmu pengetahuan alam;

ilmu pengetahuan sosial; dan

g. kewirausahaan.

=0 oo o

(4) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) disusun oleh penyelenggara pendidikan diniyah formal dengan
berpedoman pada standar pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Standar
Nasional Pendidikan.

Paragraf 5
Proses Pembelajaran

Pasal 11

(1) Proses pembelajaran pada pendidikan diniyah formal dilaksanakan dengan
memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.

(2) Aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh penyelenggara pendidikan diniyah
formal sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan standar kompetensi
dan kompetensi dasar yang harus dikuasai.



Paragraf 6
Pendidik dan Tenaga kependidikan

Pasal 12

(1) Pendidik pada pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah formal terdiri atas kepala,
pustakawan, tenaga administrasi, dan tenaga lain yang diperlukan untuk
menunjang proses pembelajaran.

Paragraf 7
Peserta Didik

Pasal 14

(1) Calon peserta didik pada jenjang pendidikan diniyah menengah pertama
harus memiliki ijazah pendidikan jenjang pendidikan diniyah dasar atau
satuan pendidikan sederajat.

(2) Calon peserta didik pada jenjang pendidikan diniyah menengah atas harus
memiliki ijazah pendidikan jenjang pendidikan diniyah menengah pertama
atau satuan pendidikan sederajat.

Pasal 15

Peserta didik yang dinyatakan lulus pada pendidikan diniyah dasar dan
pendidikan diniyah menengah berhak melanjutkan ke satuan pendidikan yang
lebih tinggi pada jenis pendidikan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 8
Prasarana dan Sarana Pendidikan

Pasal 16
(1) Prasarana pendidikan yang harus dimiliki oleh pendidikan diniyah formal
paling sedikit harus meliputi:
. pondok/asrama;
. ruang kelas;
. ruang pendidik;
. ruang tata usaha;
. Tuang perpustakaan;
masjid/musholla; dan

gau Esl b S e D

. prasarana lainnya yang diperlukan.
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(2) Sarana pendidikan yang harus dimiliki oleh pendidikan diniyah formal
paling sedikit harus meliputi:

. perabot/peralatan pendidikan,;

b. media pendidikan;

c. buku/kitab dan sumber belajar lainnya;

d. bahan habis pakai; dan

e. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran
yang teratur dan berkelanjutan.

)

Paragraf 9
Pembiayaan

Pasal 17

(1) Pembiayaan pendidikan diniyah formal bersumber dari:
a. penyelenggara pendidikan diniyah formal,
b. masyarakat; dan/atau
c. sumber lain yang sah.

(2) Untuk mendirikan pendidikan diniyah formal, penyelenggara wajib memiliki
sumber pembiayaan yang cukup untuk kelangsungan program pendidikan
paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Paragraf 10
Pengelolaan Pendidikan

Pasal 18

(1) Pengelolaan pendidikan pada pendidikan diniyah formal dilaksanakan secara
mandiri, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

(2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan memperhatikan fungsi pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan.

Paragraf 11
Penilaian dan Kelulusan

Pasal 19

(1) Penilaian pendidikan pada pendidikan diniyah formal dilakukan oleh
pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah.

(2) Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan
kemajuan belajar peserta didik/santri.

(3) Penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik/santri pada
semua mata pelajaran.

(4) Penilaian oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam bentuk ujian nasional.

(S) Ketentuan ...



(5) Ketentuan mengenai pelaksanaan ujian nasional diatur oleh Direktur
Jenderal.

Pasal 20

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan telah
dinyatakan lulus ujian satuan pendidikan serta ujian nasional pada
pendidikan diniyah formal diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai penerbitan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 12
Akreditasi

Pasal 22
(1) Akreditasi dilakukan terhadap pendidikan keagamaan Islam yang berbentuk
pendidikan diniyah formal.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan

akreditasi independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Diniyah Nonformal

Pasal 23

(1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk ma’had aly,
diniyah takmiliyah, pendidikan Al-Qur’an, majelis taklim, pengajian kitab,
atau pendidikan keagamaan lainnya.

(2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dapat
diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau program.

(3) Pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan
pendidikan wajib mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama
kabupaten/kota.

(4) Pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program
dan memiliki santri sebanyak 15 (lima belas) orang atau lebih harus
mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Pasal 24

(1) Ma’had aly sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) merupakan
pendidikan keagamaan Islam tingkat tinggi yang diselenggarakan di
lingkungan pondok pesantren serta tidak memberikan gelar akademik.

(2) Lulusan ...
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(2) Lulusan ma’had aly dapat memperoleh kesetaraan jenjang perguruan tinggi
setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(3) Pedoman penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 25

(1) Diniyah takmiliyah, pendidikan Al-Qur’an, majelis taklim, dan pengajian
kitab dapat diselenggarakan baik di dalam maupun di luar pondok
pesantren.

(2) Lulusan diniyah takmiliyah, pendidikan Al-Qur’an, majelis taklim, dan
pengajian kitab tidak memberikan gelar akademik dan tidak dapat
disetarakan dengan lulusan pendidikan formal.

(3) Pedoman penyelenggaraan diniyah takmiliyah, pendidikan Al-Qur’an, majelis
taklim, dan pengajian kitab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
oleh Direktur Jenderal.

BAB III
PESANTREN
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 26

Pesantren wajib memiliki:

a. Kyai, ustad, atau sebutan lain yang sejenis;
b. santri;

c. pondok atau asrama; dan

d. masjid atau musholla.

Pasal 27

Pesantren wajib menyelenggarakan pengajian kitab kuning sesuai dengan
kekhasan masing-masing pesantren.

Pasal 28

(1) Kyai, ustadz, atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 huruf a harus lulusan pesantren dengan kompetensi ilmu agama
Islam.

(2) Pesantren dapat memiliki tenaga pendidik lain yang diperlukan dengan
kompetensi sesuai kebutuhan.

(3) Selain tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pesantren
dapat memiliki tenaga kependidikan yang meliputi pustakawan, tenaga

administrasi, dan tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses
pembelajaran.

Pasal 29 ...
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Pasal 29
(1) Santri pada pesantren bermukim di pondok pesantren.
(2) Bermukim di pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan penguasaan bahasa, kitab
kuning,pengamalan ibadah, dan pembentukan perilaku akhlak karimah.

(3) Dalam hal pondok/asrama tidak menampung santri atau berdomisili di
sekitar pesantren, santri dapat bermukim di luar pesantren atas izin
pengasuh pesantren.

Pasal 30

(1) Pesantren wajib memiliki pondok/asrama yang mampu memenuhi

kebutuhan santri untuk bertempat tinggal selama masa belajar.

(2) Pondok/asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan
aspek perlindungan, keamanan, dan kesehatan.

Pasal 31
(1) Pesantren wajib memiliki masjid/musholla yang memadai bagi kebutuhan
peribadatan para santri.

(2) Masjid/musholla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan
sebagai tempat pelaksanaan proses belajar santri dan pelaksanaan ibadah
masyarakat di sekitar pesantren.

Pasal 32

(1) Pesantren yang memiliki 15 (lima belas) santri atau lebih wajib mendaftarkan

diri ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

(2) Pesantren yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan tanda daftar pesantren oleh Kantor Kementerian Agama
kabupaten/kota.

(3) Pesantren yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak
mendapatkan pembinaan dari Kementerian Agama.

Pasal 33

Pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran di pesantren dilakukan
oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pendidikan di Pesantren

Pasal 34

Dalam penyelenggaraan pendidikan, pesantren dapat berbentuk:
a. satuan pendidikan; dan/atau

b. wadah penyelenggaraan pendidikan.

Paragraf 1 ...
e 10



Paragraf 1
Pesantren sebagai Satuan Pendidikan

Pasal 35

Pesantren sebagai satuan pendidikan diselenggarakan dalam bentuk pesantren
salafiyah.

Pasal 36

(1) Penyelenggaraan pesantren salafiyah bertujuan untuk menghasilkan santri
yang memiliki pengetahuan agama Islam dan/atau ahli agama Islam serta
mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan atas
kitab kuning.

(2) Penyelenggaraan pesantren salafiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berbentuk pengajian kitab dan/atau program takhasus pada ilmu
keislaman sesuai dengan ciri khas dan keunggulan masing-masing
pesantren.

Pasal 37

(1) Kurikulum pesantren salafiyah terdiri atas pendidikan keagamaan dan
pendidikan kekhasan masing-masing pesantren yang didasarkan atas kitab
kuning.

(2) Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi disiplin
ilmu agama Islam yang membekali santri untuk dapat mengamalkan ajaran
agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

(3) Pendidikan kekhasan masing-masing pesantren sebagaimana dimaksud
dalam pasal (1) merupakan penguatan disiplin ilmu agama Islam tertentu

yang didasarkan atas kitab kuning yang menjadi ciri pesantren yang
bersangkutan.

Pasal 38

Penjenjangan santri pesantren salafiyah didasarkan atas penguasaan yang
bersangkutan terhadap tingkatan kitab kuning yang diajarkan.

Pasal 39

(1) Metode pengajaran pesantren salafiyah dapat menggunakan metode
pengajian individual (sorogan), pengajian massal (bandongan), dan metode
pengayaan kekhasan pondok pesantren.

(2) Pengajaran pesantren salafiyah dapat diselenggarakan berdasarkan waktu
shalat dan waktu-waktu tertentu lainnya.

Pasal 40 ...
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Pasal 40

(1) Penilaian pada pesantren dilakukan oleh kyai atau pengasuh pesantren.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan
belajar santri.

Paragraf 2
Pesantren sebagai Wadah

Pasal 41

(1) Pesantren sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dapat menyelenggarakan:

a. pendidikan diniyah;

pendidikan umum;

pendidikan umum dengan kekhasan Islam;
pendidikan kejuruan;

pendidikan tinggi; dan/atau
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pendidikan lainnya.

(2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pendidikan keagamaan Islam
dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan
pendidikan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh pengawas pendidikan di lingkungan Kementerian Agama.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pesantren yang telah mendapatkan penyetaraan (muadalah) sebelum peraturan

ini berlaku dinyatakan sebagai pendidikan diniyah formal berdasarkan
peraturan ini.

BAB VI ...
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku semua peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pendidikan diniyah dan pesantren
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti
dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2012

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
TTD

AMIR SYAMSUDDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 232

Salinan sesuai dengan aslinya
_Kementerian Agama R.I

c<um dan Kerja Sama Luar Negeri
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-

| i

\ s /) “:/ ¢
¥ “<H/ Mubaro , M.Sc
Nk ;_3«_3;?;%519550 78031001



Lampiran 2

R
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG -
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa Peraturan Menteri- Againa Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pendidikan Keagamaan Islam telah menimbulkan
berbagai persepsi yang tidak sesuai dengan maksud dan
tujuan peraturan dimaksud dan karenanya perlu dicabut;

Menginget : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 124, Tambahan Lembarda Negara Republik
Indonesia Nomor 4769);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
tentang  Perubahan  Ketiga Atas  Peraturan  Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

(}-)

. Peraturan - Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tenteng
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Esclon I Kementerian Negara;

4. Peraturan Mentexi Agama Nomor 10 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Reputlik Indonesia Tahun 2010 Nomor
592);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCAEUTAN

PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM.

Pasal 1 ...



Pasal 1

Peraturan Menteri- Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Keagamaan Islam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.-

Pasal 2 ~

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrmtopkan pengundangan
Peraturan Mentert ini dengan ancmpatannya Calam Berlta Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2012

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd
SURYADHARMA ALl

Diundangkan di Jakarta ,
pada tanggal 19 Juni 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 639

-~ Salinan sesuai dengan aslinya
. Kementerian Agamu R.}
Kepals Biro Hokum'dan Kerja Sama Luar Negeri

\ ~-p

)/'

H. Mut;‘/wf SH, M.S¢
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Lampiran -

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

* NOMOR: DJ.II/DT.I1.II/507/2006

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN STATUS KESETARAAN

PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DENGAN MADRASAH ALIYAH

Menimbang

Mengingat

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

: a bahwa dalam rangka peningkatan kualitas mutu penyelenggaraan

pendidikan di Pondok Pesantren, maka perfu dltempkan pengakuan setara
Madrasah Aliyah ;

. bahwa penyelenggaraan pcndndlkan di Pondok Pesantren sebagaimana

tersebut dalam Lampiran Keputusan ini telah menyelenggarakan
pendidikan 3 (tiga) tahun sesudah Madrasah Tsanawiyah/Sekolah
Menengah Pertama atau pendidikan 6 (enam) tahun setelah MI/SD;

. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas

perlu ditetapkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tentang

Pengakuan keseman/mu’adalah pendldlkan di Pondok Pesantren dengan
Madrasah Aliyah. -

. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2093 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan;

. Peraturan Presiden R.I. Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara RI;

. Peraturan Presidan Nomor 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon I Kementerian Negara RI :

. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/l992

tentang Sekolah Menengah Umum;

. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 370 tahun 1993 tentang Madrasah

Madrasah Aliyah ;

., Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 373 tahun 1993 tentang Kurikulum

Madrasah Aliyah;

. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 742 tahun 1997 tentang Status

Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menangah di lingkungan
Direktirat Jenderal Kelembagaan Agama Islam,




.

9. Keputusan Direkiur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor
" Ef251.A71997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang
Pendidikan Dasar Menengah

Mempemaﬁkan +Surat Edaran Difjen  Kelembagaan Agama Islam  Nomor

Menetapkan
Penaxha

Kedua

Ketiga

Keenipat
Kelima

Keenam

DJI/PP.01.1/AZ/9/02 Tanggal 26 Nopember 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan. Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren
dengan Madrasah Aliyah;

MEMUTUSKAN

: PENGAKUAN KESETARAAN/MU’ADALAH PENDIDIKAN PONDOK

PESANTREN DENGAN MADRASAH ALIYAH

: Pengakuan Pendidikan di Pondok Pesantren yang tersebut dalam lampiran

Keputusan ini setara dengan Medrasah Aliyah.

: Tamatan Pendidikan di Pondok Pesantren sebagaiamana tersebut dalam

lampiran Keputusan ini dapat melanjutklan ke j Jenjang Pendidikan Tinggi dan
melamar pekerjaan pada sektor formal.

: Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak

tanggal ditetapkan. Pondok pesantren yang memperoleh peringkat B dan C
boleh mengajukan usul kembali untuk memperoleh nilai kesctaraan yang
lebih tinggi setelah status keseiaraannya berlaku 2 (dua) tahun.

: Pengakuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama, akan dievaiuasi

sctelah 4 (empat) tahun dari ditetapkannya keputusan ini oleh Tim Evaluasi
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. |

: Apabila dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemberian status

kesetaraan pada diktum pertama di atas, tidak sesuai lagi dengan ketentuan,
maka akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu yang ditetapkan;

. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Nopember 2006
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Lamgpiran 1: KEPUTUSAN DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM
Nomor : DJ.II/DT.II.I1/507/2006

'DAFTAR PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN
YANG MEMENUHI SYARAT PENYETARAAN DENGAN

TAMATAN MADRASAH ALIYAH
N NAMA PFRINGKAT DAN
0 PONDOK * ALAMAT JUMLAH NILAI

PESANTREN

1 | Madrasah Aliyah . |JL. Patrem No. 5 Desa|  Sangat Baik (A)

Salafiyah Pondok Tremas, Kec. Arjosari. :

Pesantren Tremas Kabupaten Pacitar. Jawa
‘ Timur Telepon : 0357-

631001

2 | Madrasah Aliyah Jl KH Abdul Hamid Cukup (C)
Salafiyah Pondok Viil/14 Kebonsari
Pesantren Salafiyah | Purwarejo Pasuruan Jawa-
Syafiiyyah Timur Telepon. 0343-
' 42144

3 | Madrasatul Ulya Jl KH Wahid Hasyim Cukup (C)
Pondok Pesantren Tanjung Anom Nganjuk |

Miftahul Mubtadiin | Jawa Timur Telepon

0358-771010

4 | Dirasatul Muallimin | Banyuanyar Palengaan Cukup (C)
Pondok Pesantren Al- | Pamekasan Jawa Timur| -
Hamidy | Telepon 0324-332117

Jakartz, 30 Nopember 2006




Lampiran : -

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : Dj. 1/457/2008

TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS KESETARAAN (MU’ADALAH)
LEMBAGA PENDIDIKAN PADA PONDOK PESANTREN

Menimbang

Mengingat

®

b

DENGAN MADRASAH ALIYAH/SMA

bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren
yang menyelenggarakan pendidikan setingkat Madrasah Aliyah dan/atau

yang sederajat, maka perlu ditetapkan pengakuan status mu’adalah (setara)
dengan Madrasah Aliyah;

. bahwa di Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan setingkat

Madrasah Aliyah dan/atau yang sederajat sebagaimana tersebut dalam
lampiran Keputusan ini telah menyelenggarakan pendidikan 3 (tiga) tahun
sesudah Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu
ditetapkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tentang Penetapan
Pengakuan status Mu’adalah (setara) terhadap Pendidikan Pondok
Pesantren setingkat Madrasah Aliyah dan/atau yang sederajat dengan
madrasah Aliyah.

. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional,

. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan

Menengah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan,;

. Peraturan Presiden R.I. Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara RI; ' ‘

. Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;



Memperhatikan :

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

- Keempat

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992

' tentang Sekolah Menengah Umum;

7. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 370 tahun 1993 tentang Madrasah
Aliyah;

8. Keputusan Menteri: Agama R.L Nomor 373 tahun 1993 tentang Kurikulum
Madrasah Aliyah;

9. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 742 tahun 1997 tentang Status
Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan
Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama [slam; ‘

10. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor

E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang
Pendidikan Dasar Menengah

1. Surat Edaran Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor :
DJ.II/PP.01.1/AZ/9/02 Tanggal 26 Nopember 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren
dengan Madrasah Aliyah;

2. Hasil verifikasi petugas dari Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan

Pondok Pesantren terhadap pondok pesantren yang telah mengajukan
status mu’adalah pada tanggal 27-29 Agustus 2007

3. Hasil Sidang Tim Penilaian Penetapan Pondok Pesantren Mu’adalah gada
tanggal 10 September 2007 di ruang Direktur Pendidikan Diniyah dan
pondok Pesantren

MEMUTUSKAN

PENGAKUAN STATUS MU’ADALAH (KESETARAAN) TERHADAP
PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN SETINGKAT MADRASAH
ALIYAH DENGAN MADRASAH ALIYAH

Pendidikan Pondok Pesantren yang menyeleﬁggarakan pendidikan setingkat
Madrasah Aliyah dan/atau yang sederajat pada lampiran Keputusan ini, setara
dengan Madrasah Aliyah.

[jazah tamatan Pendidikan Pondok Pesantren yang menyelenggarakan
pendidikan setingkat Madrasah Aliyah dan/atau yang sederajat sebagaimana

tersebut dalam lampiran Keputusan ini, mendapat pengakuan setara dengan
Madrasah Aliyah.

Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak
tanggal ditetapkan.

Pengakuan sebagalmana tersebut pada dictum pertama, akan dievaluasi
setelah 2 (dua) tahun dari ditetapkannya keputusan ini oleh tim evaluasi
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren.



Kelima : Apabila dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemberian status
kesetaraan pada diktum pertama di atas, tidak sesuai lagi dengan ketentuan,
" maka akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu yang ditetapkan.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
ada tanggal : 23 Desember 2008




DAFTAR PONDOK PESANTREN MU’ ADALAH

(TMI) Pesantren Darul Muttagien

Tahun 2008
NO NAMA PESANTREN ALAMAT DAN TELP.
1. | Pesantren Lirboyo, Madrasah Aliyah | PO BOX 162 Kota Kediri 64101 Jawa Timur,
Hidayatul Mubtadi’en Tlp. 0354-773608 Fax. 772171
2. | Pesantren Sidogiri, Madrasah Aliyah | Sidogiri Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Tlp.
Miftahul Ulum 0343-420444 Fax. 0343-428751
3. | Pesantren Mathali’ul Falah Kajen Desa Kajen — Margoyoso Pati Jawa Tengah
Margoyoso Pati
4. | Pesantren Modern Gontor Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Tlp. 0352-
311711
5. | Pesantren Al-Amien Prenduan Kode Pos 69465 Kabupaten Sumenep Jawa
Sumenep Timur Fax. 0328-821777
6. | Pesantren Darul Rahman Jakarta J1. Senopati Dalam II No. 35 Kebayoran Baru
DKI Jakarta Selatan Tlp. 021-5226928
7. | Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok J1. Patrem No. 5 Desa tremas Arjosari
Pesantren Termas kabupaten Pacitan Jawa Timur Tip. 0357-
631001
8. | Madrasah Aliyah Salafiyah PP JI. KH. Abdul Hamid VIII/14 Kot1 Pasuruan
Salafiyah Pasuruan Jawa Timur Tlp. 0343-421474 Fax. 0343-
411772
9. | Madrasah Ulya PP Miftahul J1. KH. Wahid Hasyim 126 Krempyang
Mubtadiin Tanhung Anom kabupaten Nganjuk Jawa
Timur Tlp. 0358-773456
10. | Dirasatul Mualimin al-Islamiyyah Banyuanyar Palengaan Kabupaten Pamekasan
(DMI) PP al-Hamidy Jawa Timur Tlp. 0324-332117
11. | Pesantren Darunnajah Jakarta Selatan | JI. Ulujami Raya 86 Pasangrahan Jakarta
Selatan DKI Tlp. 6221-7350187 Fax. 6221-
73886529
12. | Tarbiyatu Muta’alimin al-Islamiyyah

Parung Kabupaten Bogor Jawa Barat




13.

Kulliyatul Mu’allimin al-Islamiyyah
(KMI) Pesantren Raudhatul Hasanah
Medan

J1. Jamin Ginting Payabundung Simpang
Selayang Kota Medan Sumatera Utara Tlp.
061-8360135 Fax. 061-8362535

Pesantren/Dayah Darul Munawarah

14. | Pesantren modern al-Barokah Ngepong Patianrowo Nganjuk jawa Timur
patianrowo Nganjuk Jatim
15. | Pesantren mathlabul Ulum Sumenep | J1. Raya Lenteng Desa Jambu Kec. Lenteng
Jawa Timur Kabupaten Sumenep Jatim 0328-673939 Kode
Pos 69461
16. | Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta JI. KH. Samanhudi 03 Tegalsari Surakarta
Jawa Tengah Jateng
17. | Pesantren Modern al-Mizan Lebak JI. Jenderal Sudirman KM 3 Narimbang
Banten Rangkasbitung Lebak Banten 42315
18. | Pesantren al-Basyariah Kabupaten Bandung Jawa Barat
19. | Pesantren Modern Al-Ikhlas Ciawi lor Kabupaten Kuningan Jawa Barat
Kuningan
| 20. | TMI Pesantren Darunnajah Cipiring Cipiring J1. Argapura Cigudeg Jasinga PO
Bogor BOX 1 Bogor Jabar 16690 (0251) 470044
21. | TMI Pesantren Darussalam Cibatu J1. Raya Kurnia Kp. Sindangsari 01/09 Ds.
Garut Kersamanah Kec. Kersamanah Cibatu Garut
Jabar Tromol Pos No. 2/CBT Garut 44185
(0262) 421588
22 | KMI Pesantren Daar al-Qolam Gintung Kec. Jayanti Tanggerang Banten J21-
Girntung Jayanti Tanggerang 5952236
23. | KMI Pesantren Pabelan Muntilan Pabelan, Mungkide Muntilan Magelang PO
Magelang BOX 800 Muntilan Tlp. & Fax. 0293-782110-
782040 Jateng
24. | KMI Pesantren Baitul Arqom, Balung | Komplek Pondok Putri Baitul Arqom J1.
Jember Karang Duren No 32 Balung Jember Jatim
0336-621315
25. | KMI Pesantren Nurul Ikhlas Tanah Pincuran Tinggi Padang Panjang Tanah Datar
Datar Sumbar (0752) 83425
26. | Pesantren madrasah Aliyah Pondok Desa Kuta Krueng Bandar Due Ulee Gle Kab.

Pidie NAD Tlp. 0644-510078 Fax. 0644-




Pidie Aceh

510085 Kode Pos 24188

27.

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren
Hikamus Salafiyah (MHS) Cirebon

J1. Gondang Manis Babakan Ciwaringin
Cirebon 0231-338§2447

28.

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren

Karangmangu Sarang Rembang Tip. 0356-

al-Anwar Sarang Rembang 411321 Fax. 0356-411386 Jawa Tengah

29. | Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sumbersari Kencong Kepung Kediri Jawa
Darussalam Kediri Timur

30. | Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Ploso Mojo PO BOX 121 Kediri Jawa Timur
al-Falah Ploso Kode Pos 62354

31. | Madrasah Aliyah Pondok Pesantren J1. Kedinding Lor 99 Surabaya Jawa Timur
as-Salafy al-Fitrah ' Tlp. 031-3722771 Fax. 031-376803

32. | Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Ji. KH. Wahid Hasyim PO BOX 03 Kalijajar-
Nurul Qodim Kulon Paiton Probolinggo Jawa Timur




Lampiran .

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : Dj. 1/885/2010
TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS KESETARAAN (MU’ADAL AH)

Menimbang

Mengingat

LEMBAGA PENDIDIKAN PADA PONDOK PESANTRE!N

DENGAN MADRASAH ALIYAH/'SMA

a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan akses di bidang

pendidikan, maka perlu ditetapkan perpanjangan pengakuan setara
(mu’adalah) bagi lembaga pendidikan pada pondok pesantren dengan
Madrasah Aliyah/SMA;

. bahwa penyelenggaraan pendidikan pada Pondok Pesantren sebagaimana

terscbut dalam lampiran Keputusan ini telah menyelenggarakan

pendidikan 3 (tiga) tehun sesudah madrasah Tsanawiyah/Sekolah
Menengah Pertama;

. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu

ditetapkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tentang Pengakuan

lembaga pendidikan pada pondok Pesartren setara (mu’adalah) dengan
madrasah Aliyah/SMA

. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan

Menengabh;

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama

dan Pendidikan Keagamaan;

. Peraturan Presiden R.I. Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tngas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Orgamsam dan Tata Kerja Kementerian
Negara RI;

. Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon I Kementerian Negara RI; -

. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992

tentang Sekolah Menengah Umum;

. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 370 tahun 1993 tentang Madrasah

Aliyah;

. Keputusan Menteri Agama R.1. Nomor 373 tahun 1993 tentang Kurikulum

Madrasah Aliyah;



Memperhatikan :

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Kelima

Keenam

10.Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 742 tahun 1997 tentang Status
Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan
Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam; '

11.Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor

E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang
Pendidikan Dasar Menengah

1. Surat Edaran Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor :
DJ.II/PP.01.1/AZ/9/02 Tanggal 26 Ncpember 2002 dan surat edaran
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 410/C/MN/2005 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan (Mu’adalah)
Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah/SMA,;

2. Hasil verifikasi petugas dari Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren terhadap pondok pesantren yang telah mengajukan
status perpanjangan mu’adalah pada tanggal 9-11 Oktober 2010

MEMUTUSKAN

PERPANJANGAN STATUS MU’ADALAH (SETARA) BAGI LEMBAGA

PENDIDIKAN PADA POMNDOK PESANTREN DENGAN MADRASAH
ALIYAH/SMA

: Lembaga Pendidikan pada Pondok Pesantren sebagaimana terlampir adalah

setara (mu’adalah) dengan Madrasah Aliyah/SMA.

: ljazah tamatan Pendidikan Pondok Pesantren sebaga mana terlamplr

mendapat pengakuan setara (mu’adalah) dengan ijazah Madrasah
Aliyah/SMA.

Pengakuan sebagaimana tersebut pada dictum pertama, akan dievaluasi
setelah 2 (dua) tahun dari ditetapkannya keputusan ini oleh tim evaluasi
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren. ;

Apabila dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemberian status
kesetaraan pada dictum pertama di atas, tidak sesuai lagi dengan ketentuan,
maka akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu yang ditetapkan.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : Jakarta
s : 9 Desember 2010




Lampiran :

KEPUTUSAN DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM
Nomor : DJ.II/ /10 Tanggal :

Desember 2010.

DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN PADA PONDOK PESANTREN

YANG MEMENUHI SYARAT PERPANJANGAN PENYETARAAN (MU’ADALAH)

DENGAN TAMATAN MADRASAH ALIYAH.

NO NAMA PESANTREN ALAMAT DAN TELP.
1. | Pesantren Lirboyo, Madrasah Aliyah | PO BOX 162 Kota Kediri 64101 Jawa Timur,
Hidayatul Mubtadi’en Tlp. 0354-773608 Fax. 772171
2. | Pesantren Sidogiri, Madrasah Aliyah .

Sidogiri Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Tlp.

Miftahul Ulum 0343-420444 Fax. 0343-428751

3. | Pesantren Mathali’ul Falah Kajen Desa Kajen — Margoyoso Pati Jawa Tengah
Margoyoso Pati

4. | Pesantren Modern Gontor Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Tlp. 0352-

» 311711

5. | Pesantren Al-Amien Prenduan Kode Pos 69465 Kabupaten Sumenep Jawa
Sumenep Timur Fax. 0328-821777

6. | Pesantren Darul Rahman Jakarta J1. Senopati Dalam II No. 35 Kebayoran Baru

DKI Jakarta Selatan Tlp. 021-5226928

7. | Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok JI. Patrem No. 5 Desa tremas Arjosari

Pesantren Termas Kabupaten Pacitan Jawa Timur Tlp. 0357-
631001

8. | Madrasah Aliyah Salafiyah PP JI. KH. Abdul Hamid VIII/14 Kota Pasuruan

Salafiyah Pasuruan Jawa Timur Tlp. 0343-421474 Fax. 0343-
411772

9. | Madrasah Ulya PP Miftahul JI. KH. Wahid Hasyim 126 Krempyang

Mubtadiin Tanhung Anom kabupaten Nganjuk Jawa
Timur Tlp. 0358-773456

10. | Dirasatul Mualimin al-Islamiyyah Banyuanyar Palengaan Kabupaten Pamekasan
(DMI) PP al-Hamidy Jawa Timur Tlp. 0324-332117

11. | Pesantren Darunnajah Jakarta Selatan | J1. Ulujami Raya 86 Pasangrahan Jakarta

Selatan DKI Tlp. 6221-7350187 Fax. 6221-
73886529

12. | Tarbiyatu Muta’alimin al-Islamiyyah | Parung Kabupaten Bogor Jawa Barat
(TMI) Pesantren Darul Muttagien , -

13. | Kulliyatul Mu’allimin al-Islamiyyah | Jl. Jamin Ginting Payabundung ¢iinf ang
(KMI) Pesantren Raudhatul Hasanah | Selayang Kota Medan Sumatera Utara Tlp.
Medan 0€1-8360135 Fax. 061-8362535

14. | Pesantren Modern al-Mizan Lebak | J1. Jenderal Sudiiman KM 3 Narimbang

| Banten Rangkasbitung Lebak Banten 42315
15. | Pesantren al-Basyariah Kabupaten Bandung Jawa Barat
16. | Pesantren Modern Al-Ikhlas Ciawi lor Kabupaten Kuningan Jawa Barat

Kuningan




17.

TMI Pesantren Darunnajah Cipiring
Bogor

Cipiring J1. Argapura Cigudeg Jasinga PO
BOX 1 Bogor Jabar 16690 (0251) 470044

18. | KMI Pesantren Daar al-Qolam Gintung Kec. Jayanti Tanggerang Banten 021-
Gintung Jayanti Tanggerang 5952236

19. | KMI Pesantren Pabelan Muntilan Pabelan, Muungkide Muntilan Magelang PO
Magelang BOX 800 Muntilan Tlp. & Fax. 0293-782110-

782040 Jateng

20. | KMI Pesantren Baitul Arqom, Balung | Komplek Pondok Puiri Baitul Arqom J1.

Jember Karang Duren No 32 Balung Jember Jatim
0336-621315 '

21. | Pesantren madrasah Aliyah Pondok Desa Kuta Krueng Bandar Due Ulee Gle Kab.
Pesantren/Dayah Darul Munawarah Pidie NAD Tlp. 0644-510078 Fax. 0644-
Pidie Aceh 510085 Kode Pos 24188

22 | Madrasah Aliyah Pondok Pesantren J1. Gondang Manis Babakan Ciwaringin
Hikamus Salafiyah (MHS) Cirebon Cirebon 0231-3382447

23. | Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Karangmangu Sarang Rembang Tlp. 0356-
al-Anwar Sarang Rembang 411321 Fax. 0356-411386 Jawa Tengah

24. | Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sumbersari Kencong Kepung Kediri Jawa
Darussalam Kediri Timur

25. | Madrasah Aliyah Fondok Pesantren Ploso Mojo PO BOX 121 Kediri Jawa Timur
al-Falah Ploso Kode Pos 62354

26. | Madrasah Aliyah Pondok Pesantren J1. Kedinding Lor 99 Surabaya Jawa Timur
as-Salafy al-Fitrah Tlp. 031-3722771 Fax. 031-376803

217.

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren
Nurul Qodim ‘

JI. KH. Wahid Hasyim PO BOX 03 Kalijajar
Kulon Paiton Probolinggo Jawa Timur

Jakarta, 9 Desember 2010

DIREKTORAT JENDERA

* | PENDIDIKAN ISLAM




Lampiran 3

e

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18TAHUN 2014
TENTANG

SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH PADA PONDOK PESANTREN

Menimbang

Mengingat

[a—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa satuan pendidikan keagamaan Islam yang
diselenggarakan oleh  pondok  pesantren  dengan
mengembangkan sistem pendidikan pesantren memberikan
kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan bangsa
dan telah mendapatkan pengakuan penyetaraan (muadalah)
dari lembaga pendidikan luar negeri sehingga lulusan dari
satuan pendidikan keagamaan Islam tersebut dapat
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

bahwa dalam rangka pengakuan penyetaraan satuan
pendidikan muadalah pada pondok pesantren dengan
satuan pendidikan formal di lingkungan Kementerian
Agama diperlukan aturan yang lebih kuat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Agama tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada
Pondok Pesantren;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301};

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54 10);

Peraturan Pemerintah Normor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4769);

5, Peraturan ...



10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang’
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864};

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4941); '

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Presiden Nomeor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;

Peraturan Mentert Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomoer 592)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1202);

Peraturan Menteri Agama Nomeor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 851);

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik
Indenesia Tahun 2014 Nomor 822);

MEMUTUSKAN: ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SATUAN

D
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PENDIDIKAN MUADALAH PADA PONDOK PESANTREN,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
alam Peraturan Menteri Agama i yang dimaksud dengan:

Satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren yang selanjutnya
disebut satuan pendidikan muadalah adalah satuan pendidikan keagamaan
Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren
dengan mengembangkan Kkurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan
basis Kkitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan
muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan
jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.

. Pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan

peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut
penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi
ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.

Pondok pesantren yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga
pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang
menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu
menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.

Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan
tradisi keilmuan Islam di pesantren.

Dirasah islamiyah adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang
tersusun secara sistematik, terstruktur, dan terorganisasi (madrasy).

Pola pendidikan mu’allimin adalah sistem pendidikan pesantren yang
bersifat integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum
dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra dan
kokurikuler.

. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,

isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu.

Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan
penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada
pendidikan diniyah dan pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban
penyelenggaraan pendidikan.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan
pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah
badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau,
dan mengendalikan standar nasional pendidikan.

. Menter: adalah Menteri Agama.

. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 2 ...



Pasal 2

Penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah bertujuan untuk:

a. menanamkan kepada peserta didik untuk memibki keimanan dan
ketagwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala;

b. mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan
peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaggih fiddin)
dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam
dalam kehidupannya sehari-hari; dan

c. mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki
kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan,
kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (ukhuwah
Islamiyah), rendah hati (tawadhu), toleran (tasamuh), keseimbangan
(tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah), pola hidup sehat, dan
cinta tanah air.

BADB 11
PENDIRIAN, JENIS, DAN PENAMAAN

Baglan Kesatu
Pendirian

Pasal 3
(1) Pendirian satuan pendidikan muadalah wajib memperoleh izin dari Menteri.
(2) Satuan pendidikan muadalah didirikan dan dimiliki oleh pesantren,

(3) Perizinan satuan pendidikan muadalah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memenuhi persyaratan pesantren penyelenggara pendidikan,
satuan pendidikan muadalah, dan penilaian khusus.

(4) Persyaratan pesantren penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling sedikit:
a. memiliki tanda daftar pesantren dari Kantor Kementerian Agama
kabupaten/kota;
b.. oganisasi nirlaba yang berbadan hukum,

o

memiliki struktur organisasi pengelola pesantren; dan

d. memiliki santri mukim paling sedikit 300 (tiga ratus) orang yang belum
mengikuti layanan pendidikan formal atau program paket A, paket B,
dan paket C.

(5) Persyaratan satuan pendidikan muadalah sebagaimana dimaksud pada
avat (3) paling sedikit:

a. bukan satuan pendidikan formal atau paket A, paket B, dan paket C;

b. wajib diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren; dan

c. penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf a dan b telah berlangsung paling sedikit:

1. 5 (lima) tahun berturut-turut untuk pengusulan setingkat Madrasah
Ibtidaiyah (MI);

2. 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum pengusulan perizinan satuan
pendidikan muadalah, untuk pengusulan setingkat Madrasah
Tsanawiyah (MTs) dan setingkat Madrasah Aliya (MA); dan

3. 5 (lima) tahun berturut-turut untuk pengusulan setingkat MA dengan
menggabungkan setingkat MTs dan MA selama 6 (enam) tahun
sekaligus.

d.mendapat ...



d. mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
setempat.
(6) Penilaian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. kurikulum satuan pendidikan muadalah;
b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai;

c. sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di dalam
pesantren;

d. sumber pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit
untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya;

e. sistemn evaluasi pendidikan;
f. manajemen dan proses pendidikan yang akan diselenggarakan; dan
g. peserta didik dan calon peserta didik yang cukup.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Jenis

Pasal 4
(1) Jenis satuan pendidikan muadalah terdiri atas salafiyah dan mu’allimin.

(2) Jemis satuan pendidikan muadalah salafiyah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah satuan pendidikan muadalah berbasis kitab kuning.

(3) Jenis satuan pendidikan muadalah mu’allimin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah satuan pendidikan muadalah berbasis dirasah islamiyah
dengan pola pendidikan muallimin.

Bagian Ketiga
Penamaan
Pasal 5

(1} Penamaan satuan pendidikan muadalah dapat menggunakan nama
Madrasah Salafiyah, Madrasah Muwallimin, Kulliyat al-Mwallimin  al-
Islamiyah (KMI), Tarbiyat al-Muw’allimin al-Islamiyah (TMI), Madrasah al-
Mu’allimin al-Islamiyah (MMI}, Madrasah al-Tarbiyah al-Islamiyah (MT]) atau
nama lain yang diusulkan oleh lembaga pengusul dan ditetapkan oleh
Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penamaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB 11
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Penjejangan

Pasal 6

(1) Satuan pendidikan muadalah terdiri atas:
a. satuan pendidikan muadalah setingkat pendidikan dasar; dan
b. satuan pendidikan muadalah setingkat pendidikan menengah.

(2) Satuan ...




(2) Satuan pendidikan muadalah setingkat pendidikan dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas setingkat MI dan MTs.

(3) Satuan pendidikan muadalah setingkat pendidikan menengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah setingkat MA.

Pasal 7
(1) Satuan pendidikan muadalah setingkat MI sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. diselenggarakan selama 6 (enam) tahun; dan
b. bukan satuan MI/Sekolah Dasar (SD)/Paket A/sederajat.
(2) Satuan pendidikan muadalah setingkat MTs diselenggarakan dengan
ketentuan sebagait berikut:
a. diselenggarakan selama 3 (tiga) tahun; dan
b. bukan satuan MTs/Sekolah Menengah Pertama  (SMP)/Paket
B/sederajat.
(3) Satuan pendidikan muadalah setingkat MA diselenggarakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. diselenggarakan selama 3 (tiga) tahun; dan
b. bukan satuan MA/Sekolah Menengah Atas (SMA)/Paket C/sederajat.

Pasal 8

Satuan pendidikan muadalah setingkat MA dapat diselenggarakan dengan
menggabungkan satuan pendidikan muadalah setingkat MTs dan setingkat MA
selama 6 (enam) tahun secara berkesinambungan.

Pasal ©

Dalam hal satuan pendidikan muadalah tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, maka akan ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Kuriukulum

Pasal 10

{1} Kurikulum satuan pendidikan muadalah terdiri atas kurikulum
keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum.

(2} Kurikulum keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembangkan berdasarkan kekhasan masing-masing penyelenggara
dengan berbasis pada kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola
pendidikan mu’allimin.

(3) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat paling sedikit:
a.pendidikan kewarganegaraan (al-tarbiyah al-wathaniyah);
b.bahasa Indonesia (al-lughah al-indunisiyah);
c. matematika (al-riyadhiyat); dan
d.ilmu pengetahuan alam (al-ulum al-thabt’iyah).

(4) Kurtkulum ...



(4) Kurikulum bermuatan pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disusun oleh penyelenggara satuan pendidikan muadalah dengan
berpedoman pada standar pendidikan yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.

Bagian Ketiga
Proses Pembelajaran

Pasal 11

(1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan muadalah dilaksanakan
dengan memperhatikan aspek ketercapaian kompetensi, sumber dan sarana
belajar, konteks/lingkungan, dan psikologi peserta didik.

(2} Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan
dalam perencanaan pembelajaran dan penilaian.

Bagian Keempat
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 12

(1) Pendidik pada satuan pendidikan muadalah harus memenuhi kompetensi
sesual bidang keillmuan yang diampunya.

(2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan muadalah terdiri atas
pengawas pendidikan [slam, kepala satuan pendidikan muadalah, wakil
kepala. satuan pendidikan muadalah, tenaga perpustakaan, tenaga
administrasi, tenaga laboratorium, dan tenaga lain yang diperlukan untuk
menunjang proses pembelajaran.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kependidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan cleh Direktur Jenderal.

Bagian Kelima
Peserta Didik

Pasal 14
Peserta didik pada satuan pendidikan muadalah setingkat MI harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. tidak sedang mengikutl satuan pendidikan MI/SD/Paket A/sederajat;
b. aktif mengikuti kegiatan pembelajaran di pesantren; dan
c. bertempat tinggal/mukim di pesantren.

Pasal 15
Peserta didik pada satuan pendidikan muadalah setingkat MTs harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki jjazah MI/SD/Paket A/ satuan pendidikan muadalah setingkat MI;
b. tidak sedang mengikuti satuan pendidikan MTs/ SMP/Paket B/ sederajat;
c. aktif mengikuti kegiatan pembelajaran di pesantren; dan
d. bertempat tinggal/ mukim di pondok pesantren.

Pasal 16 ...



Pasal 16
Peserta didik pada satuan pendidikan muadalah setingkat MA harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki ijazah MTs/SMP/Paket B/satuan pendidikan muadalah setingkat
MTs;

b. tidak sedang mengikuti satuan pendidikan MA/SMA/Paket C/sederajat;
aktif mengikuti kegiatan pembelajaran di pesantren; dan
d. bertempat tinggal/mukim di pondok pesantren.

o

Pasal 17

(1) Peserta didik yang mengikuti satuan pendidikan muadalah setingkat MA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikecualikan dari ketentuan
memiliki ijazah MTs/SMP/Paket B/satuan pendidikan muadalah setingkat
MTs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a.

(2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menamatkan
pendidikannya selama 6 (enam) tahun ajaran dapat diakui setingkat MA.

(3) Pesera didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mencapai 6
(enam) tahun ajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihargai sesuai
kelas pada jenjangnya dengan bukti yang cukup.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bukti yang cukup sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18

Peserta didik yang dinyatakan lulus pada satuan pendidikan muadalah berhak
melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang
sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keenam
Sarana dan Prasarana

Pasal 19

(1) Satuan pendidikan muadalah harus memenuhi persyaratan standar sarana
pendidikan sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain persyaratan standar sarana pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), satuan pendidikan muadalah wajib memiliki masjid dan
kitab keislaman sebagai sumber belajar.

Pasal 20

Satuan pendidikan muadalah wajib memiliki prasarana pendidikan paling
sedikit meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang
pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan
prasarana lainnya yang diperlukan dalam rangka proses pembelajaran.

Bagian ...



Bagian Ketujuh
Pengelolaan Pendidikan

Pasal 21

{1) Pengelolaan satuan pendidikan muadalah dilakukan dengan menerapkan
manajemen dengan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan dan
partisipasi, nirlaba, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

(2) Pengelolaan secara umum satuan pendidikan muadalah menjadi tanggung
jawab pesantren.

(3) Pengelolaan secara teknis satuan pendidikan muadalah menjadi tanggung
jawab kepala satuan pendidikan muadalah.

Pasal 22

(1) Setiap satuan pendidikan muadalah dikelola atas dasar rencana kerja
tahunan yang merupakan penjabaran rinci darl rencana kerja jangka
menengah satuan pendidikan muadalah untuk masa 4 (empat) tahun.

(2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kalender pendidikan yang meliputi jadual pembelajaran, ulangan, ujian,
kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur;

jadual pelajaran per semester;
penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
jadual penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan muadalah;

o oo o

pemilihan dan penetapan kitab dan buku teks pelajaran yang
digunakan untuk setiap mata pelajaran;

f. jadual penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pembelajaran;

pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal barang habis pakai;

5 0

program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan yang
meliputi paling sedikit jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara
program;

i. jadual rapat dewan pendidik, rapat knsultasi satuan pendidikan
muadalah dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan
pendidikan muadalah dengan komite satuan pendidikan muadalah;

j. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan
muadalah untuk masa kerja 1 {satu) tahun; dan

k. jadual penyusunan laporan keuangan dan laporan Kkinerja satuan
pendidikan muadalah untuk 1 {satu) tahun terakhir.

(3} Rencana kerja satuan pendidikan muadalah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) harus disetujui oleh rapat dewan pendidik.

(4) Komite satuan pendidikan muadalah dapat memberikan masukan dan
pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja satuan pendidikan
muadalah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat (2).

Pasal 23

(1) Setiap satuan pendidikan muadalah wajib memiliki pedoman yang
mengatur tentang:
a. struktur organisasi;
b. pembagian tugas pendidik;

c.pembagian ...



c. pembagian tugas tenaga kependidikan;
d. kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;

e. kalender pendidikan yang berisi seluruh program dan kegiatan satuan
pendidikan muadalah selama 1 (satu) tahun pelgjaran yang dirinci
secara semesteran, bulanan, dan mingguan,;

peraturan akademik,
tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;

=g o

. peraturan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana,

—

kode etik hubungan antara sesama warga satuan pendidikan muadalah
dan hubungan antara warga satuan pendidikan muadalah dan
masyarakat; dan

]. blaya operasional.

(2) Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan satuan pendidikan muadalah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedelapan
Penilaian dan Kelulusan

Pasal 24

(1) Penilaian pendidikan pada satuan pendidikan muadalah dilakukan oleh
pendidik dan satuan pendidikan.

(2) Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan
kemajuan belajar peserta didik.

(3) Penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menilai pencapalan kompetensi semua mata pelajaran dan
kompetensi lulusan peserta didik di setiap jenjang satuan pendidikan
muadalah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.

Pasal 25

(1) Peserta didik yang telah menyelesailkan proses pendidikan dan telah
dinyatakan lulus pada jenjang satuan pendidikan muadalah diberikan
jjazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan ijazah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kesembilan
Pembiayaan

Pasal 26

(1) Pembiayaan satuan pendidikan muadalah bersumber dari:
a. penyelenggara;
b. pemerintah,;
c. pemerintah daerah;
d. masyarakat; dan/atau
e. sumber lain yang sah.

(2) Pembiayaan ...
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(2) Pembiayaan satuan pendidikan muadalah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Bagian Kesepuluh
Akreditasi

Pasal 27

(1) Penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah wajib mengikuti proses
akreditasi.

(2) Satuan pendidikan muadalah yang telah mendapatkan izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memiliki akreditasi sebelum
meluluskan peserta didik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan cleh Direktur Jenderal.

Bagian Kesebelas
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 28

Pembinaan pengelolaan satuan pendidikan muadalah dilakukan oleh Menteri.

Pasal 29

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap satuan pendidikan muadalah
dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan
pendidikan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan c¢leh pengawas pendidikan Islam di lingkungan Kementerian
Agama.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Penyelenggara yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal sebagai satuan pendidikan muadalah dinyatakan tetap berlaku
sebagai pendidikan muadalah setelah dilakukan akreditasi berdasarkan
Peraturan Menteri Agama inl.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri Agama ini mulal berlaku semua peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai satuan pendidikan muadalah
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti
dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Agama ini.

Pasal 32 ...
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Pasal 32
Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2014

MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Jul1 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 972

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

1

R —

Prof.Dr.H. Achmad Gunaryo, M.Soc, Sc
NIP. 1962101991031003
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Lampiran 5

Wawancara:

Wawancara dengan Kiai Rozin (Direktur 1 Pergurudanis Mathali'ul

Peneliti

Informan

Peneliti
Informan

Peneliti

Informan

Falah) 25 Januari 2015

: Siapakah penentu arah Perguruan Idl&thali'ul Falah

dalam menerima atao menolak kebijakaaw'adalah
selama ini?

: Kiai Sahal Mahfud yang memandu dan nrartehkan

kepada pimpinan yang lain untuk mengkaji dan menag
kebijakanmu’adalah. Kemudian Setelah dikaji di putuskan
bersama untuk mengikuthu'adalah. Kiai Sahal terus
memantau arah perkembangan mu’adalah.

: Bagaimana pandangan kaia Sahal Mahdugethdidikan?
: “buah pikiran atau konstruksi pemikirafiai Sahal

Mahfudz tentang pendidikan banyak terinspirasihole
pemikiran Imam Al Ghazali.Pendapatini berdasargada
berbagai perkataan dan tulisannya yang selalujoigpada
pemikiran Al Ghazali tentang fungsi manusia di mblani.
Dengan merujuk pada Alguran surat Al Bagoroh : 80 d
Al Dzariyat : 5, Al Ghazali berpendapat bahwa findan
kedudukan manusia adalah sebagdadullah dan
kholifatullah. Oleh karena itu, Kiai Sahal Mahfud
memandang manusia memiliki tanggung jawab
transendental (ubudiyal) dan tanggung jawab sosial
(muamalah). Dua tanggung jawab sekaligus ini
menurutnya hanya dapat dilakukan bila sebelumnya
didasarkan oleh ide-ide relasi antar manusiaaeighan
dan alam (sosial)

: Bagaimana pandangan Perguruan Islam dWfathFalah

tentang kebijakamu’adalah?

: Sebenarnya kebijakemu’'adalah ini masih jalan keluar

sementara terhadap kebuntuan antara pemerintatardeng
pesantren. Saya menduga pemerintah memiliki plessip
sendiri terhadap kebijakamu’adalah dan pesantren juga
memiliki perseptif sendiri tentang pendidikan. Kala



Peneliti
Informan

Peneliti

Informan

berkaitan dengan kurikulum yang dipersyaratkan oleh
pemerintah, Mathali'ul Falah  telah  memiliki dan
mengajarkannya sebelum ada kebijakao’adalah. Jadi
tentang struktur kurikulum tidak ada persoalan.

: Bagaimana Kurikulum Mathali’ul Falah
: Mathali'ul Falah memiliki kurikulum medn yang

tercermin dari penyatuan ilmu-ilmu umum denganudm
ilmu agama. Hanya saja kurikulumnya berbeda dengan
kurikulum pendidikan nasional yang tetapkan pentahi.
Kurikulum pada Mathali’'ul Falah dibanguan atasi yang
ditetapkan sejak awal berdiri yaitu viafaqquh fi al din

Visi ini memiliki arti memahami ilmu-ilmu agamasara
mendalam dan menginternalisasikan nilai-nilai agama
sebagai karakter dasar bagi setiap santri. Katepanuatan
ilmu agama lebih tinggi dibandingkan ilmu umumnytal

ini bukan berarti ilmu modern lebih rendah dari gadu
agama, tetapi lebih pada pertimbangan bahwa pEdel
ibtidakiyah, Tsanawiyah dan Aliyah pada Mathalitélah
adalah masa yang tepat untuk penguatan karékbeiel
karakter yang dibangun oleh Mathali'ul Falah alala
karakter agama. Kritik terhadap dunia pendidikita saat

ini adalah adanya kelemahan pada pembangunan &grakt
karena pendidikan lebih mementingkan aspek kibgnit
yang berakibat pada fenomena semakin berkembang
keilmuannya tetapi tidak semakin menambah keimanan

: Kenapa Mathali'ul Falah tidak menerapkeaumrikulum

Nasional?

: Pengalaman sejarah membuktikan, walaudathali'ul

Falah tidak mengikuti kurikulum pemerintah, sistem
pendidikan yang dijalankan masih  di hormati dan
memperoleh dukungan masyarakat. Ini berarti bahwa
Sistem pendidikan Mathali'ul Falah masih  dianggap
memiliki relevansi dengan kepentingan masyaralkait b
berkaitan dengan penanaman keilmuan modern maupun
keilmuan agama. Dahulu memang ada persepsi dan
pernyataan salah kaprah dari sebagian pejabat peamer



Peneliti

Informan

Jakarta, bahwa Mathali’ul Falah adalah lembagaipié«h
tidak berkurikum. Pendidikan berkurikulum  adalah
pendidikan yang sama dengan kurikulum pemerintah.
Sedangkan yang tidak sama dianggap sebagai lambag
yang tidak berkurikulum dan memperoleh label kurang
bermutu. Persepsi seperti ini, diakibatkan adgroldik
penyeragaman pendidikan oleh pemerintah. Padisheris
Pendidikan Mathali’'ul Falah telah  melahirkan dbk
dengan peran profesi yang berbeda; Kiai, pengusaha
politisi, guru, ilmuan dan lain-lain. Perbedaan fpso
tersebut tetap berlandasakan pada agama.

: Adakah inovasi kurikulum Perguruan fsla Mathali'ul

Falah merespon Perkembgan zaman?

: Mathali'ul Falah melakukan perubahan ilkwium

berdasarkan pertimbangan lulusan Mathali’'ul Falatybk
yang lulus memasuki perguruan tinggi dan alummigya
lulus juga memiliki lembaga pendidikan di runmaasing-
masing sehingga Mathali’'ul Falah menginisiasi kntu
mempersiapkan alumni untuk mengembangkan lembaga
yang dimilikinya sehingga diinisiasi pelajaramaxistrasi,
sosiologi. Selain itu perubahan kurikulum MathdlFalah
mempertimbangkan tujuan pendidikan Mathali'ul Rala
visi Pesantrrn, kebutuhan berdasarkan masukan-masuk
alumni. Dahulu santri Mathali’'ul Falah jika sudahus
langsung mengabdi pada masyarakat. Sedangkarasgkar
70-80 persen lulusan Mathali’'ul Falah melanjuthemn
jenjang pendidikan tinggi. Hal ini juga mendoroaganya
perubahan kurikulum namun perubahan itu tidak boleh
melampoi keadan sekarang yang konsentrasi pendala
ilmu agama. Yang dilakukan saat ini adalah bukan
memperbanyak materi tetapi kualitas materi yang
ditingkatkan. Sebagai contoh dahulu pelajararematika
yang diberikan pada Mathali'ul Falah adalah maitda
kelas SMP tetapi sekarang ditingkatkan mateméas
SMA.



Peneliti

Informan

Peneliti
Informan

Peneliti

Informan

:Apakah dengan inovasi kurikulum ini tidak kuatir

kualitas kader PIM dalam ilmu agama  dinilai
menurun?

: Tergantung yang menilai, tetapi kandak terlalu

merisaukan, karena dalam Mathali'ul Falah ada rose
dialog dengan para alumninya dalam setiap tafalend
momentum tertentu para alumni datang ke Math&falah
melakukan pertemuan dengan pengasuh baik secana re
atau informal. Dari forum ini, para pengasuh meager
informasi yang banyak dan beragam tentang pdrkgan
pendidikan di luar. Masukan-masukan alumni inilah
kemudian disandingkan dengan visi dan tujuan Miatha
Falah. Dialog-dialog tersebut oleh pengelola dkahg
dalam forum rapat resmi.

: Apa Visi Dari Mathali’'ul Falah.
. Tafaggohu Fiddin, sholih Akrom. Shalita artinya; orang

orang yang baik, bisa bermasyarakat, tidak kadaesay
Karena itu sholih berkembang dari masa kemasa.ifshol
dulu berbeda dengan sholih sekarang. Karena itu
pendidikan di Mathali’'ul Falah tidak spesialis alal satu
Fan (satu disiplin ilmu) tetapi memeprsiapkan dasa
dasarnya saja, sehingga alumni Mathali'ul Falaka bi
menjadi apa saja. Ibarat fisik agar menjadi kunaka
dipersiapkan gizi. PIM lebih pada mencetak bissiakter.
Ketika santri ingin mengembangkan keulaman, maéa d
harus mendalami lagi pada pesantren lain, Jika dia
menginginkan menjadi dokter maka dia harus kuliah
dikedokteran, ketika ingin menjadi ahli ekonomi rmaka
harus kuliah pada jurusan ekonomi dan lain-lairreKa itu
santri PIM bukan dipersiapkan menjadi santri yandas
matang.Tatapi alumni Mathali'ul Falah menjadi tsan
yang sudah matang dasar-dasarnya.

: Bagaimana pengakuan pemerintah terha@aph PIM

sebelum menerimau’'adalah?

: Sejarah sebelum Mathali'ul Falah memearmu’adalah

masih ada persoalan tentang legalitas ljazah. Alumn



Mathali’'ul Falah hanya memiliki pilihan terbatadalam
melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atauupeb
memasuki peluang kerja. Karena hanya IAIN Jakaategy
mau menerima ljazah Mathali’'ul Falah atau pilihaany
mengikuti pendidikan ke luar negeri Timur Tengamtuk
itu para santri yang mengiginkan mengikuti pendidildi
luar IAIN Jakarta pada waktu itu mengikuti perkih
persamaan yang pada waktu itu banyak peluangnya.

Peneliti : Apa yang memicu perguruan Islam MathkliFalah
menerima muidalah:
Informan . Arah politik pemerintah secara makrogedami perubahan

kerah lebih memahami keberadaan pesantren salaf.
Berdasarkan informasi dan pantauan dilapangannpesa
salaf di berbagai daerah mengalami penurunan fumla
santri. Hal ini dimulai ketika pemerintah membenkBOS

bagi sekolah-sekolah maupun madrasah formal. Sanae
pesantren salaf tidak memperoleh bantuan BOS dari
pemerintah. Padahal pesantren salaf juga membutuhka
operasional. Namun setelah ujian nasional yang&salah
kemudian secara bertahap respon masyarakat kepada
pesantren bertahab pulih kembali. Sebagian masyarak
pesantren masih berharap pesantren memberikdasam
spiritual dan emosional. Selain itu, ada kebutuladumni
memperoleh ijazah yang diakui Negara.

Bagaimana legitimasimu’adalah menurut kiai?

Informan  : Pada awalnya keputusamu’'adalah yang di keluarkan
oleh Dirjen ditinjau dari status hukum dinilai masemah
sehingga menimbulkan masalah. Karena itu, détela
PMA 2013 tetapi PMA ini mengalami masalah karenaAPM
2013 dinilai oleh pesantrenu’adalah kurang sesuai degan
keadaan pesantranu’adalah Kiai Rozinn menceritakan
ketika PMA disampaikan kepada Kiai Sahal Mahfudkana
Kiai Sahal Mahfud menolak begitu juga ketika &AM
disampaikan kepada Kiai Maimun Zuber juga ditolak
sehingga Kiai Maimun Zuber sempat menanyakan
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langsung kepada Mentri Agama yang dijabat SDiena

Ali selakau  Mentri agama. Suasana inilah yang
menyebabkan PMA 2014 molor terus. Karena PMA 2013
menimbulkan tarutama pada SDA sehingga PMA yang
sudah direvisi sangat lambat penandatanganaritggka
SDA digantikan oleh Lukman Hakim, maka kebijakan
mu’adalah langsung ditatndatangani oleh Mentri Agama;
yaitu dengan dikeluarkan PMA kebijakaw’adalahtahun
2014.

: Apa respon pesantren terhadap PMA 20147
: Keputusan PMA 2014 ternyata disamlgembira oleh

pengasuh dan pimpinan yayasan pesamn&idalah

: Kenapa?
: Karena yang ingin dituju oleh pesantsalaf terhadap

kebijakanmu’adalah adalah keberlangsungan pesantren
ditengah gempuran pendidikan formal yang didukoled
negara. Banyak sekali para wali santri yang ingin
memondokkan para putranya dengan harapan gatran
memiliki kekuatan moralitas yang kuat ditengah gédang
modernisasisi  tetapi disisi lain para wali samtgin
putranya tidak menghadapi masalah ketika ingin
melanjutkan kuliah atau mencari pekerjaan. Bagi PIM
program pendidikannya selama ini difokuskan pada
penyiapan dasar-dasarnya saja.

:Apakah Mathali'ul Falah akan mengembangkan

kurikulum ilmu-ilmu alam?

. Idealnya kedepan seperti itu, adgysasan—penjurusan

tetapi keunggulan Mathali'ul Falah  dalarafagqohu
fiddin  yang sudah menjadi mereknya tidak boleh
dihilangkan.

Bagaimana legitimasimu’adalah menurut kiai?

Informan

: Pada awalnya keputusammu'adalah dikeluarkan oleh

Dirjen. Keputusan ini dari status hukum masih lemah
sehingga menimbulkan masalah. Karena itu ditela
PMA 2013 tetapi PMA ini justru mengalami masalateka



PMA 2013 dinilai oleh pesantremu’adalah kurang sesuai
degan keadaan dan kepentingan pesanitégdalah

Peneliti . Isu apa yang berkembang berkaitanpelgplakan PMA
2012?
Informan : Salah satunya adanya perlakuakun edearb antara

pesantrenmu’adalah yang berbsis salaflan muadalah
berbasis non salaRegulasi pesantranu’'adalah melalui
PMA Nomor 2012 dirasakan kurang berpihak kepada
pesantren. Kiai Sahal mengatakan “Kebijakan irdak
memahami ruh pesantren”. Demikian juga dengan
pendapat Kiai Maimun Zuber dari Rembang yang
mengungkapkan “Jika regulasiu’adalah  sebagimana
tercantum pada PMA Nomor 2012, maka kebijakan
mu’adalah ditolak saja.Kiai Maimun  Zuber sempat
menanyakan langsung kepada mentri agama yargatlija
Surya Darma Ali selaku Mentri agama.

Peneilti : Bagaimana dengan PMA 2014

Informan : Pencabutan PMA 2013 menimbulkan taratgpada SDA
sehingga PMA yang sudah direvisi sangat lambat
penandatanganannya. Suasana inilah yang menyebabkan
PMA 2014 molor terus. Ketika SDA digantikan oleh
Lukman Hakim, maka kebijakan nagialah langsung
ditatndantangani oleh mentri. Yaitu dengan dikélaar
PMA kebijakanrmu’adalahtahun 2014.

Peneliti : Apa respon pesantren terhadap PMA 20147

Informan . Keputusan PMA 2014 ternyata disamlgembira oleh
pengasuh dan pimpinan yayasan pesamme&adalah

Peneliti : Kenapa?

Informan : Karena yang ingin dituju oleh pesantsalaf terhadap
kebijakanmu’adalah adalah keberlangsungan pesantren
ditengah gempuran pendidikan formal yang diakgana.
Banyak sekali para wali santri yang ingin memorkaok
para putranya dengan harapan putranya memilikidtan
moralitas yang kuat ditengah gelombang modernisasis
tetapi disisi lain para wali santri ingin putranytidak
menghadapi masalah ketika ingin melanjutkan kuditgtu



mencari pekerjaan. Bagi PIM program pendidikannya
selamaini difokuskan pada penyiapan dasar-dgsaaja.

Apakah Penerimaan mu'adalah berdampak pada peningkatan

Informan

Peneliti

Informan

Santri?

: Ternyata penerimaan perguruan Islaathili’'ul Falah

terhadap penyetaran pesantren oleh pemerintah
memberikan dampak pada semakin naikya jumlahisantr
Pesantren mu’adalah memperoeh respon postif dari
stekholder dengan ditandai semakin meningktnya ghml
santri dari tahun ketahun. Saat ini para santrihisfal Falah
tidak hanya melajutkan pada perguruan tingga pada
jurusan-jurusan agama tetapi juga masuk kejurusaumu
ada yang psikologi dan arsitektur tetapi memangima
kebanyakan masuk ke jurusan sosial.

:Apakah  Mathali'ul Falah akan mengembangkan

kurikulum ilmu-ilmu alam?

. Idealnya kedepan seperti itu, adguypsasan—penjurusan

tetapi keunggulan Mathali'ul Falah  dalanafaqqohu
fiddiin  yang sudah menjadi mereknya tidak boleh
dihilangkan.

Wawancara/Diskusi dengan Mashad, kiai Rifai daai Kiafek Abdullah

Peneliti

Informan

(Diruktur Perguruan Islam Mathali'ul Falah) 20i2015

: Bagaimana Perguruan Islam Mathali’'udRamewujudkan

visi sebagai lembagefaqquh fi al din dan tuntutan
masyarakat?

: Mathali'ul Falah tidak hanya milik nyasakat lokal

Kajen. Pendukung sistem pendidikan Mathali'alaf
tersebar keseluruh Indoesia. Kalau berkaitan aeng
kepentingan msyarakat, Mathali'ul Falah memberikan
ruang agar kepentingan dapat di tampung. Kareisa
Mathali'ul Falah pada prinsipnya adalamasrul ilmi
Pertanyaan yang paling mendasar kenapa Mathghlah
dalam rumusnnya tidak menyiapkan kader-kader
profesional dalam pengertian modern. Warga masgarak
Mathali'ul Falah berperan sebagai kadesrul ilmi baik



ilmu agama maupun ilmu modern sehingga tidak nedrub
prinsip sejak awal. Sejak santri mengikuti peitdid di
Mathali'ul Falah ada perjanjian prinsip antara gkih
pengelola dengan santri maupun wali santri bahslajdr
di Mathali'ul Falah  harus dilandasai keyakinaanya

karena Allah.
Peneliti : Bagaimana Struktur kurikulum Mathalifedlah
Informan : Mathali'ul Falah membanguan gagasamuimodern dan

ilmu agama secara integral atao tidak tidalotdifik. Hal

ini terlihat pada kurikulum Mathali'ul Falah sejakval.
lImu-ilmu modern memiliki peran yang sama dendaru#
ilmu agama. Gagasan ini telah ada sejak lama,ar@aut
semenjak mbah Mahfud dan dirumuskan secara sistema
oleh Kiai Sahal Mahfud.

Wawancara dengan Kiai Rifai tentang hubungan ilgans dan sains 20

Juli 2015

Peneliti : Bagaimana pandangan kiai tentang hubunggama dan
sains?

Informan : Secara pribadi ketika ada santri yaglghtselesai mengikuti

pendidikan pada Perguruan Islam Mathali’'ul Falafiasa
sarankan untuk meneruskan pelajaran pada pergurua
tinggi umum agar memperoleh ilmu lebih lengkap ulsalsn
Aliyah Mathali'ul Falah sudah cukup memiliki das#asar
agama, Sedangkan pengetahuan umum harus dikembangka
lagi. Bagi saya ilmu umum dapat digunakan untuk
menjelaskan kebenaran makna yang terkandung dalam
Alguran maupun Assunah.

Wawancara dengan Kiai Subhan Salim (Direktur lltl. bKesiswaan

Perguruan Islam Mathali'ul Falah) 25 Pebruari 2015

Peneliti : Bagaimana Kurikulum Mathali'ul Falah

Informan : Mathali'ul Falah  memiliki kurikulum adern yang
tercermin dari penyatuan ilmu-ilmu umum denganudm
ilmu agama. Hanya saja kurikulumnya berbeda dengan
kurikulum pemerintah. Kurikulum pada Mathali’'uhlgh



Peneliti

Informan

dibanguan atas visi yang ditetapkan sejak awditbgaitu

visi tafaqquh fi al din Visi ini memiliki arti memahamai
iimu-ilmu  agama  secara  mendalam dam
menginternalisasisasikan nilai-nilai agama seblayaikter
dasar bagi setiap santri. Karena itu muatan ilnaumeglebih
tinggi dibandingkan ilmu umumnya. Hal ini bukagrérti
ilmu modern lebih rendah dari pada ilmu agamapté¢dih
pada pertimbangan bahwa pada level ibtidakiyah,
Tsanawiyah dan Aliyah pada Mathali’'ul Falah aHataasa
yang tepat untuk penguatan karekter. Model karalang
dibangun oleh Mathali'ul Falah adalah karaktearag.
Kritik  terhadap pendidikan saat ini adalah adanya
kelemahan pada pembangunan karakter karena lebih
mementingkan pendidiakan kognitif yang berakibada
fenomena semakin berkembang keilmuannya tetih
semakin menambah keimanan.

: Kenapa Mathali'ul Falah tidak menerapkiamrikulum

Nasional?

: Pengalaman sejarah membuktikan, vpalauMathali'ul

Falah tidak mengikuti kurikulum pemerintah, sistem
pendidikan yang dijalankan masih  di hormati dan
memperoleh dukungan masyarakat. Ini berarti bahwa
Mathali'ul Falah masih  memiliki relevansi dengan
kepentingan masyarakat baik berkaitan dengan pemeam
keilmuan modern maupun keilmuan agama. Dahulu
memang ada persepsi dan pernyataan salah kapriah da
sebagian pejabat pemerintah Jakarta, bahwa Mathali’
Falah adalah lembaga pendidikan tidak berkurikum.
Pendidikan berkurikulum adalah pendidikan yargma
dengan kurikulum pemerintah. Sedangkan yang tskaka
dianggap sebagai lembaga yang tidak berkurikulum da
memperoleh label kurang bermutu. Persepsi seipérti
diakibatkan adanya politik penyeragaman pendididah
pemerintah.

Padahal sistem Pendidikan MathialiFalah telah
melahirkan tokoh dengan peran profesi yang berb&da



pengusaha, politisi, guru, ilmuan dan lain-lainrdeelaan
profesi tersebut tetap berlandasakan pada agama.

Wawancara dengan PD Il bidang kesiswaarMathali'ul Falah, 25
Januari 2015.

Peneliti : Siapakah penentu arah Perguruan Idlathali'ul Falah
dalam menerima atao menolak kebijakaw'adalah
selama ini?

Informan : “Keputusan  mengikutmu’adalah adalah keputusan

bersama, tetapi Kiai Sahal Mahfud yang memaiadhidmn
memerintahkan kepada stafnya untuk mencermati kaspe
aspek dan implikasi kebijakamu’'adalah misalnya apakah
bertentangan dengan prinsip-prinsip  Mathali’'ulaka
sebagai lembaga pendidikaafagquh fi al dinyang
mandiri, apakah akan membawa manfaat dan lam-lai

Peneliti : Bagaimana proses awal Mathali'ul Falaengikuti
kebijakanmu’adalah?

Informan: Hal ini terjadi pada masa Pak Qodri Azégbagai Dirjen
pendidikan Islam. Beliau pertama kali menawarkarakep
Direktur PIM *“bagaimana Jika Mathali'ul Falah
dimu’adalahkar? Selanjutnya tawaran tersebut dikaji dan
dipertimbangkan oleh para pimpinan PIM: K. H. 8ah
Mahfud bersama pembantu direktur mengkaji apakah
keuntungan dan dan kerugian, kebaikan dan k&bonya
dari mu'adalah? Apakah berpengaruh pada kemandirian
kurikulum, evaluasi, kependidikannya dIl. Jadi yang
beriniisiatif pertama adalah dari pihak pemerintsituk
memberikan mu'adalah kepada PIM. Inisiatif ini
diperkirakan karena pihak kemenag mengetahuiwaah
alumni Mathali'ul Falah banyak memiliki kualitaian
memiliki peran stategis. Misalkan Kiai Sahal Mahfu

Peneliti : Apakah ada kriteria yang harus dipendaiam proses
pengajuamu’adalah PIM™?:
Informan : Ada tetapi ketika itu kita hanya majukan surat

sedarhana sebagai bukti formal.
Peneliti : Kapan mengajukan Mu’adalah?



Informan

Peneliti

Informan

Peneliti
Informan

Peneliti

Informan

: Pada tahun 2003 Perguruan Islam MétahBalah Kajen
Margoyoso  Jawa Tengah, mengajukan  usul agar
mendapatkan status kesetaraan seperti PondaktRes
Modern Gontor Ponorogo. Usul tersebut diterima oleh
pemerintah dan keluarlah surat keputusan tergtaigs
kesetaraan yang ditandatangani oleh Dirjen Kesgaan
Islam Qodri Azizy, dengan SK nomor: DJ.11/255/200
tanggal 2003. Tidak ada kesulitan bagi MathalFalah
dalam memperoleh statosu’adalah, karena  menurut
pak Subhan, Dirjen Kelembagaan Islam yang dirofgh
Qodri Azizi, telah memahami dan mempertimbangkan
bahwa Perguruan Islam Mathali’'ul Falah telah merkigau
kurikulum pelajaran umum dan alumni Mathali'ul &al
banyak memiliki kualitas dan memiliki peran stageg
sehingga layak diberikan status @dalah. Sehingga proses
administrasi  pengajuamu’adalah sangat sederhana
sebagai bukti formal dan tidak dilakukan verifikasi
Lapangan.

. Apa saja perkembangan program  setefa@mberian
mu’adalah?

: Setelah  pemberiamu’adalah, pemerintah melakukan
sosialisasi tentangnu'adalah dan peningkatan mutu
pendidikan pesantren yang puncaknya adalah perguat
kelembagaan pesantremu’adalah dengan dikeluarkannya
PMA mu'adalah

: Apa yang dimaksudkan peningkatan mati pemerintah?

: Pada awalnya bagi pemerintah peningkatatu adalah
peningkatan kualitas pesantren pada pelajaran uyaung
selama ini dianggap lemah di pesantren. Padahahpes
keadaannya beragam.

: Bagaimana respon PIM terhadap pentagkamutu
pesantren versi pemerintah?

: Sebenarnya bagi PIM sudah tidak adagadan tentang
mata pelajaran umum yang masuk kurikulum pendidikan
Tetapi bagi sesepuh inisiasi dari pemerintahikuatirkan
merusak yang sudah mapan dan jelas. Sedang lyang



Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

masih meraba-raba. Apalagi berdasarkan pengalaman
pesantren yang menginisisasi pendidikan formal di
pesantren kualitas kajian agama semakin menurureniga

itu kebijakan mudalah dterima  tetapi dipantau
perkembangannya agar tidak menghilangkan identitas
pesantren sebagai lembaga tafaqqohu fi addin.

: Pesantren Mathali'ul Falah dikenal sgghalembaga

tafaqquh fi ad-din sebagaimana pada pesantren salaf
lainnya. Kenapa Mathali'ul Falah memberikan materi
pelajaran umum?

: Kami menyadari tidak semua santri menjadai,

diperkirakan tidak lebih dari 20 % yang menjadaiK
setelah lulus. Tetapi sebagian besar alumni Miath
Falah terlibat dalam pengembangan pendidikan di
wilayahnya.

: Apa yang diberikan pemerintah terhad®M setelah

menjadi pesantren madalah?

: Pemerintah menawarkan BOS terhadap FMpi PIM

menolak karena setelah mempertimbangkan yayasap y
ada dibawah PIM masih ada yang lebih layak meraamja
maka dana BOS tersebut di tolak, para guru dibsiiifas
untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggara
guru yang telah memiliki masa kerja lama dan beatjipS1
di berikan peluang untuk mengikuti sertifikasi. |&ma
perjalanan, ada wacana dan sedikit tekanan untgkr a
ijazahnya setara SMA maka PIM diminta untuk meuatik
ujian Nasional.

: Wacana apa yang memberatkan PIM selpalaksanakan

Mu’adalah dan apa respon pesantren terhadap wgeaga
berkembang?

: Setelah pesantren menerima’adalah ada proses tarik

menarik dengan pemerintah kurang lebih 5 tahuntalian
yang agak memberatkan adalah penerapan UAN di
pesantren madalah. Hal ini dikarenakan bisa merubah
kemandirian dan ciri khas pesantren yang telabardjun
selama ini. Para sesepuh pesantren tidak ingitateguefek



Peneliti
Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

persoalan tahun 1975. Pihak pesantren kuatir jajagagan
mu’adalah ini  sebagai pintu masuk untuk merubah
konsentrasi pesantren pada tahfagggohu fiddin gatagna

ini di perjuangkan. PIM sudah punya pengalamargaen
pemerintah dalam melakukan seragamisasi system
pendidikan Nasional pada masa Orde BAru. Konsekwensi
penolakan itu adalah ijazah PIM tidak diakui oleinguruan
tinggi termasuk IAIN seindonesia. Kecuali IAIN Jaia
yang masih menrima lulusan PIM.

: Apakah respon PIM terhadap PMA no.20Qh2?
: K. Sahal Mahfud menolak PMA ini, karetidak sesuai

dengan prinsip pesantren: terutama pada persoalan
kemandirian, kurikukulum, kalender akademik, ewsaslu
standar guru, bahkan ada persoalan format ijazah.

: Apa saja yang disampaikan PIM dalamlodialialog

pengembangan mutu pesantren bersama pemerintah?

: Pesantren mengajukan gagasan dalafogdtarsebut

berkisar tentang  kemandirian pesantren, tidak ada
penyeragaman, fokus pesantren adalah adalah
pendalaman ilmu-ilmu agama, dan adanya kerjasantaa
pesantren dalam meningkatkan kualitas pendidikan
pesantren

. Setelah pemberianu'adalah adakah perubahan posisi

nomenklatur pendidikan pesantren dari katagorasn
sebagai pendidikan nonformal amenuju formal?

: Terdapat wacana pesantren mu’adalasuknpesantren

formal setelah adanya kebijakan mu’adalah. Karena
batasan antara formal dan non formal dipesantren
sebenarnya tipis dan Mathali’ul falah sebenarnymeraihi
syarat sebagai lembaga pendidikan formal sebagaiman
dalam ketentuan 8 standar. Tetapi akhirnya pesantre
mu’adalah masuk katagori pendidikn nonformal.

: Apakah bentuk kelembagaan berimplikasia sertifikasi

di PIM.

: Dalam proses implementasi terdapat tanienarik

kelembagaan. Padahal Guru Paud saja memperoleh



Peneliti

Informan

sertifikasi. Bagaimana dengan pengajar pesantrag ya
dinilai memiliki muatan materi yang lebih berat dan
menuntut gurunya memiliki pendidikan yang lebrggi.
Jadi sudah wajar guru-guru pesantren mu’adalaly yan
memenuhi syarat memperoleh sertifikasi

: Bagaimana perkembangan PIM setelah nmeae
menerimamu’adalah?

: PIM semakin dipercaya oleh steakholdaingkin karena
mu’adalah.  Grafik perkembangan siswa meningkat 20-
40%, dan karena itu 2015 gedung pendidikan uBarat
akan dipisah.

Wawancara dengan Subhan Salim PD Il PIM 25 Ja204/5.

Peneliti
Informan

: Bagaimana legalitas ljazah Mathali'ulafa

: Dahulu sebelum pemerintah melakukaanypragaman
sistem pendidikan Nasional alumni Mathali'ul Falaika
melanjutkan kuliah ke IAIN seluruh Indonesia. Tetap
setelah ada penyeragaman system pendidikan tidak a
perguruan Tinggi termasuk IAIN yang mau menerima
lulusan PIM kecuali IAIN Ciputat. Sejak ada kakan
penyeragaman pihak pesantren sebagai salah s#tada
yang memperolektigmaterbelakang.

Wawancara tentang proses-proses kebijakamu’'adalah

Peneliti

Informan

: Bagaimana proses dialog pemerintah dgan pesantren

sehingga melahirkan kebijakanmu’adalah?

: Di era reformasi secara makro polgémerintah mulai

memahami kebutuhan pesantren yang belum perrjatiter
ketika masa sebelumnya ( Orde Baru). Pada masa Orde
Baru hubungan pesantren dengan negara naik turdanga
dekat, kadang jauh dan kadang saling beroposisi.

Wawancara dengan PD Il

Peneliti

: Kenapa Perguruan Islam Mathali'ul Falah menolak

PMA 20137



Informan

: Sekitar 8 tahun yang lalu pemerintadlaiui kemenag
sudah melakukan dialog dengan pihak pesantrerukunt
memperoleh masukan tentang kebutuhan pesantren. Dua
kali dalam setahun pemerintah mematangkan tentang
penigkatan mutu pesantren,tetapi kemudian pembrinta
mengeluarkan suatu kebijakan PMA 2013 yang berbeda
dengan rumusan hasil dialog yang disesepakataimers
Karena itulah PMA 3013 tersebut justru ditolag&opihak
pesantren. Hal ini memiliki arti pihak pemerintadalam
berdialog belum serius dan belum menyatu dengan
kepentingan pesantren, karena pihak pemerintahhmasi
memiliki jalan pikiran sendiri. Pemerintah dalam
merancang penyetaraamy’adalah) pesantren dengan
tingkat SMA memberatkan pesantren, karena pentahan
menekan pesantren Jika ijazah pesantren inginadgdetn
dengan SMA: langkah pertama agar pesantren mengiku
ujian Nasioanl dan selanjutnya pemerintah menekan
pesantren untuk menerapkan 8 satandar pendidikan
nasional. Misalnya guru harus S1, umur masukrisan
setara dengan umur sma, pesantren harus ikut ujia
nasionaldll.Implementasi tersebut jelas-jelas dkobleh
pesantren.

Apa yang dilakukan setelah ada penolakan?

Informan

Informan

. Setelah ada penolakan dari pesantren Kemenagbuagm

semacamtask forsedengan komposisi 80 persen dan
pemerintah 20 persenTask Forcetugasnya merumuskan
merumuskan draf tentang Midalah kemudian
dikompromikan dengan biro hukum untuk mengetahui
apakah draf tersebut bertentangan atau sudahrsdgtgan
ketentuan hukum.

: Karena itu pesantren mulai optimis terhadap kehijak

pemerintah ini. Namun demikian sebenarnya magdé a
pesroslan. Karena undang-undang system pendidikan
Nasioanl belum mengakomodir pesantren secaraseanp
Karena pesantren sebagai pendidikan asli Indonts&p



belum menjadi manstream. Karena PMA Btldlah tidak
mengacu pada PP.55 tetapi mengacu pada BNSP. Karena
itu pekerjaan selanjutnya bagi asosiasi pesantren
Mu’adalah adalah menjelaskan bahwa pesantreadélgh
memiliki standar tersendiri sedang kalau mengada [P/

55 mengacu pada 8 Standar Nasional tersendiri. BNSP
memiliki standar Pesantren. Perjuangan yang harus
dilakukan oleh RMI Pusat yang tidak kelihatan hasil
Siapapun yang mau menghasilakan naskah akadenik, ma
akan menentukan nasib kedepan pesantren. Siaga ya
punya kepedualian? Sejauh ini kita sudah puabadep
hasil kebijakan ini padahal masih banyak yang harus

dilakukan.
Peneliti : Apa respon Pesantren Dengan PMA 20147
Informan  : Kami semua lega, karena posisi pesantren dalateray

pendidikan nasional semakin memperoleh tempat.

Wawancara dengan Kiai Mu’ad Thohir (direktur 11l PIM )

Peneliti : Kenapa pesantren salaf Mathali'ul Fahh menerima
status Mu’adalah?:
Informan : Karena kebijakan ini merupakan sebk@hpromi yang

ideal antara pemerintah dengan pesantren. $dafi
pesantren salaf nilai-nilai dan tradisi lokal yamgnjadi
kekuatan pesantren salaf masih tetap dipertahastdagan
konsisten, Nilai-nilai akademik, target pencapai
kompetensi pengetahuan, kitab kuning, Kalender
akademik, tanpa mengikuti ujian nasioanal, daraiai
tidak berubah. Pesantren salaf yang memperolehddlzh
pada dasarnya adalah pesantren—pesantren salafyzew
memiliki tradisi kelembagaa dan keilmuan yang amagan
telah terbukti mengahsilkan ulama yang mumpuni.

Bagaimana legitimasimu’adalah menurut kiai?
Informan  : Pada awalnya keputusamu'adalah di keluarkan oleh
Dirjen. Keputusan ini dari status hukum masih lemah



Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

sehingga menimbulkan masalah. Karena itu déitela
PMA 2013 tetapi PMA ini mengalami masalah karengAPM
2013 dinilai oleh pesantrenu’adalah kurang sesuai degan
keadaan pesantranu’adalah Kiai Rozinn menceritakan
ketika PMA disampaikan kepada Kiai Sahal Mahfudkana
Kiai Sahal Mahfud menolak begitu juga ketika &AM
disampaikan kepada Kiai Maimun Zuber sarang Rembang
juga ditolak sehingga Kiai Maimun Zuber sempat
menanyakan langsung kepada mentri agama yargatlija
Surya Darma Ali selakau Mentri agama. Suasariahini
yang menyebabkan PMA 2014 molor terus. Karena PMA
2013 menimbulkan tarutama pada SDA sehingga PMA
yang sudah direvisi sangat lambat penandatanggaann
Ketika SDA digantikan oleh Lukman Hakim, maka
kebijakan muidalah  langsung ditatndantangani oleh
mentri. Yaitu dengan dikeluarkan PMA kebijakan
mu’adalahtahun 2014.

: Apa respon pesantren terhadap PMA 20147
: Keputusan PMA 2014 ternyata disamlgembira oleh

pengasuh dan pimpinan yayasan pesamtn&idalah

: Kenapa?
: Karena yang ingin dituju oleh pesantsalaf terhadap

kebijakanmu’adalah adalah keberlangsungan pesantren
ditengah gempuran pendidikan formal yang diakgana.
Banyak sekali para wali santri yang ingin memotkaok
para putranya dengan harapan putranya memilikidan
moralitas yang kuat ditengah gelombang modernisasis
tetapi disisi lain para wali santri ingin putranytidak
menghadapi masalah ketika ingin melanjutkan kuditdu
mencari pekerjaan. Bagi PIM program pendidikannya
selamaini difokuskan pada penyiapan dasar-dgszaja.



Apakah Penerimaan mu'adalah berdampak pada peningkatan

Santri?
Informan : Ternyata penerimaan perguruan Islaathili’'ul Falah
terhadap penyetaran pesantren oleh pemerintah

memberikan dampak pada semakin naikya jumlahisantr
Pesantren mu’adalah memperoeh respon postif dari
stekholder dengan ditandai semakin meningktnya ghml
santri dari tahun ketahun. Saat ini para santrinisfal Falah
tidak hanya melajutkan pada perguruan tingga pada
jurusan-jurusan agama tetapi juga masuk kejurusaumu
ada yang psikologi dan arsitektur tetapi memangima
kebanyakan masuk ke jurusan sosial.

Peneliti :Apakah Mathali'ul Falah akan mengembangkan
kurikulum ilmu-ilmu alam?
Informan . Idealnya kedepan seperti itu, adguysasan—penjurusan

tetapi keunggulan Mathali'ul Falah  dalaafagqohu
fiddiin  yang sudah menjadi mereknya tidak boleh
dihilangkan.

Wawancara dengan Alumi Mathali'ul Falah tgl 23yan 2014

Maksum. la lahir tahun 1974 di Margoyoso p&endidikan dasarnya

ditempuh di SD Islam Miftahul Falah Kajen patimdina orang tuanya

sebagai pendirinya. Melanjutkan pendidikan Tsayewdan aliyah di

Mathali'ul Falah tahun 1991-1994. Kemudian melg@a pendidikan

pada Pesantren Mambaul Ulum dengan pengasuh Kamdumad selama 4

tahun.

Peneliti : Apa Pandangan anda tentang Mathdtélhh?

Informan : Ketika saya lulus pada tahun 1994 g@eran Islam
Mathali'ul Falah belum menerima maglalah. Sehingga
ketika saya pada tahun 2003 mendaftarkan kulialiAké
ljazah saya dipertanyakan karena tidak ada gambar
garudanya. Namun saya juga melampirkan rekomendas
dari Madin tempat saya mengajar. Saya kuliahl Alks
Kudus karena ada fasilitas negara untuk pentagkautu
guru-guru Madin Jawa Tengah. Karena itu statsamtesn



mu’adalah bagi pesantren PIM memudahkan santri yang
ingin kuliah dilembaga formal.

Wawancara dengan Faiq alumni Mathali'ul Falalanuari 2015

Peneliti : Bagaimana pandangan anda tentang mala®al

Informan : Dahulu ijazah Mathali’'ul Falah tiddleku untuk
melanjutkan perguruan tinggi Indonesia dan barelaet
tahun 2003 ljazah Mathali'ul Falah dapat diperdgama
untuk kuliah di perguruan tinggi Indonesia. Umuy@n
alumni-alumni lulusan Mathali’'ul Falah sebelum uah
2003 langsung mengikuti kuliah di luar negeri esép
Yaman, Al Azhar, Sudan dll, karena ijazahnya buda
disetarakan dengan perguruan tinggi luar negetapi gka
ingin kuliah di perguruan tinggi dalam negeri sant
Mathali'ul Falah harus mengikuti ujian paket C tbite
dahulu supaya ijazahnya diakui negera. Karenau, it
penyetaraan terhadap lulusan Perguruan Islam Matha
Falah menjadi kemudahan bagi santri Mathalialah
yang menginginkan melanjutkan pada jenjang yabinle
tinggi kkhususnya di Indonesia. Penyetaraan sgregding
bagi santri. Negara memperlakukan sama dengen pa
siswa yang belajar disekolah formal. Kami jiogdajar
bahkan kami belajar lebih serius dari merekan8aiaya
mereka belajar di Mathali'ul Falah belum tentu eker
berhasil mencapai kelulusan Karena Perguruslaml
Mathali'ul Falah memiliki standar yang tinggi dalam
menentukan kelulusan santrinya. Sedangkan kighatmni
Mathali’'ul Falah di masyarakat tidak ada masaRdra
tokoh-tokoh pendiri Mathali'ul Falah dikenal sebg@akoh-
tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan begitu juga
dengan para penerusnya berperan mencerdaskan
masyarakat

Wawancara dengan wali santri Mathali’'ul Falah Hwday
Hudaya dilahirkan di Karanganyar pada tahun 19&hari hari dosen di
IAIN Surakarta: dan aktif diorganisasi NU sebagatua Tanfiziah.



pengalaman pendidikannya dilalui dipendidikan fakmulai SD sampai
SMA. Samapi luls tahun 1981. Kemudian melanjutkamp&santren Salaf
Lirboyo tahun 1982 selama lima tahun. Kemudiatamjatkan pendidikan

perguruan tinggi di IAIN sunan Ampel. Anak pertaipa dipondokkan di

Payaman pada tingkat SMP sampai tingkat SMA selamam tahun atas
inisiatifn orang tuanya. sedangkan anak keduanyengruti pendidikan

formal SD sampai SMP non pesantren. Tetapi mergdidus SMP anak
keduanya berkeinginan mondok di Pesantren Mathdhalah. Saat ini

mengikuti pendidikan di Perguruan Mathali’'ul Faléhien.

Peneliti : Bagaimana pandangan pak Hudaya tenkdatha’ul
Falah?
Informan : Saya menilai bahwa Mdalah dikalangan pengasuh

pesantren dimana saya mondok dulu dilirboyo masih
kontroversial. Para sesepuh masih berkeberatanadeng
mu’adalah karena kuatir perubahan tidak membawa
kebaikan. Tetapi sebagaian sesepuh yang lain anetidak
ada yang perlu dikawatirkan. Saya mengira dinarpédda
sesepuh di Mathalik Falah juga tidak jauh berb#stzgan
di Pesantren Lirboyo ada pertarungan. Bagi sayads@aya
Matha'ul Falah tidak dnu'adalah tidak ada masalah
karena masih memiliki jalan keluar para santri bisa
mengikuti pendidikanya diluar negeri atau mengikuatket
C. Dengan Paket C para sntri Mathali’'ul Falah tetay
banyak yang melanjutkan kuliah dan banyak yaniijeth
dipemerintahan maupun di masyarakat.

Peneliti : Bagaimana ceritanya anaknya mondok lmaiSahal?

Informan : Menjelang lulus SMA saya bertanya padeak saya
kemana setelah lulus SMP? Saya tidak menduga ayak s
menjawab ke Pesantren.

Peneliti : Apa cita-cita pak hudaya tentang peiken anaknya?

Informan : Saya terserah anaknya tetapi kelih@amak saya ingin
melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Wawancara dg santri Mathali’'ul Falah; Muhammadgfkaam Muttaqgin.
Alumni Matha'ul Falah 2010. Asal Karangsari Ghak kabupaten pati.
Ayahnya alumni matolik lulusan tahun 80-an damak tingggl di Saudi



Arabia selama 4 tahun. Orang tuanya sekarang rjpekieSMP Al Azhar
Riou. Namun demikiin masih mebina masyarakat karada perjanjian
dengan pihak Al Azhar untuk bisa pulang jam Jarak pondok kerumah
sekitar 18 km. SMP nya ikut paket B di pondok pé&gm Al kausar
pondok K. H. Ahmad Zaki Fuad Abdillah di MargespoKajen. Kenapa
ikut paket B. Karena tidak pernah ikut pendidikamfal. Dipondok hanya
belajar materi umum yang diuJikan sekitar duarnakkut mondok di K.
A. Zaki sejak tahun 2000. lkut paket B th 2005.tlepaket B setelah
mondok 5 tahun. Kiai Zaki memfasilitasi para samntuk ikut paket B
agar para santri bias melanjjutkan pendidikan gkliyatau yang setara.
Embah Zaki ke Matha'ul Falah bisa ditempuh sekithmenit jalan kaki.
Atau sekita 500 meter. Santri dari mbah Zaki bé&nyang di mathalik.
Ada dua jenis santri di embah zaki ada santri yahfid dan santri yang
sekolah di kordofa. Ada tiga golongan santri @hB8antri sekolah di
Mathali’'ul Falah dan santri yang sekolah di koedofSantri embh zaki
sekitar 400 santri. Jam belajar di paket C dadintukan hari sabtu dan
minggu sejak jam 8- -11 an.
Peneliti : Kenapa memilih nyantri ke Matha’ul Fa?ah
Informan : Matha'ul Falah merupakan lembaga pdhkdid yang
terkenal dengan tafagquh fi addin. Di pesantren ini
mementingkan ilmu agama ada semboyan di kubah atas
sekolah lantai tiga yaitu taffaggohu fiddin, inssholih,
akrom. Disana perbandingan agama dengan umum 70
persen banding 30 persen. Jadi masih banyak petajar
kitab-kitab kuning. Dari sini keunggulan: jarangkali
sekolah-sekolah yang mempertahankan ilmu agamakecu
di pesantren. sekolah disini tidak mau ikut ujial@aua
dikendalikan negera. Sehingga Matha'ul Falah m&mbi
organisai sendiri dengan madrah, memegang tegédlaha
kitab kuning seperti alfiyah ibnu malik ada mandign
balaghoh dan usul figih dan mawaris dihafalin. ainb
nawawi. Sedangkn Alguran setelah mengahafal Hidta
Pesantren Tahfid menyaratkan = yang mau mondok di
Matha'ul Falah menyelsaikan hafalannya.
Peneliti : Keunggulan apa yang anda ketahwatha'ul Falah?



Informan  : Di Matha’ul Falah masih berpegang tequada budaya
barokah. Antara murid santri dan guru sangat menmggid
sebagai mana pada pesantren yang lain. Kegiat&na eksa
dua lembaga HSM. Himpunan siswa Mathali'ul Falah da
Qismun Nasyat al arobiseperti eksekutif atau presidennya,
organisai khusus mempelajari bahasa Arab Aktif. MPS
Majlis permusyawarartan Siswa: sebuh organisgserse
MPR. MPS di atas HSM. MPS perwkilan dari kelas-&ela
mulai Mulai tingkat MI kelas 6 sampai tingkat Ally&elas
3 . Kalau HSM biasanya kaderisasi du mulai dalakéd
tsanawiyah sampai kelas 2 tsanawiyah. Keuntunkain i
orgaisasi iniadalah: Banyak kegiatan yang tidak ada
disekolah lain, seprti bakti social yang direncamakdan
dilaksanakan oleh siswa tetapi tetap didampirgh gjuru.
Seminar, pelatihan marchinband, musyawarah qubrmo da
shugro, musyawarah setiap hari selasa, kurswzshatrab,
donor darah. Yang mengadakan ini semua diranckeing
siswa bukan guru, latiha penulisan atau jurnafslatihan
jurrnalistik berhasil melahirkan majalah dalamagetiahun.
Bazar buku setiap bulan suro. Sedangkan yang MPS
mempersiapkan  peraturan-peraturan dan mengesahkan
peraturan,: kegiatannya rapat paripurna | Il danRapaat
paripurna satu menentukan ketua dan anggota, rapat
paripurna Il . Renacana anggaran Kkerja dan Budget da
rapat ke Il evaluasi dan paripurna. SedangkammQis
nasyatsat adalah: Khitobah majalah. Seblum lulyala
ada oragnisasi mutahorrijin dengan kegiataniigiab
unuk mempersiapkan ujian. Manaqib, musalsal : hadis
Organisasi dibawahah HSm; Mengadakan acara
mauludiyah, Pafal (Panitia akhir sanah, dan kegiat
pengajian suronan)

Peneliti : Bagaimana kemampuan pembiayaan pendidilethali’ul
Falah?
Informan : Saya tidak tahu tetapi saya meyakinirg@®ian Islam

Mathali'ul Falah  telah mandiri dalam pembiayaan
pendidikan. Pesantren punya penghasilan dari tamba
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saldo dari sekolah dan dana abadi dari PIM. Pesaguru
Mathali'ul Falah sampai sekarang belum pernah nieaer
bantuan dari pemerintah. Organisasi santri meohger
anggaran sekitar 40 jutaan belum yang lain. Reeagu
Islam mathaliul falah juga menerapkan pungutaaydi
melalui pola shadekah. Disana masih menggunaysterns
catur wulan. Soal dibuat oleh guru. Untuk SPRaiysh
perbulan pada tahun 2010 sebesar rp.75.000tphda
2015 naik menjadi Rp. 100.000. Baiaya selama &seta
Rp. 1100.000. Bulan romadon libur. Uang shodokali b
santri baru RP. 1000.000. Biaya keungan ditentukan
berdasarkan rapat dewan guru dan pengurus. Setadatru
wulan ada tes kelas 3 tsanawi tes kitab. Tes ksdaiawi;
menggunakan Fathul Qorib, sedangkan ssntri Aligatra
membaca kitab tafsir jalalin dan hadis bulugulonarusul
figih ghoyatul wusul. Tuhfatut tuhllab. Dikatakdmlus
apabila telah bisa membaca kitab. Jika tidak Iolesgikuti
her. Kriteria lulus : Tamat, tidak tamat (berartiemiliki
tanggungan tes kitab maupun Al quran. Tes memlbfica
guran seperti tes kitab . Untuk syarat mengilesi ¢atur
wulan 2 di wajibkan memiliki karya tulis membutalisan
ilmiyah berbahasa Arab (disitu  harus menyebutkan
referensi dan ujian munaqosah karya tulis Arab).

: Bagaimana pandangan anda tentang kebijau'adalah?
: Dahulu ijjazah Mathali'ul Falah tidakakb untuk

melanjutkan perguruan tinggi di Indonesia dan lsatelah

98 men ljazahnya Laku. Alumni-alumni zaman dahulu
langsung mengikuti kuliah di luar negeri sepéeraman,

Al Azhar, Sudan dll. karena ijazahnya sudah disédan.
Jika ingin kuliah dalam negeri santri matolik haru
mengikuti ujian paket C.

: Apa manfaat yang dirasakan dengamyasdmuadalah?
: Bisa mempermudah santri mathali’'ul Falamelanjutkan

pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi khugasdi
Indonesia.
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: Apa saja yang kamu ketahui tentanigimhi Mathali'ul
Falah?

: Para alumni memiliki organisasi KMF I{k&rga alumni
Mathal’iul Falah yang disebar seluruh Indnesia MKini
memberi keuntungan terhadap baru dan mempermudah
mengenal antar alumni, menjalin silaturrohmi kejaa
Mathali'ul Falah karena organisasi ini memberikan
informasi. Banyak alumni yang menjadi dosen dipergn
tinggi di luar negeri, ada yang menjadi politisgktor,
banyak yang menjadi ulama. Ulama-ulama di Kajen
semuanya alumni Mathali’'ul Falah, Tetapi alumnitiveul
Falah umumnya menjadi guru atau kepala sekolsékidar
Pati. Sedangkan alumni yang mendirikan pesardesigan
juga banayak. Diantara alumni Matha'ul Fala Bupati
Jepara.

: Apa pendapat anda tentamg’adalah?

: Adanya penyetaraan dengan lembaga pé&adidormal,
Hal ini sangat penting bagi alumni karena madsatralan
Negara mengakui ijazahnya PIM. Di masyarakaimal
Mathali'ul Falah tidak ada masalah, akan tetapiika J
ijazahnya tidak diakui oleh Negara, maka menyutfitgara
santri mengambil peran pada lembaga-lembaga formal.

: Siapakah tokoh yang paling berpenganiblah Kiai Sahal
Mahfud meninggal?

: Tokoh yang paling terkenal saat inalai K.H. Nafik
Abdullah bin Kiai Abdullah Salam bin K. Abdullah iebin

K. Salam. Saat beliao ini menjadi direktur Peugu
Matha'ul Falah menggatikan K. Sahal Mahfud. Se#&ang
K. H. Razin bin K. Sahal Mahfud. Beliau meneruskan
pesantren yang dipimpin mbah Sahal Mahfud. Sedangka
Pembantu Direktur Il. K. H. Muad Thohir.

Hasil wawancara dengan Kiai Mu’ad Tohir tentanglikasi Mu'adalah
terhadap Mathali’'ul Falah

Peneliti

: Adakah dampak keuangan bagi MathakKalah setelah
menerima Status Pesantrano’adalah?
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: Di antara akses sumber keuangan adaltwaran
peningkatan mutu yang diberikan pemerintah setelah
memberikan statusnu'adalah di antaranya sertifikasi,
Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS), peningkatan sumber
daya manusia, bantuan pembangunan sarana darapeasa
pendidikan. Menurut Kiai Muad Tohir, tawaran BOS
untuk Mathali’'ul Falah mencapai satu milyar aptiahun.
Dana ini sangat banyak, akan tetapi Perguruamils
Mathali'ul Falah menolak mengambil dana BOS teuse
Alasan penolakan dana BOS, adalah dikarenakan ilikiem
prisip kemandirian. Selain itu dalam mencairkdana
BOS memerlukan syarat-syarat agak merepotkan. Saya
pernah dipanggil ke POLDA Jateng, karena [zl
terhadap Dana BOS. Saat itu ada isu terorisme dan
Pesantren Sarang Rembang Jateng dicurigai sebagzat
berkembangnya terorisme. Kiai Muad Thohir mersjeda
pada pihak POLDA Jawa Tengah bahwa penolakannya
terhadap dana BOS adalah dikarenakan di sekitar
Mathali'ul Falah masih banyak Iembaga-lembaga
pendidikan yang belum menerima BOS dan menurutnya
lembaga-lembaga tersebut lebih layak untuk nieer
BOS dibandingkan Mathali'ul Falah yang memiliki
kemampuan material. Tetapi sebenarnya ada alasan
spiritual yang dijadikan landasannya oleh Kiah&
kenapa Perguruan Mathali'ul Falah tidak mau memeri
dana BOS. Padahal pesantren-pesantren yang menopan
Mathali'ul Falah selama ini menerima bantuan ddaa
pemerintah termasuk pesantren Maslakhul Hudag ya
didirikan Kiai Sahal Mahfud sendiri. Menurutny&iai
Sahal Mahfud bahwa Mathali'ul Falah adalah saani
dari nenek moyangnya yang sejak awal mandiri tidak
pernah menerima bantuan pemerintah lebih-lebimcare
uang dari pemerintah. Menjaga prinsip kemandirian i
diyakini agar pesantrennyzerkah. Tetapi menurut Kiai
Subhan alasan itu bisa jadi karena pesantregmmedari
problematika administrasi  birokrasi yang merepotk



pesantren sehingga pesantren berurusan dengatiskap
atau lembaga penegak hukum yang berakibat keremcur
pesantren. Sebagaimana banyak lembaga pendigiden
menerima bantuan selama ini justru mutu pekdidiya
menurun. Selain itu penerimaan bantuan dana BOS
dikuatirkan pemerintah mengintervensi  kurikulum
keagamaan yang ditetapkan oleh Mathali'ul FalataRal
selama ini Mathali'ul Falah berani menolak bantaizam
menolak ujian nasional. Selain itu pesantren yustr
membebaskan seluruh biaya pendidikan bagi masyaraka
sekitar yang mengikuti pendidikan di Mathali'ul &hl
walaupun belum pernah memperoleh bantuan pemerintah
Selain dana bantuan operasional sekolah (BOShaWat
Falah memperoleh akses beasiswa pendidikan untuk
peningkatan mutu sumber daya SDM. Para guru diberi
fasilitas untuk mengikuti pendidikan formal yangpile
tinggi untuk memperoleh ijazah S1, Menurut Maksu
Depertemen agama memberikan kemudahan kepeda
alumni pesantren sekitar Maathali’'ul Falah temumkas
alumni Maslakhul Huda untuk memberikan keterangan
bahwa yang bersangkutan telah Ilulus tingkat Aliyah
sehingga dengan keterangan tersebut memudahkak untu
melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebilydin
Selanjutnya para guru yang telah memiliki masaakianna

dan berijjazah S1 di berikan peluang untuk mengikuti
sertifikasi dan berhasil memperoleh sertifikasiDi
Mathali'ul Falah peluang memperoleh sertifikasi
disosialisasikan kepada guru untuk mengambilnyau a
tidak mengambil sesuai dengan keyakinannya. Saat in
Guru-guru yang telah mengambil sertifikasi meacafO
guru. Tidak ada kesulitan bagi guru untuk memgérol
sertifikasi, tetapi tidak semua guru di MathalfRalah mau
memanfaatkan peluang memeroleh dana sertifikakitah
sertifikasi kebanyakan diambil oleh guru-guru yatigak
memiliki pesantren dan masih muda sedangkan pkoéto
tokoh sepuh atau yang disepuhkan (senior) tidakyadg



mengambil sertifikasi bahkan tidak mau dibayar oleh
Mathali'ul Falah. Beberapa alasan yang muncul &dala
mengambil sertifikasi bisa mengurangi keikhlasdelam
mendidik. Bagi mereka mendidik merupakan kerjadéh
yang pahalanya di harapkan diakhirat. Gus Rozisaimya
walaupun telah memiliki pendidikan S2 luar negelan
memiliki kedudukan sebagai direktur akademiik  di
Mathali'ul Falah tidak mengajukan sertifikasi digak
mau dibayar ketika mengajar. Bahkan ketika meuoipler
tugas dari Mathali’'ul Falah ke Jakarta tidak parna
menerima atau meminta biaya transportasi dan a#tasno
dalam melaksanakan tugas tersebut.

Wawancara dengan Ustad Badrus alumni Perguruan Metmaliul Falah
dan guru di Pesantren Maslakhul Khuda tgl 20 yesbh2015
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: Bagaimana sikap ustad yunior atau pamn&rigerhadap para
Kiai?

. Etika terhadap guru masih dipertahanRara guru-guru di
Mathali'ul Falah ketika bertemu dengan Kiai NafHdai
yang disepuhkan saat ini) pasti mencium tanganiga
Muad Thohir misalnya dilihat dari sisi umur sanaana
sepuh, tetapi ketika bertemu Kiai Nafik mencium
tangannya. Hal ini menandakan penghormatan Kisadvu
Thohir terhadap sesepuh Mathali'ul Falah. Bagi gardri,
sikap Kiai Muad terhadap guru lebih—lebih teldgaguru
yang disepuhkan dijadikan tauladan bagaimarsikag
terhadap gurunya agar dalam mencari ilmu memgerol
berkah.

: Kenapa murid mengormati terhadap GukafsTakdim?

. Kiai dinilai memiliki kepribadian wg kuat dan memiliki
karisma. Terutama karisma keilmuan. Para Kiai mi&mil
sistemisnat keilmuan sampai kepada rasulullah sehingga
para santri berpegangan pada gurunya dan tesgéicaira
spiritual seumur hidupnya. Minimal sebagai pembimgb
seumur hidup. Sikagakdhimterlihat misalnya “Mencium
tangan” gurunya, atau menunduk saat berpapasagane



para guru. santri Mathali’'ul Falah bersikégkdhimpada
pada gurunya. Entah guru muda atau tua selalu
menundukkan kepala baik di lingkungan Mathali'aldh
maupun di luar Mathali’'ul Falah. Kadang para dakétika
belajar di kelas mengabaikan pelajaran yang diaéwap
gurunya Karena  tertidur. Guru-guru sepuh kadang
membiarkan santri yang tertidur di kelas tatpimudian
menyindirnya tura turo neng kelas ora opo—opo sing
pentting gelem sinahu gelem sekolah lan tawaduku ka
gurune. (meskipun di kelas di kelas tertidur di kelangy
peing rajin  salat dan membaca dan takdim pada)gur
Tetapi Kiai Yasir tidak rida Jika melihat sanéitidur saat
jam pelajaran Kiai Nafik. Ini sebagai butdakdimnyaKiai
Yasir pada Kiai Nafik. Rata-rata guru membangungara
santri yang tertidur di kelas dan memintanya untuk
berwudu.Salah satu bentuk sikapkdimsantri pada guru
adalah ketika Kiai Nafik mengajar: Jika ada sar#ng telat
saat jam pelajaran yang diampu Kiai Nafik, sisersebut
berdiri di kelas  walaupun Kiai Nafik tidak pema
menyuruhnya. Santri tersebut tidak duduk sebelu
disuruh duduk. Hal ini menunjkkan Jika santardalah,
santri mengakui kesalahannya tanpa mengucap&ann
sebagai bentukakdim. Kiai yang paling sepuh di
Mathali'ul Falah saat ini adalah Kiai Yasir daraKNafik.
Kedua Kiai ini  memiliki posisi sebagai pembimdpi
spiritual dalam dunia tasawuf. Beliau seorangsyidr
syadzilyah dan qgodariyah wa nagsanbandiyah. $&dan
pada Kiai muda para santri yang terlambat langsun
salaman dan duduk dibangku.

Transkrip wawancara dengan aktor-aktor PesaBaeattauhid Purworejo
Wawancara dengan Masudi dan Kiai Zainal Arifin2@ Januari 2015
Bagaimana santri bersikap terhadap kaianya?

: Hampir semua santri Daruttauttmkdhim dan patuh
terhadap kiai Toifur Mawardi. Dahulu Kiai Arifin epnah
bisnis berdagang, membuka warung makan, membuka d
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warung sate kemudian Kiai Arifin sowan kepada Abah
Taifur Mawardi. Sebelum beliau matur didawuhi kuwe
bisnis seperti apa tidak akan hasil-hasiluwe jagongi
tiker bodole wong towomikamu benawi tikar bedol orang
tuanya) Orang tua bapak zainal adalah seorang Kaiena
dirumahnya ada pesantrenanya. Kalo memilih bisdakt
ada yang melanjutkan perjuangan dakwah orang tuanya
Menurut cerita mahmudi, bapak Arifin hanya mengdajn
melepaskan bisnisnya; Alhamdulillah saya bisa imglbil.
Awal mula pak zainal tinggal disni adalah disuruh
menempati rumah kuno milik orang kampong. Saat
menempati rumabh itu hanya berbekal uang 100.066gU
itu digunakan untuk beli tikar, piring. Setiap nralaumah
tua itu di datangi ular namun demikian keluarga zainal
berusaha sabar menghadapi cobaan ini. Istrinyaamint
boyong ke Jawa Timur. Tapi akhirnya istrinya tidadi
pulang. Alhamdulillah disabar-sabarkan sampai seigr
Mengikuti dawuh Abah : sing penting ihlas, insylahl ada
rizkinya. Ternyata bisa di fasilitasi hidup walanphanya
mengaji saja.

: Bagaimana model pesantren Daruttanfadlibandingkan

pesantren lain?

: Format pesantren disini adalah wewenKra Toifur

Mawardi. Pesantren Daruttauhid konsisten dengan
kesalafannya dan tidak mengikuti format yang datkan
oleh system pendidikan nasional. Karena Kiai Toifur
Mawardi tidak menghendaki santri diberi ijazah. y&a
setuju dengan pandangan kiai Toifur Mawardi bahw
ljazah cenderung digunakan untuk mencari urusaradi

dan cenderung melupakan tugas dakwah.

: Kenapa pesantren Daruttauhid tidakgmaeplementasikan

kebijakanmu’adalah?

: Karenamu'adalah sistemnya dikuasai pmerintah dan

menwarkan ijazah dan dikuatirkan nati orientasiakafn
Daruttauhid kalah.Tamatan pesantren Daruttahidatuk
mencari ijazah, tetapi membentuk ahlakul kariahnivtat
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saya pesantren yang berhasil membentuk santri la&téhh
Karimah adalah  pesantren yang menggantungkan pada
figure, bukan system. Karena itu kiai yang bakker
diprlukan dalam sebuah pesantren. Keberadaarefiai
Toifur Mawardi bagi santri Daruttauhid sangat taras
pengaruhnya. Walaupun santri sudah tammat darimasa
pendidikan para santri masih terus berhubungagate

kiai selagi berkesempatan bertemu secara fisik.

: Bagaimana pandangan Kiai Zainal tenfaglgerjaan santri
yang telah menyelesaikan pendidikannya di Dauitiuh

: Jika santri telah menguasi materi pesant dalam bidang
alquran, hadis dan figih, ilmu kalam, tasawuf dan
berahlakul karimah serta memiliki kesiapan dan
kesungguhan menyiarkan agama sudah cukup urdug.hi
Tidak perlu kuatir tidak memperoleh rizki. Pertagn ini

saya simpulkan berdasarkan pernyataan paradguarkiai
selama mondok di pesantren serta di ambil dag@aman
hidupnya. Saat ini Kiai Arifin memperoleh rizki nila
bisyaroh orang-orang yang memohon bantun  do,a
menyelesaikan masalah hidup.

Wawancara dengan pengurus Pondok ( Syarofuddin)
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: Bagaimana pesantren menerapkan parétur

: Peraturan yang dikembangkan sangat fongasantren
menerapkan peraturan yang longgar bukan berastinpesn
membiarkan santri seenaknya. Tetapi pesantren
membangun kesadaran dari dalam. Pengetahuan yang
dipelajari sehari-hari dalah mendorng untuk mengi&i

diri sendiri. Selain itu, kegiatan ibadah rutimiridan-
wiridan yang di baca sehari-hari bila diresapi gn
sungguh-sungguh maka akan membentuk karakter santri
yang kuat.

: Apa saja peraturan yang harus di lakusantri baru?

: Tata tertib pondok Daruttauhid diantgan adanya
kwewajiban bagi santri baru sowan kepada roma Kkiai
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beserta wali santri, mendaftarkan diri pada pergpamndok
dikantor, mengikuti semua kegiatan pondok pesantren

: Berapa jumlah Ustad dipesantren Daubit®? Adakah

kreterianya?

: Nama-nama ustad di Pondok Pesantrentfaahid

1. Pengasuh . Kiai Toifur Mawardi Mawardi
2. Kepala pondok : Syarifuddin

3. Wakil : Abdul Hak

4. Sekretaris . Mustofa

5. Bendahara : Taufiq.

Seksi pendidikan : Wahyu,
Seksi kemanan : Habib Faqih Assegaf, Habih Faqgih
Al Attos
Seksi kebersihan : Hasan Bisri, Umar aL Faruq
Seksi pengairan : Ahamd sofuddin, Husyain
Seksi Humas . Tafrihan, Hanifuddin.
Prengurus ini dianyatakan lulusan pada tingkatan
madrasah dan tinggal Hidmah di pondok.
Ustadz-ustadz yang sudah berkeluarga:

1. KH. Yusuf Rosyadi
2. KH. Moh ayyub

3. KH. Abdul Hamid
4. KH. Agus Imam Ibnu Sholah
5. KH. Abdurrahman
6. K. Zainal Arifin

7. K. Abdul Fattah

8. K. Ishomuddin

9. K. Muhtar

10. K. Mahrus

11. K. Makruf

12. K. Mujib

13. K. Mujab

14. K. Muttagin

15. K. Alfan

16. K. Mubhlis

17. K. Sumedi



18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32

K. Imam Turmudi

K. Mahmud.

K. Zuhdi

H. Muslih

H. Abdurrahman 1

H. ABdurraohman

K. Masudi

Ustadz Agus Aalwi bin K Toifur Mawardi
Ustadz umam

Ustadz Muji Syakroni
Ustadz Hasyim
Ustadz Hoirul Anam
Ustadz Abdul Hak
Ustadz Toifur Mawardi
K. Fadil

Yang belum berkeluarga.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Ustadz Syarifudddin
Ustadz Wahyu

Ustadz Hasan Bisri
Ustadz H. Nur Hamim
Ustadz Mustofa

Ustadz Muwafiq

Ustadz Lazim

Ustadz Agus

Ustadz Musalik

Ustadz Marufussurur
Ustadz Afrihan

Ustadz Hamdan

Ustadz Umar Hamdan
Ustadz Nur Mahin
Ustadz Alawi

Ustadz Habib Fagih Assagaf
Ustadz Maftuhan
Ustadz Ahmad sofruddin
Ustadz Tauhid

Ustadz Masruri



53. Ustadz Taufiq

54. Ustadz Syarif Hidayat

55. Ustadz Ulul Albab

56. Ustadz Farhad

57. Ustadz Abdul Gofur

58. Ustadz Ahsanul Muhsisnin

59. Ustadz Abday Muzayyin

60. Ustadz Yunus Maulana

61. Ustadz Zain

62. Ustadz Ahmad Syarif

63. Ustadz Toifur Mawardi Rifai

64. Ustadz Muhib

65. Ustadz Husyain

66. Ustadz Rofiq

67. Ustadz Agus Hanif (mantunya Abah Asmui)

68. Ustadz Hanifuddin

69. Ustadz Misbah.

70. Ustadz Gufron.
Ustadz-ustadz diatas adalah alumni Pondok DahittalBiasanya
batasnya kalau sudah menikah.tetapi Jika menigd jetap sebagian di
sekitar pondok.

Peneliti : Bagaimana pengelompokan belajar di esa&
Daruttauhid?
Informan : Nama kelas pada zaman dahulu mengagmnak

pengelompokan kitab-kitab Nahwu tetapi 3 tahungylalu
sampai sekarang menggunakan pengelompokan naisa had
hal ini dikarenakan kiai lebih menekankan idestit
pesantren pada Quran-Hadis. Sedangkan nahwugaseba
alat untuk memahami hadis dan Al quran.Karena patin
puasa Abah mengaji hadis dan Tafsir, terutama
Kutubussittah.

Pelajaran Kelas imriti:

1. Nadhom Imriti wajib dihafalin
2. Fathul Qorib.

3. Bulugul Marom



4. Taklim Mutaallim
5. Qowaidu sorfiyah
6.
7
8

Mustolah Hadis

. Sullam Taufiq
. Khulasoh Nurul Yagin

Kelas Mutammimah

©ONOoOGR~WWDRE

Mutammimah
Matan Zubad
Riyadussholihin
Qowaidul Irob
Maksud

Bidayatul Hidayah
Manhalullatif

. Figih Muyayssar

Al Fiyah Awal.

o 0Tk, WDNPR

. Ibnu Aqil

. Minhajul Qowim

. Shohih Muslim juz 1-2

. Usul Figih Qowaidul Asasiyah karangan Abuya
. llmu Faroid. Kitab Takmilah Zubdatul Hadis

. Jauharul Maknun

Al-Fiyah Stani

~No ok~ WD

. Ibnu Aqil

. FathulMuin

. ShohihMJuslim3-4
. Waroqod

. Faroidul Bahiyyah
. Adabussuluk

. Jawahirul Maknun

Sydurr dahab

OO, WN B

. Sydurdahab

. Mahalli

. Shohih Bukhori
. Tafsir Jalalin

. Allumak

. Uqudul Juman



Peneliti
Informan

Peneliti

Informan

: Bagaimana standar kompetensi yangndianag?

. Setelah lulus masuk kelas kutubssit¥&ng masuk kitab

ini bagi mereka yang sudah menjadi ustad sambilgagar
dan mengaji.Tidak ada target. Biasanya kitab-kitabg
besar ada ngaji khusus sama Abah Toifur.Abah ngaji
bandongan. Kitab-kitab yang dikaji Abah diantgesn
Fathul gorib dijadikan sebagai wiridan, Mafahinga®ful
Mustofa.Ini ngaji pagi, sore kitab Fathul Wahamgtn
Ihyak ulumuddin, malam mengaji Tafsir ibnu Kad@ngan
Ihya Ulumudiin. Kitab Hikam sebelum bandongan .%éte
sholat Isyak wiridan ngaji alquran sama santri-y&egil
kelas 1-2. Menerima setoran hafalan tahfid Alquiéamng
tahfid itu umum besar dan kecil asal mau. Ngegusi
dengan kemauan. Karena memiliki kehususan sendiri

: Apa yang biasanya disampaikan Kiai GJoMawardi agar
santrinya tidak terggoda oleh kehidupan duniawi?

: Abah biasa menerangkawaman yatawakkal ala allah
fahuwa hasbuhu. Pesan ini memberikan support
memperkuat mentalitas santri. Janganlah takut tidak
memilikiijazah jangan takut tidak memperoleh riklarena
yang menaggung rizki itu Allah. Abah pernah mengkan
dalam kitab Hikam. Rizki itu sudah ditanggung Allah
termasuk hewan. Allah memerintahan pada mahluknya
beribadah dan menuntut ilmu. Ilimu dan ibadah yang
diwajibkan Allah  sedangksn rizki ditanggung allah.
Kebanyakan sekarang orang adalah orang menehiri ri
sedangkan ibadahnya dialalaikan. Kebanyakan orang
bersekolah untuk cari pekerjaan, bukan untuk beab.
Ibadah- ibadah yang sering ditekankankan Abah padiai
Daruttauhid adalah ibadah mahdoh dan wiridan al#dc
guran, berjamaah dan lain-lain. Dadi santri y#dgk
berijazah formal jangan takkire (dibawahnya faqir) Abah
sendiri tidakberkasaf tidak bekerja,tidak berdagang, tidak
bertani, pekerjaan Abah hanya memgajar yang tidak
dibayar oleh siapapun. Abah berkeyakinan Allahgya
membaya pekerjaan ini dengan cara Allah.



Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti
Informan

Peneliti

Informan

: Apakah tanggapan panjenengan terhada pesan Abah

Toifur ?

: Apa yang disampaikan Abah Toifur Mawgrdda santri

itu sebagai sebuah wasiat yang harus kita yadfasiati
itu sebagai sebuah petunjuk guru yang harusta&éa.
Sealainitu Keyaginan itu berdasarketiahsehari 2 Abah
dan berdasarkan pengalaman diri sendiri. Ketita a
kebutuhan Alhamdulillah tercukupi. Ustad-ustad i@en
maupun yunior kalau bekerja secara kasab jaraagite
kami merasa tercukupi kebutuhan kami.

: Bagaimana pandangan panjenengan tentaag Toifur

Mawardi ?

- Kiai itu ada magomnya sendiri-sendiri. Abah Toiffur

pada masa awal-awal membangun pondok pernah
melakukan usaha dagang dan pelihara ayam tagak t
berhasil. Akhirnya dikembalikan pada magomnya.
Contohnya Kiai Toifur Mawardi membandingkan pérna
pelihara ayam bersamaan adiknya ternyata gvakim
ayam adiknya bertelur sedangkan peliharaan AbatturTo
Mawardi mati semua. Kemudian Abah memasrahkan di
untuk tidak berusaha hasilnya memperoleh rikamun
demiKiain magom ini tidak tiba-tiba, tetapi melialgian
dahulu. Sama dengan orang yang bekrja tidak laggsun
sukses tetapi melalui ujian.

: Apa pesan Kiai Toifur Mawardi pada santrinya?
: Keadan Kiai Toifur Mawardi itu seakakaa mengatakan

tirulah saya dalam berhidmat pada agama. Tanperjaek
rizki sudah disipakan oleh Allah. Sebagai santlkkan&arus
berusaha dan tawakkal. Tidak pasrah total yandirmgen
ibadahnya tidak ditinggal begitu saja.

: Selain itu apa yang sering disampai&bah Kiai Toifur

Mawardi?

: Abah menekankan pada santri jangan lmnemproposal

atau mengemis. lebih-lebih mengemis pada pemerintah
bahkan berbagai bantuan dari pemerintah seritodaki
oleh Abah Toifur Mawardi. Pesan ini sekan mengritik



fenomena kiai yang suka mendekati pemerintabkunt
minta bantuan.

Wawancara dengan santri sekaligus pengurus Pesddaruttauhid
(Mustofa)

Mustofa umur 22 Th. Saat ini, posisi sebagaretakis pondok

Daruuttauhid. Setelah menyelesaikan pendidikan asatirdi Daruttauhid,

Mustofa terpilih menjadi ustad yunior dan memberkhidmad pada

pesantren

Peneliti : Apa pendidikan formal terakhir yareymah di lalui?

Informan : Sebelum masuk ke Pesantren Daruttashigh telah lulus
Pendidikan Aliyah formal di Pesantren Al Hikmighli
Angkri. Saat ini saya menunggdawuh kiai apakah
disuruh pulang ataulerekAbah.

Peneliti : Apa kesan anda terhadap kiai Toifumdeadi?

Informan : Saya menilai Abah Toifur Mawardi sea&mai yang warai
hal ini terlihat Ketika listrik mati maka pesant
menggunakan Disel, karena itu memang fasilitastris
sementara Abah tidak memanfaatkan.

Peneliti : Bagaimana menejemen administrasi dikataglipesantren
Daruttauhid?

Informan : Pondok Pesantren Daruttauhid kurang peghatikan

menejemn administrasi. Kiai Toifur Mawardi memang
tidak terlalu ambil pusing tentang adminisrasi ifbah
selalu bilangsakanane wae. Karena itu ketika santri
pulang berlibur belum tentu kembali tepat waktsusi
dengan jadwal yang telah ditetapkan Libur maulearena
Abah juga tidak menerapkan sangsi pada santg ya
terlambat datang karena berdasarkan pengalamah Ab
ketika mondok ada seorang santri terlambat kambal
kepsantren dan diberi sanksi oleh pondok dengadade
membayar uang. Ternyata uang sakunya tersebardu
Pengalaman rasa iba ketika di pesantren ini niefineh
membiarkan santri yang terlambat kembali ke poridoga
memberikan sanksi. Hal ini dikarenakan Abah
berprasangka baik terhadap santri yang belum balik



Peneliti

Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

kepesantre, mungkin karena  belum siapnya bekal a
keadan keluarga yang membutuhkan kehadiran santri
tersebut. Hanya saja dalam keaktifan jadwal belajan
mengaji kurang disiplin karena memang kiai tidak
memberikan denda apappun

: Apa yang sering disampaikan Abah kepsatdri dan apa

kesan santri?

: Santri  harus berperilaku sebagai sgenuh dengan

kesadaran dan keihlasan, harus Loman, harus wiolak
ridho menjadi pegawai negeri, jangan menerima
sumbangan dari pemerintah atau pejabat, selalu onemgl
santri untuk beribadah dan melakukan wirid dinpama
Pesan-pesan titu berimplikasi santri tidak adayygosab,
tidak ada yang kehilangan uang.

: Bagaimana gambaran tingkat pendidikatridaaruttauhid?
: Kebanyakan santri pada Pesantren Rt telah lulus

SMP atau MTS sebagian ada yang lulusan SD darsanl
Aliyah.

: Apakah santri Daruttahid tidak tertajdezah formal?
: Abah Toifur Mawardi sering mengatakigwzah dari

pondok Daruttauhid adalah ijazah Ahlaqul Karimah,
keyakinan dan keihlasan. Santri harus memilikigk&yan
tentang rizkinya . Untuk menuju kesana santridaivuhi
Abah untuk menempa diri dengan wirid “ Yang pemtin
sekarang wirid dengan istigomah dan ihlas kangij rraki

akan datang sendiri. Wirid surat wagiah 14 kehesi
supaya dimudahkan rizkinya. Dipondakarat dulu nanti
kalo sudah pulang berjuang pada agama dan akan
merasakan kemudahan-kemudahan dari Allah.

: Apa respon santri memperoleh davegedi itu?
: Dawuh kiai sangat mengena hati kargpeh tidak hanya

bicara tapi memang melakukannya sendiri “ Aktividdmah
langsung dilhat santri setiap hari menerima tamenolak
sumbangan, memenuhi undangan ceramah, mengajar,
berdikir dll. Lebih lebih dalam berapa kesempatanan-
teman kiai Toifur Mawardi semasa mondok di Mekkah



menceritakan bahwa kiai Toifur Mawardi adalabrang
yang sering bertemu rasulullah. DiceritakanwmAbah
Toifur Mawardi ketika mondok di Mekkah tidak boleh
pulang oleh Rsulullah sehingga pulangnya lama. Para
alumni pesantren Daruttauhid  sering menyampaikan
kepada santri bahwa apak yang diwasiatkan Abada pa
santrinya betul kenyatannya. Ada seorang kiai yhdagwui
Abah namanya kiai Mustofa’ Jangan terlalu sibakghn
urusan dunia karena magommu bukan itu. Magommu
adalah menjajar. Tapi kiai Mustofa kurang mempédunli
pesan tersebut. Kiai Mustofa tetap memilih betenayuh.

Tak lama kemudian kiai Mustofa rugi tidak mempeiol
hasil dari beternak puyuh. Kemudian kiai Mustofa
menuruti dawuhnya Abah Toifur Mawardi untuk
konsentrsi mengajar santri. Rizkinya Alhamdulilbsrkah.

Wawancara dengan walisantri Daruttauhid 28 Peb2@45 (Hambali) .

Peneliti
Informan
Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

Peneliti

: Sejak kapan anak bapak mondok ke tzarid?

: Sejak enam bulan yang lalau.

: Umur berapa anak bapak bapak mondok?

: Umur delapan tahun

: Kenapa masih kecil dipondokkan?

: Ceritanya anak saya sekolah diSD dikarg tetapi anak

saya tidak kerasan dan ingin pindah sekolah. Melih
keadaan ini maka saya bilang pada anak saga kahu
pindah sekolah sekalian mondok saja ke Daruttadmdk
saya setuju untuk mondok ke Daruttauhid. Padapatia
walnya ingin memondokkan kalau sudah lulus Séreika
masih umur 8 tahun anak saya saya titipkan paaia
hamid dimana memang diperbolehkan mondok sambil
sekolah. Setelah lulus SD saya tetap merencanakak
melanjutkan sekolah SMP sambil Mondok. Selanjuthia
masih kerasan di Pesantren tersebut maka tiddid pe
sekolah umum lagi tapi focus pada pendalaman agama

: Kenapa tidak dicarikan sekolah aliyamg berijazah ?

Karena saya melihat tokoh-tokoh agama dikamsaya



yang kebetulan asih paman saya anak-anaknyayahan
sekolah umum dan tidak dipondokan untuk belajamaga
Sehingga anank-anaknya tidak memiliki ketersargaon
dengan apa yang diperjuangkan oleh ayahnya. Bahkan
mereka bekerja dimalaisia menjadi TKW.Karenasdya
prihati dengan keadaan ini siapa yang yang akan
memperjuangkan agama kalau tidak ada yang belggana
secara khusus?.

Peneliti : Kenapa tidak dicarikan pesantrergyada sekolahannya?

Informan : Pesantren yang ada sekolahannya tagdggmampuannya
mungkin karena yang diutamakan adalah pelajaran
sekolahan sedangkan pelajaran pondoknnya dinomerdua
atau diabaikan sehingga kalau lulus sulit menjgaima
atau tokoh agama. Karena mereka kiprahnya dalamag
lemah. Semangat juangnya untuk mengabdikan ilmufiya
masyarakat rendah. Karena mereka memikirkan bagpm
bisa bekerja melalui iajazah yang diberikan olesamtren.
Selain itu, suatu ketika saya sowan pada kiafulo
Mawardi dan menyampaikan keinginan bahwa angk sa
nanti saya pindokan kepesantren . Kiai Toifur Malvar
menjawab : itu pikiran yang bagus, karena saabigmnyak
orang pintar sekolah tetapi orang alim agama fsjatang.

Peneliti : Apa cita-cita terhadap anak?

Informan : Saya berharap anak saya alim dalam ilagama,
memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunieatkhi
Menjadi kiai atau tidak terserah keadaan nantingra
penting nanti memperjuangkan atau menghidupkamaga
kelak. Karena siapa yang menghidupkan agama Adé&sti
akan dimudahkan urusan duniawinya maupun urusan
akhiratnya. Saya juga berharap suatu saat ndati lsaya
sudah tua atau meninggal saya membutuhkan periuzia
do’a-do’a dari anak-nak saya. Untuk itu anak sdaus
menjadi anak yang soleh. Untuk menuju kesana gahig
tepat masuk keopasntren.

Peneliti : Kenapa masuk ke Pesantren Daruttauhid



Informan

Peneliti
Informan
Peneliti

Informan
Peneliti

Informan

Peneliti

: Saya sudah merasakan dan memperhagkdn-santrinya

kiai Toifur Mawardi banyak yang terjun di masyleat
untuk berdakwah dan menghidupkan agama dan banyak
yang berhasil menjadi kiai atao tokoh agama.

: Apakah bapak tahu banyak pesantreng yaemberikan
ijazah formal?

. Saya tahu banyak pesantren yang riersgkolah formal

dan memberikan ijazah.

: Apakah anda tahu tentang pesantreadalgh?

: Tidak tahu.

: Karena informan tidak faham, penelitienjelaskan pada
Hambali karena tidak terlalu faham tentang pesantre
muadalah. Bagaimana pendapat bapak tentang pasantr
Mu’adalah?

: Saya setuju kalau pesantren membeijgzah yang diakui
Negara atau disetarakan dengan pendidikan forKelena
Abah Toifur Mawardi  pernah menceritakan tentang
pengalamannya bahwa bahasa itu penting . Jika rangu
bahasa maka dakwah akan terbantu. Sedangkan yang
memberikan pelajaran umum hanyalah pesantren. Jika
pesantren memberikan peajaran umum semata-mata
tujuannya menguasai wawasan dan dengan wawasan
tersebut berguna untuk kepentingan dakwah makanmuien
saya sangat baik.

. Tetapi bagaimana menurut anda Jika Resamenrima
IJazah mudalah? Itu bukan wilayah saya. Itu hak kiai
pengasuh.Karena beliaulah yang punya disain. Pesysi
manut dan saya percaya pada kiai Toifur Mawareintang

hal itu..

Wawancara dengan Kiai Asmui (Pengasuh Daruttaultid) pgl 27 Maret

Peneliti

Informan

2015

: Bagaimana sejarah pengembangan pesantre

Daruttauhid?

: Ketika kakak saya Kiai Toifur Mawardi masih mernuint

ilmu di Mekkah, Kiai Mansur tiba-tiba hadir kekungsari
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dan memanggil masyarkat berkumpul. Lalu beliau
menyampaikan pada masyarakat bahwa Kiainya kedtings
saat ini adalah Kiai Asmui. Sejak saat itu saya lamu
berdakwah pada masyaraat. Dalam pikiran sayarbaga
saya bisa berbaur dengan masyarakat. Saya benkpinju
bercengkarama dan bahkan saya pelihara ayamgggo
bisa mengalahkan jago jago yang dimiliki masyataka
Saya mengajak saudara-saudara untuk tinggal di
kedungsari dan mengajarinya ilmu-ilmu pesatrextel8h
berjalan lima tahun Kiai Toifur Mawardi kembali arl
menuntut ilmu di kedungsai. Sejak itu  tugakwdeh
dikembangkan bersama- sama saling melengkapaii Kia
Toifur Mawardi  mulai melakukan pengajaran dengan
santri pertama.

. Siapa yang memimpin pesantren saat ini
: Walaupun saya memulai perintisan pisa, tetapi atas

perintah Kiai Mangli Magelang, kepemimpinan pesamtr
diserahkan kepada Kiai Toifur Mawardi Mawardi. Kiali
Mangli memberikan alasan bahwa Kiai Toifur Mawardi
lebih tua umurnya dan lebih dalam ilmunya. Saya
menerima dan berpikir positif serta menghormatirgah
Kiai Mangli, karena Kiai Mangli dikenal sebag#ik yang
memiliki magomwaliullah. Beliau dikenal sebagai kiai
yang mengetahui peristiwva sebelum terjadi danngeri
memberikan isyarat pada tamu-tamunya. Dalam
perjalanannya, pengelolaan Pesantren Daruttauliagidi
dua: pesantren putri dipimpin oleh saya sedangkan
pesantren putra dipimpin oleh Kiai Toifur Mawardi
Mawardi.

: Bagaimana keadaan masyarakat kedungsardiawal

berdirinya pesantren?

: Masyarakat Kedungsari keadaan agamany

memprihatinkan.



Wawancara dengan Kiai Toifur Mawardi Mawardi 2huli 2015

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliiti
Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

: Saya mendengar di ribat sayyid malitviekkh ada sumur
bernama bikru Toifur Mawardi Bagaimana asal muasélny
: Suatu ketika Sayyid Maliki membutuhké&umur. Para
santri diperintahkan mencarinya dengan bebecapa
Saya melakukan sholat Istikhoroh dan bermimpi
mengambil air dalam sumur dan ada rasulullah diegm
besar. Brdasarkan sholat Istikhoroh disampaikaradep
sayyid almaliki. Jadi Sumur tersbut ditemukan bsetkan
hasil mimpi. Sehingga sayyid Muhammad Almaliki
memberi nama sumur tersebut dengan nama bikfurTa
Mawardi.

: Bagaimana keadaan kehidupan beragamayana&at
seblelum ada pesantren Daruttauhid?

: Keberadaan masyarakat yang jau darkt@kgpraktek
kehidupan agama. Desa kedungsari juga demikiagraba
ini dikenal dengan daerah abangan sehingga bamayak
jauh dari kehidupan agama. Kehadiran pesntren nmava
kehuapan religius pada masyarakat kedung sari.

: Bagaimana sejarah Pesantren Darutt@uh

. Setelah pualng dari mekkah tahun 1889a mendirikan
sebuah pesantren di kedungsari. Santri pertanatatad...
pemberian sayyid Abdul Qodir Condet. Biaya awal
pembangunan rumah tinggal dan pesantren didukieing o
Sayyid Muhammad Al-Maliki.

: Apa yang melatar belakangi pendiriansgmgren di
kedungsari?

: Saya prihatin terhadap lingkungan Kedang yang tidak
religious bahkan jauh dari praktik-praktik kehidon@aama.
Dahulu desa Kedungsari dikenal sebagai dasibangan
yang mengalami krisis moral sehingga banyak ygngh
dari kehidupan agama.

: Pemikiran apa yang menggerakkan kigrjun di
pendidikan pesantren?

: Lingkungan Kedungsari jauh dari praktilektik kehidupan
agama, tidak ada ketaan kepada Allah, padahal ketrad
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manusia di bumi ini pada dasarnya berfungsi sebaga
abdullah. Sebagaimana tersurat dalam sebuah ayat
“wama kholaktu al-jinna wal-insa illa liyakbudun”
ketaatan, ketundukan,dan kepatuhan yang kesemitanya
hanya layak diberikan kepada Tuhan, karena neanus
tidak bisa terlepas dari kekuasaanya.

: Bagaimana kiai melihat fenomena krisisonomi

masyarakat?

: Masalah kehidupan yang menimpa manusidividu,

bangsa, dan negara selama ini, karena mar@hgpakan
fungsinya sebagaabdun Negara tidak aman, krisis
ekonomi, lebih-lebih krisis moral bermula dari isis
fungsi manusia sebagabdunyang berakibat datangnya
murka Allah. Padahal Jika manusia menjalankangdun
abdunsecara maksimal, Allah akan memberikan rizki dari
jalan yang tidak disangka-sangka. Allah akan menpuk
segala keperluan. Kerena Allah telah berjanji bgusiapa
yang bertaqwa Allah akan mengeluarkan dari kesuldan
memberikan rizki dari jalan yang tidak disangkaggan

: Bagaimana dengan masalah kokbefifah fil ardi?
: Kita tidak memikirkan kekhalifahan. Baggami “Jika

fungsi manusia sebagabdundilakukan dengan sepenuh
hati dan dijalankan dengan lancer, maka pexsoal
manusia sebag&holifah akan beres. sebagaimana janji
Allah dalam firman Allah dalam surat Annur agatyang
artinya:Allah telah menjanJikan kepada orang-oradig
antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan
kebaldikan bahwa Dia sungguh akan menjadikarekaer
berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah mergadik
orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan surdiguh
akan meneguhkan bagi mereka dengan agama ylahg te
dia ridoi. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan)
mereka, setelah berada dalam ketakutan menjaain am
santosa. Mereka tetap menyembahku  dengan tidak
mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Tetapigbara



siapa tetap kafir setelah janji itu, maka meigkah orang
orang yang fasik,

Peneliti : Apa orientasi Pesantren Daruttauhi@magbendidikan?

Informan : Manusia memiliki keduduakan  sebagamhbha Allah
bertanggung jawab untuk beribadahydiyal). Tanggung
jawab ini harus dilakukan dengan cara memysripada
posisi manusia sebagatddun Pesantren Daruttauhid hadir
untuk mewujudkan fungsi manusia sebagadun melalui
proses pendidikadiniyah Model pendidikan diniyah ini
telah dilakukan olePAhlussuf semenjak masa hidup
Rasulullah. Pilihan Pesantren Daruttauhid pada
pendalaman agama didasarkan pada kenyataan ini.”

Peneliti : Apa tujuan Pesantren Daruttauhid ?

Informan  : “bagi saya pesantren adalah lembagadidikan agama
bertujuan untuk mempersiapkan santri mampu mendala
ilmu-ilmu Islam ¢afaqquh fi ad-¢h), menanamkan,
menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama agar
menjadi orang yang bertaqwa dan untuk menyiargama
(menjadi figur agamawan yang berdakwabh),

Peneliti : Bagaimana pendidikan agama di laksarfakan

Informan : Dengan menanamkan nilai-nilai agamaapsahtri maka
akan lahir generasi yang saleh. Generasi yang taietbut
selanjutkan meneruskan dakwah pada masyarakatnya
untuk membangun masyarakat yang beragama. Kagnpun
kampung yang telah meperoleh santuhan dakwaku ten
akan memilih para pemimpin yang saleh. Jadi fokus
pendidikan pesantren adalah pendalaman pengetahu
agama dam penanaman nilai agama untuk melahirkan
manusia yang bertaqwa.

Peneliti : Bagaimana Prosenya?

Informan : Sejak awal menanamkan nilai-nilai  kkéda dan
kebenaran ke dalam jiwa santri sehingga kelakrisant
berkarakter dan bertindak secara benar. %&jaksantri
disini  dididik untuk menjadi santri yang taaritbadah,
berjuang menegakkan agama, pendakwah Islam denga
cara mengajarkan agama secara maksimal. Sebelusn |



Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

dari pesantren para santri sudah dilatih untuk devdh
dan ditanamkan untuk menyebarkan ajaran Islarda pa
masyarakat

: Bagaimana pandangan Kiai tentang huburagmma dan

ilmu umum?

: Dalam masalah hubungan agama dan ilmunumsaya

merujuk pada gagasan Al-Ghazali/ syafii. “llmu s$gar
liddin, ilmu at- tib lil abdan(ilmu syariah untuk agama dan
ilmu kedokteran untuk kesehatan). Karena itwalk ilmu
syariah maupun ilmat-tib adalah ilmu-ilmu yang sama-
sama memberikan manfaat terhadap manusia. Hafya s
kemanfaatannya berbeda. Al Ghazali memberikan
pejelasan bahwa Secarara hukum mepelajari limu agam
fardu ain bagi setiap muslim sedangkan mempelajari ilmu
modern adalatiardu kifayah. Berdasarkan gagasan Imam
Ghazali tersebut, praksis pendidikan di Pesantre
Daruttauhid lebih mendahulukan pendalaman illmmuti
agama dari pada mendalami ilmu-ilmu umum. Keberada
ilmu umum memang diperlukan, saling menghormaii d
bisa melakukan kerjasama dalam segala bidang adeng
tanpa melebur menjadi satu dalam sebuah kelembagaa
Praksis pendidikan Pesantren Daruttauhid pusat
memprioritaskan pendidikan ilmu agama tanpa
menggabungnya.

: Kenapa pesantren Daruttauhid tidak mekies ilmu

umum?

: Pesantren Daruttauhid lebih mementingka@ngkayji ilmu-

ilmu keislaman daripada ilmu umum, agar ilmu—ilmu
agama di pesantren tersebar dengan cepat dantf@éasan
Daruttauhid sebagai pusat pengkajian ilmu-ilmuaedan
menyiapkan kader-kader agama. Selain itu, penolaka
memasukkan pelajaran umum dalam kurikulumnya, lkaren
santri yang sudah masuk ke Pesantren Daruttaalad t
mengenyam pendidikan umum dasar dan menengahn Sela
itu Pesantren Daruttauhid menilai bahwa masuknya
pendidikan umum dalam pesantren menimbulkan keragua



tentang kemampuan pesantren dalam menguasai ilmu
agama. Tugas dan fungsi pesantren Daruttauhidgt sa
sekarang maupun dulu sama saja: yaitu mendidikisan
sebagai fungsionaris agama. Para santri yanqnglatdajar
kepesantren telah mempelajari umum baik tingkaardas
maupun menengah dan datang ke pesantren hanya
bertujuan menjadi ahliagama. Namun demikian Baugfirs

yang belum mengenyam pendidikan umum tingkat dasar,
maka pengasuh pesantren mengijinkan untuk mengyeauti

Wawancara dengan Kiai Asmu’i sebagai pengasuh ResarPutri
Daruttahid 21 Januari 2015

Peneliti : Bagaimana pandangan kiai tentang hubuigiu agama
dan ilmu umum?
Informan : llmu-ilmu umum atasciencetidak  menjadi prioritas

kurikulum bahkan tidak masuk dalam kurikulum s
Daruttauhid pusat. Hal ini agar pesantren pushihl
konsentarsi padaafaqqqohu fi ad-gh) (pendalaman
agama), “Jika memperdalam ilmu agama Islam dengan
sempurna, maka sebenarnya dengan sendirinyaauatra
akan memahami llImu—ilmu umum. Karena Alqurarattel
mencakup segala hal termasuk dalam ilmu umum?”.

Peneliti : Kenapa?

Informan : Hal ini dilakukan karena merujuk pgataktik pendidikan
pada zaman Nabi, dimana pada zaman nabi ada sglako
sahabat yang dikenal dengamlussuffah Mereka fakus
pada pendalaman agama dengan hidup sangat sealerhan
Mereka menjadi kader-kader ulama yang memperjuangk
ketinggian agama. Salah satu tokoh yang banyak
meriwayatkan hadis adalah Abu Huroiroh. Model imila
yang dikembangakan pada Pesantren Daruttauhid. pusat

Peneliti : Bagaimana memperkenalkan ilmu umum?

Informan : Kalau pendidikan agama telah dicapacase sempurna
sebenarnya kita telah memahami ilmu umum. Karena
pemahaman dan penguasaan yang utuh terhadap @lqura



dan hadis menghasilkan pemahaman tetang ilmu
pengetahuan umum.

Kurikulum pesntren.

Peneliti : Bagaimana Kurikulum Pesantren dikembangk

Informan : Kurikulum dikembangkan berdasarkan aakitab. Level
1. Materinya adalah kitab ajurmiyah berbahasa jesgon,
level 2. Matan jurmiyah, level 3. Syarah jurmiydeyel 4
Imriti, level 6 mtammimah, level 7 Al fiyah danvid 8

sydurut dahab.
Peneliti : Bagaimana pesantren menerapkan paratu
Informan : Peraturan yang dikembangkan sangat tongasantren

menerapkan peraturan yang longgar bukan berastinpesn
membialarkan  santri seenaknya. Tetapi  pesantren
membangun kesadaran dari dalam. Pengetahuan yang
dipelajari sehari-hari dalah mendorng untuk mengi&i

diri sendiri. Selain itu wiridan- wiridan yang biaca sehari

hari  bila diresapindengan sungguh-sungguh maka kan
membentuk karakter yang kuat.

Wawancara dengan : Mas'udi (Masudi adalah guru dsaRtren
Daruttauhid dan selain mengajar mas’udi dipercaygengurus kerumah
tanggan kiai Toifur) 20 maret 2015

Peneliti : Bagimana Kiai Toifur Mawardi membiaya ngalikan
pesantren? Apa saja usaha-usaha ekonomi KiairTo
Mawardi?

Informan . Kiai Toifur Mawardi pada awal-awal péimah berusaha

memperoleh pengahsilan tetapi selalu gagal sarsipaiu
ketika Kiai Toifur Mawardi bermimpi bertemu Rasud

dan berdialog dengan Rasulullah: ya Rasulullah seya
kaya untuk mewujudkan pembiayaan pendidikan pe=ant
tetapi Rasulullah menjawab “ kamu akan memperaonsd r
melalui perantaraan orang-orang desa’ Ternyata
pengamatan saya terhadap tamu-tamu yang hadiwés)
memohon baroah do,a adalah orang—orang desageai@gs
ekonomi sederhana. Artinya bukan orang kaya atau
pengusaha. Kiai Toifur Mawardi juga menceritakahwa
suatu pada suatu waktu Kiai Toifur Mawardi bermimpi



Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

bertemu Nabi khidir. Pesan Nabi khidir dingat lada
sebuah pernyataan “do,aukum mustajaba”. Saya
mengamati tamu-tamu yang mendatangi Kiai Toifur
Mawardi umumnya tidak hanya datang sekali sapa t
berkali kali dan umumnya mengungkapkan hajatnya
terpenuhi karena berkah do,a Kiai Toifur Mawardi
Mawardi.

: Bagimaimana latar belakang ekonomi saR@&santren

Daruttauhid?

: Sebagian besar santri yang mukim dide& Daruttauhid

secara ekonomi lemah. Artinya bukan orang kayangefai
kebutuhan pesantren ditanggung Kiai Toifur Mawardi
secara pribadi. Para santri hanya dibebani pembémn
kebersihan, pengairan dan penerangan sebesar Rp.550
(lima ribu limaratus rupiah). Kiai Toifur Mawardietarang
pengurus pesantren menaikan biaya pondok karefiau be
menyadari bahwa para santri ini umumnya sebdgpsar
berasal dari ekonomi yang lemah.

: Bagaimana Hubungan Kiai Toifur Mawamingan santri

atau santri dengan Kiai?

: di pesantren Kiai Toifur Mawardi sangktab dengan santri

seperti seorang ayah terhadap anaknya. Hampasaari

Kiai Toifur Mawardi mendampingi santri mengajulai
yang level terendah sampai yang paling tinggi. Begiga
hungan Kiai Toifur Mawardi dengan para ustad sanga
dekat. Tidak ada kesulitan bagi santri untuk manekbah

Jika ada keperluan. Diluar pesantren sangat jakiaQ
Toifur Mawardi berkunjung pada santri alumni kaicada
undangan khusus. Hal ini dilakukan agar tidakapetkan
santri dan orang tuanya. Pesantren Daruttauhid reetul
ikatan alumni  sekaresidenan kedu yang mengadakan
pertemuan triwulalnan. Biasanya Kiai Toifur Mawardi
diundang untuk mengsi pengajian. Kiai selalu menk&a
santrinya untuk selalu Ihlas, mengajar dan jangan
mendekati orang kaya. Kecuali orang kaya yang
mendekatimu. Karena barang siapa memulyakan orang
kayak karena kekayaannya akan hilang 1/3 agamanya:
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Informan

Peneliti

Informan

Peneliti
Informan

Peneliti

Informan

Kehinaan, ilmu dan terakhirimannya. Mengajadahgan
ihlas — karena kalau mengajar dengan ihklas o&akag
senang. Dan Jika orang sudah senang maka nagasa
akan dimudahkan.

: Bagaimana Kiai Toifur Mawardi mempert&ln

santrinya?

: Kiai Toifur Mawardi memperlakukan sany sebagai

sahabat sebagaiamana rasulullah  memperlakukan
sahabatnya. Hal ini pernah diungkapkan ketika
mengomentari santri senior kepada mas’udi. Balsanti
tersebut adalah sahabatnya.

: Bagaimana cara bersopan santun sagath Kiai Toifur

Mawardi?

: Santri disini takdhim (mengagumi), ada rasa takut dan

kagum tetapi Kiai Toifur Mawardi tidak suka dipgkukan
seperti carafeudal sepertiraja yang disembatbah atau
diagungkan. Apabila ada santri terlalu menuneukadap
Kiai, maka Kiai Toifur Mawardi memintanya bersikap
biasa-biasa saja. Karena sikap menunduk yang siesikai
dengan hatinya percuma saja.

: Apa yang ciri khas Alumni Daruttauhid?
: Setiap tahun Santri-santri senior pgsa Daruttauhid

diminta oleh masyarakat untuk menjadi ustad. Bigsan
santri senior oleh masyarakat seakligus disiapkaton

istri.  Sehingga pesantren kewalahan melayani
permintaaan akan kebutuhan santri senior. Karena
dipesantren kehabisan stok sebagai guru

: Adakah alumni pesantren Daruttauhashg/berada dalam

kota maupun diluar kota yang mendirikan pesarffren

: Banyak diantaranya Kiai Hisyam di Ketan alumni

Daruttauhid yang mendirikan pesantren. Sekaratiglbe
memiliki santri sekitar 150-200 tanpa sekolah fdrma
dengan kurikulum meniru pesantren Daruttauhid pusat
Disepanjang pantai selatan Kebumen banyak santri
Daruttauhid yang mengabdi dan mukim menjadi ustadz
untuk membendung Kristenisasi.
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